“

LAPORAN
KINERJA

BPH MIGAS

\ lllllllll Skl eahbrnik pang ddenbikan olah BSrE




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga
Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2025 dapat tersalesaikan dengan baik. Laporan Kinerja
BPH Migas merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabiltas atas realisasi kinerja
dan anggaran BPH Migas pada tahun 2025, yang merupakan tahun perfama pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masional (RFJMN) Tahun 2025-2029 dan juga
Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029. Sebagal periode transisi, terdapal perbedaan
indikator dan target kinerja yang tercantum pada Peranjian Kinerja tahun 2025 dengan
target BFH Migas fahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri
ESDM Momaor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumbear
Daya Mineral Tahun 2025-2029,

Penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas merupakan parwujudan implemantasi ketentuan
vang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republk Indonesia NMomor 28 Tahun 2014
fentang Sistem Akuniabiitas Kinera Instansi Pemeriniah dan mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparaiur Megara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Momor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tala Cara Reviu atas Laporan Kinera Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Momaor B8
tahun 2021 tentang Evabluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, kinerja BPH Migas di tahun 2025 sudah baik sebagaimana tercermin
dari tercapainya seluruh targel pada 15 Indikalor Kinerja dalam Perjanjian Kiner@a anlara
Kepala BFH Migas dan Menteri ESDM. Hasil tersebut diperoleh berkat komitrmen dan ketja
keras seluruh elemen di BPH Migas serla didukung oleh partisipasi dan selurub pamangku
kepentingan,

Akhir kala, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tefah berkontribusi dalam
menyusun Laporan Kinera BPH Migas Tahun 2025. Kami harap laporan ini dapat
bermanfaat dan menjadi media evaluasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februarn 2028,
Kepala BPH Migas

€ il

Wahyudi Anas

Dokumen i tedah diandalangan Secars sakironk menggunakan sariikal olekiromk yang diferbdkan oieh B5E



INFOGRAFIS CAPAIAN KINERJA 2025

REALISASI

ANGGARAN TAHUN 2025

:
PENYALURAN
JBT DAN JBKFP
Sahadn. Jurs K Leer
BT | e Tosal JaxrP
Mirysk | mynk BT | Pemalite
Sobsr | Temsh
Penetapan
18,89 0,53 19,41 41,23
Pemyaluran 1841 0.51 18,92 28,06
Realisasi (X) 9749 9675 9747 8986

Ket: Realizas lan = Des 2005 [Verifled)

INFRASTRUKTUR

LAS BUMI

KA

Target
22.550,00 «

5.370,14 Km
Pipa Distribusi : &.570.78 Km
Pipa Jargas : 10.877.13 Km

Realizasi Kumulatif
Infrastruktur
Gaz bumi

W

Pipa Tranzrmizi

e a - BENE )

¥
A
BFH
PNEP BEPH MIGAS
TAHUN 2025
Rp
Target 1.740,54 Miliar

; Rp
Realisasi ~ 4,890,62 \\iar

f s

BBM SATU HARGA

) Target 1‘ '&%
-
‘&;tﬂT Realisasi J B Hnas

[ el

[ |_'-.r.-].'.r_h'.'.| r

Volume
Pengangkutan
dan Niaga Gas
Bumi Melalui Pipa

TARGET 2025 REALISAS| 2025
1,49 1,572
KT

Realias] Viohoere Janess §.d. Tept 2025 [veriled)]
ikt o.d Besembear wolume prognesa [Limvenified)

T T L]

Dakumen ind laiah gfandpiangan secarm aiskionk menggurakan seddifal sakiren® pang dileriitkan aleh BSrE



RINGKASAN EKSEKUTIF

BPH Migas merupakan badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan
pengawasan terhadap penyediaan dan pendistnibusian bahan bakar minyak dan gas bumi
pada kegatan usaha hilir, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomar 22
Tahun 20071 tentang Minvak dan Gas Bumi,

Laporan Kinerja BPH Migas fahun 2025 disusuen sebagai salah salu  bentuk
perianggungjawaban dan  askuniabilitas atas pelaksanaan tegas dan  fungsinya,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Momor 29 Tahun 2014 temtang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Permen PAN-RB Momor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kiner@ Instansi
Pemerintah (AKIP),

Laporan Kinerja imi juga berfungsi sebagal media evaluasi terhadap kinerja BPH Migas
dengan melakukan analisis capaian kinerja terhadap target kinera yang telah ditetapkan
dalam Peranjian Kinera (PK) Kepala BPFH Migas tahun 2025, capaian kinerja percde
2020-2024, dan target BPFH Migas Tahun 2025 sebagaimana lercanium pada Lampiran
Peraturan Manten ESDM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029.

Kinerja BPH Migas dapat ditinjau dari realisasi indikator kinera yang disepakati dan
ditandatangani oleh Menteri EZDM dan Kepala BPH Migas pada Perjanjian Kinerja Tahun
2025, Menindaklanjuli dinamika yang ferjadi, yaitu adanya pergantian Komile BPH Migas
dan penambahan alokasi anggaran, BFH Migas telah metakukan revisi Parjanjian Kinerja
BPH Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Feniaian kinerja BPH Migas berdasarkan Permen PAN-REB Nomor 22 Tahun 2024 tentang
Fenilaian Kinerja Organisasi, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerfja BPH Migas tabhun
2025 sebesar 111,72 dan Nilai Kinerja Crganisasi BPH Migas sebasar 103,94 [Predikat
PEO: Istimewa) dengan interpretasi tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian
kinerna sudah sangal memuaskan dan di atas ekspekiasi. Prakiik baik ini dapat menjadi
conioh bagi organisasifunit lain

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kinerja di tahun mendatang, BFH

Migas perlu melakukan beberapa upaya :

1)  Reviu Renstra secara berkala untuk memastkan bahwa penyusunan informasi
kinerja BPH Migas telah memenuhi kaidah SMART (Spesificc Measurabie,
Achigavable, dan Refevant) dalam malaksanakan tusi BPH Migas.

2] Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaman kinerja yang
dilakukan secara berkala dengan melibatkan semua unit terkai;

3) Koordinasi yang labih intensif dengan instansi dan und terkail pencapaian farget
kinerja seliap IKP BPH Migas,

4] Meningkalkan pencapaian targel program-program BPH Migas sesuan dengan sis
dan misi BPH Migas.
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5] Menyusun rencana mitigasi dan pengelolaan resiko IKP, kKhususnya pada indikator
yang memiliki resiko tinggi.

6)  Menindaklanjuti rekomendasi APIF pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemeriniah/ SAKIP BPH Migas.
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BAE | PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Momer 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan
Pengalur adalah badan yvang dibentuk uniuk metakukan pengaturan dan pengawasan
terhadap penyediaan dan pendistribusian BBEM dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir.
Tugas Badan Pengatur adalah mengatur, menetapkan, dan mengawasi (1) ketersadiaan
dan distribusi BEM, {2) cadangan BEM nasional, (3} pemanfaatan fasilitas pengangkutan
dan penyimpanan BEM, (4) tanf pengangkutan gas bumi melalui pipa, (5) harga gas bumi
uniuk rumah tangga dan pelanggan kecil, sarta (§) pengusahaan transmisi dan distribusi
gas bumi,

Dalam melaksanakan lugas lersebut, BPH Migas berupaya untuk mewujudkan praktik good
govermance yang mengutamakan efeklivitas dan akuntabilitaz kinera. Penyusunan
Laporan Kinerja merupakan benluk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kinerja dan
anggaran BPH Migas sebagaimana diatur dalam Peraluran Presiden Nomor 29 Tahun
2014 teplang Sistem Akuniabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyusunan
Laperan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan
Feformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 teniang Petunjuk Teknis Feranjian Kinera,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serla
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Momor B8 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

.1, Profil BPH Migas

1. Dasar Hukum
Dasar hukum pambentukan dan tugas dan fungsi BPH Migas adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
zas Bumi {Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2001 Momor 1386,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4152

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Namor 67 Tahun 2002 tentang Badan
FPengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi Mefalu Pipa (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeriniah
Republik Indonesia Momor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5308);

¢. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 38 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2004 Momor 124, Tambahan Lembaran Megara Republik indonesia Momor 4436)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
MNomor 30 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Momor
4098),
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d. Peraturan Pemernniah Republik Indonasia Momor 48 Tahun 2018 fentang Besaran
dan Penggunaan luran Badan Usaha dalam Kegiatan Penyediaan dan
Pandistribustan Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Momor 122);

&, Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor B8 Tahun 2002 tanggal 30
Desember 2002 fentang Pembeniukan Badan Pengaiur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkulan Gas
Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Kepulusan Presiden
Republik Indonesia Momor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur
Penvediaan dan Pendistnbusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha
Pengangkulan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Repubkk Indonesia
Tahun 2012 Nomor 103); dan

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat dan Direktorat pada
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republk
Indonesia Tahun 2021 Momer 802).

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur
Penyediagan dan Perdistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan LUsaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Fipa, fungsi BPFH Migas adalah melakukan
pengawasan ferhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan
pengangkutan gas bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan
distribusi BEM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di selurub wilayah NKRI
serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Untuk melaksanakan
fungsi tersabul, BPH Migas mempunyai tugas mengatur dan manetapkan:

a. Ketersediaan dan distribusi BEBM;

Cadangan BBM naskonal;

Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BEBM;

Tarif pengangkutan gas bumi mekalul pipa;

Harga gas bumi unfuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan

Penguzahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

N

Dalam menjalankan tugas dimaksud, BPH Migas memiliki wewenang untuk:

a. Menetapkan kewajiban badan wuwsaha yang akan atau telah melakukan
penyediaan dan distnbusi BEM di Indonesia unluk melakukan operasi di daerah
yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpancil,

b. Menatapkan volume alokasi cadangan BBM dari masing-masing badan usaha
sesual dengan izin usaha untuk memenuhi cadangan nasional BEM yang
dietapkan Pemearintah;

¢. Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasiltas pengangkutan dan
penyimpanan BBM serta fasilitas penunangnya milik badan usaha dalam kondisi
yang sangal diperlukan danfatau uniuk menunjang optimasi distribusi di daerah
terpencil;
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d. Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip
tEkno-akanonmi;

& Menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan
mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;

f. Melaksanakan lelang ruas iransmisi danfatau WJD berdasarkan RIJTDGEN,

g. Memberikan hak khusus pengangkutan danfatau niaga gas bumi melalul pipa
pada ruas transmisi dan/aiau WJD uniuk badan usaha pemegang izin usaha;

h., Mengatur dan menetapkan pemanfazatan bersama (Access Arrangement)
lerhadap fasiitas pengangkutan gas bumi melalui pipa;

I.  Mengusulkan kepada Menter Keuangan mengenai besaran iuran badan usaha
yang mempunyal kegiatan usaha di bidang penyediaan dan distribusi BEM serta
pengangkutan gas bumi melalul pipa dan menetapkan biaya hak khusus
pengangkulan gas bumi melalul pipa;

|- Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan dan akun
pengaluran pada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pangangkutan
gas bumi melalui pipa; dan

k. Menyelesakan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus
pengangkutan gas bumi melalsi pipa danfalau yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegialan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

3. Struktur Organisasi

Sesuai Pasal 47 Undang-Undang Momor 22 Tahun 2001 dan Pasal 10 Ayat (1)
Peraturan Pemernntah Momor 67 Tahun 2002, BPH Migas terdin atas komite dan
bidang. Komite BPH Migas terdiri atas satu orang Ketua merangkap Anggota dan
delapan orang Anggota, yang berasal dari tenaga profesional. Ketua dan para
Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan usul Menteri, serta bertanggung
[awab kepada Presiden. Ketua Komite adalah Kepala Badan Pengatur

Kemudian unfuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur
Penyediaan dan Fendistribusian Eahan Bakar Minyak dan Kegatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dalam melakukan pengawasan lerhadap
penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi
melalui pipa dibantu oleh Bidang. Adapun yang dimaksud Bidang pada BPH Migas
meliputi Bidang Bahan Bakar Minyak (BEM) dan Bidang Gas Burni, salanjutnya untuk
kelancaran tugas dan fungsi Badan Pengatur, dibentuk Sekretarial Badan Pengatur.
Masing masing Bidang dan Sekretariat Badan dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama,
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Fada tahun 2025, felah dilantik Kepala dan Komite BPH Migas periode tahun 202 5-
2029 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomaor 118/P Tahun 2025
tanggal 15 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan
Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melzalui Pipa. Strukiur
organizasi BPH Migas dapat dilihat pada Error! Reference source not found., .
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Gambar 1. Struktur QOrganisasi BFH Migas

Keppie W, D180P Talge 2005

Selanjuinya, dalam rangka menindakianjuli arahan terkait reformasi struktural datam
birokrasi Pemenntah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Momor 68 Tahun
2019 lentang Organisasi Kemanferian Negara, Peraluran Pemerintah Nomaor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemernintah Nomor 11 Tahun 2017
lfantang Mana@men Pagawai Meger Sipll, Peraturan Menteri PANREB Nomor 28
Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dan melaksanakan Peraturan Menteri ESDM Momor 21 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tala Kera Sekrefariat dan Direktorat pada Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiafan Usaha
Pengangkufan Gas Bumi Melalui Pipa, maka telah dilakukan penyederhanaan
eselonisasi menjadi dua level, sehingga diganiikan dengan kelompok Jabatan
Fungsional. Adapun struktur organisasi pada unit-unit Eselon |l di BPH Migas dapat
dilihat pada Lampiran 1, Sfruktur Organisasi Eselon Il di Lingkungan BPH Migas.

I.2. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai BPH Migas tahun 2025 terdin atas 9 (Sembilan)
Anggota Kormite, dimana 1 (salu) Anggola Komite merangkap sebagai Ketua Komite
sekaligus sebagai Kepala BPH Migas, dan dibantu oleh 273 personil, yang terdiri atas
157 PMS, 10 CPHNS dan 106 PPPK. Sebaran dan demografi ASN BPH Migas
sebagaimana ferlihal pada Errorl Reference source not found. dan Error!
Reference source not found..
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+Pesabat Pimpinan Tinggi Pratama

» Piabal Adrmirestrator

= Jabatan Fungsaonal

= Jabatan Pelaksans

Gambar 2. Jumlah Pegawai BPH Migas Tahun 2025

Sebaran Kekuatan SDM
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Gambar 3. Sebaran Kekuatan SOM

KOMPETEMNSI PEGAWAIL BPH MIGAS TAHUN 2025
BERDASARKAN STRATA PENDIDIKAN

53 sLTA
4 15 Diploma
B

Gambar 4, Kompetensi Pegawai BPH Migas Tahun 2025 Berdasarkan Sirata
Pendidikan
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Gambar 5 Kompelensi Pegawal BPH Migas Tahun 2025 Berdasarkan Pandidikan
[ekmis dan Mon Teknis
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Gambar & Usia Pegawai BPH Migas Tahun 2025

Komposisi Pegawai berdasarkan Masa Kerja
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Zambar 7. Masa Kerja Pegawai BPH Migas Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 pada pasal 16 ayat 1
manjelaskan bahwa Pegawai Badan Pengatur berstatus Pegawai Meger Sipil yang
dipekerjakan. Dengan tugas dan kewenangannya sebagai Badan Pengatur dan
Pengawasan Migas di seluruh wilayah tanah air yang sedemikian penting sudah
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semestinya BPH Migas memiliki pegawai atau personil secara mandin dengan slatus
personalia yang ideal adalah sebagai pegawai BPH Migas sendiri. Namun kondisi
selama ini, BPH Migas belum dapat berperan sebagai lembaga pengatur yang
indapenden.

Untuk menuju kondisi personalka demikian tenty memeriukan masa fransisi dan
persiapan yang cukup, termasuk revisi peraturan perundang-undangan. Kondisl
perscnalia BPH Migas saal ini antara lain sebagai berikut:

a. Personil BPH Migas berasal dari internal unit kerja eselon 1 di bngkungan
Kemenlerian ESDM, dengan penggapan dan pembinaan karr masih i
Kementerian ESDM;

b. Dibutuhkan independensi pegawal guna menjalankan pengawasan yang
akuntabel.

Sedring dengan perkembangan dan dinamika keblakan pemeriniah, arganisasi BPH
Migas memiliki kempleksitas yvang tinggi karena beragamnya tugas dan fumgsi yang
dijalankan. Kompleksitas ditunjukkan pada tingkat diferensziasi (pemisahan tugas-
tugas) yang ada pada sualu organizasi. Semakin kompleks organisasi, semakin
dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efekif bagi unit-unit yang ada
sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik
dengan didukung oleh kekuatan sumber daya manusianya,

Hal ini menjadi perhatian dengan masih lerdapatl kelemahan yang dilunjukkan

diantaranya:

1. Masih terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang terbatas dalam
jenjang karir dan kebutuhan organizasi dengan beban tugas (Analisis Beban
Kerjal;

2. Masih adanya aturan perundangan yang baru lerkait oganisasi dan kebijakan
sektor ESDM sangal mempengaruhi kebijakan dalam penambahan/pengurangan
sirukturfjabatan;

4. Tugas dan Fungsi Unit Kerja tidak dapat dilaksanakan maksimal, karena adanya
penvederhanaan birokrasi, Transformasi jabalan strukiural menjadi Jabatan
Fungsional,

4. Saal inl dalam Peta Jabatan BPH Migas, pada Direktorat Teknis hanya terdapat
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang menjalankan roda organisasi

Berdasarkan kelemahan tersebut, diperlukan upayva uniuk penguatan sumber daya

manusia dengan cara:

1. Memperiuas tugas, peran dan jabatan sesuasi dengam Tusi BPH di dalam
Iganisasinya;

2. Menvesuaikan Analis Beban Kerja (ABK) sesuai kebutuhan, Sehingga BFH Migas
memerukan tindaklanjut unfuk mengajukan revisi ternadap Peta Jabaitan BFH
Migas.

remudian dalam rangka peningkatan profesionalitas ASN BPH Migas pada tahun
2025, maka beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sabagai berikut
a. Peningkatan kualilas pegawai melalui peningkatan penyeriaan tugas belajar,
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b. Pengembangan kompatensi pagawai melalul kegiatan pendidikan dan pelatihan,
diklat fungsional bagi pejabat fungsional, sena diklat teknis pelaksana bagi jabatan
pelaksana, sera pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang
keahfiannya;

. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menter PAN-RB 06 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipll Negara,

d. Paningkatan disiplin pegawai;

. Mengoptimalkan pelaksanaan webinar dan menyeriakan pelatihan bak secara
mandiri dan melalul BFSDM ESDM yang dilakukan secara daring. Di samping itu,
untuk meningkatkan kuaktas pelatihan yang diberikan, BPH Migas juga melakukan
identifikasi analisis kebutuhan diklat berdasarkan latar belakang pendidikan, tugas
fungsi terkait serta menyesuaikan transformasi jabatan fungsional.

f. Dalam rangka mencapai farget IP-ASN tahun 2025, BFH Migas tetap
melaksanakan monitoring pelaksanaan diklat, bimiek, seminar, workshop, lugas
dan izin belajar bak secara daring maupun luring apabila dimungkinkan, i
samping itu, BFH Migas juga melaksanakan pembinaan disiplin pegawai mealalui
sosialisasl peraluran bidang kepegawalan dan melaksanakan achuevermernt
motivalion, seperti seminar, agar dapal dikut oleh seluruh pegawai dan
pendampingan penyusunan SKP uniuk meningkatkan nilai kinerja pegawai

2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran BFH Migas sebagaimana tercantum dalam DIPA Petikan
Tahun Anggaran 2025 Namor: SP DIPA-020.14.1 9868602025 tanggal 12 Desamber
2025 (Revisi ke-16) sebesar Rp268 .93 miliar. Sumber dana adalah 100% darli PNBP.

Fada DIFA awal terdapal blokir anggaran sebesar Rp77 .23 miliar. Blokir anggaran
ferdapal pada Belanja Pegawai (51) sebesar Rp7.26 miliar, Belanja Barang (52)
sabesar Rp69,05 milier dan Belanja Modal (53} sebesar Rp82S juta. Revisi buka
blokir dilakukan sebanyak tiga kali dan dilakukan fop up anggaran sebanyak tiga kali
{bulan Agustus, Oktober dan Desember 2025 sebesar Rp14,63 miliar) dan anggaran
semula sebesar Rp254, 30 miliar (DIFA Petikan Tahum Anggaran 2025 Momor, SP
DIPA-020.14.1.986860/2025 tanggal 2 Desember 2024). Top up (tambahan)
anggaran dapal dilakukan karena realisasi PNBP BFPH Migas sudah melebihi target.
Dimana target PNBP BPH Migas tahun 2025 sebesar Rp1.740,54 miliar dan realisasi
sebesar Rp1.890,63 miliar (108,62%) sehingga BPH Migas mengajukan tambahan
penggunaan anggaran sebesar Rp722,13 miliar, Top up anggaran tersebut
dilaksanakan dengan targe! juran semula Rp1.018.41 mikar menjadi Rp1.740.54
miliar zesual dengan DIPA BPH Migas Momor SP DIPA-020 14,1 986880/2025
tanggal 12 Desember 2025 (Revisi ke-15),

Berdasarkan petikan DIPA terakhir, struktur balanja BPFH Migas tahun 2025 terdiri
atas 30.45% Belanja Pegawai, 65,97% Belanja Barang, dan 3,58% Belanja Modal.
Dibandingkan dengan tahun 2024, tampak adanya kenalkan anggaran pada belanja
pegawai, dan penurunan pada belanja barang dan belanja modal. Rincian sirukiur
belanja BPH Migas dapat dilihat pada Gambar 8.
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PAGLI ANGGARAN BPH MIGAS
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Gambar & Fagu Anggaran BFH Migas Tahun 2020-2025

L3, Isu Strategis

Perkembangan dan dinamika dunia migas serta adanya pemerintahan baru,
manuntul BPH Migas untuk adaptif dan menjadi bagian dari solusi. Berikut isu
strateqgis BPH Migas di tahun 2025

Bidang BBM:

1. Implementasi digitalisasi SFBU melalui penggunaan QRcode memengaruhi
pefubahan pola kansumsi JBT Solar dan JBKP Bensin RON 80, Penurunan kaju
pertumbuhan konsumsi terjadi seinng penerapan registrasi kendaraan bermator
dan pembalasan pembelian harian pada JBT. sementara pada JBKP QRcode
masih berfungsi sebagal alat monitoring karena belum didukung regulasi
pembatasan pembelian,

2. Paningkatan Implementasi penggunaan Aplikasi XSTAR dalam penerbitan Surat
Rekomendasi secara bartahap hingga 100% pada wilayah-wilayah yang tefah
siap. Sejak Aplikasl XSTAR resmi digunakan hingga tahun 2025, wilayah yang
telah melakukan implementasi secara penuh penggunaan Sural Rekomendasi
dari aplikasi XSTAR 100% telah mencapai 52 Kabupaten dan Kota

3. Peningkatan akses dan pemerataan layanan BBM di wilayah 3T dan terpencil
Upaya ini dilakukan uniuk mengatasi keterbatasan sarana penyaluran dan
mendukung aklivitas sosial ekonomi masyarakal. Adapun uoaya yang felah
dilakukan:

* Pembernan persetuyjuan calen sub penyalur BEM oleh BPH Migas sebagai
solusi atas keterbatasan sarana penyaluran BBM di wilayah 3T, yaitu
sabanyak 19 sub penyalur, yang tersebar di Kabupaten Flores Timur (14 sub
penyalur), Kabupaten Sikka (2 sub penyalur), dan Kabupaten Bintan (3 sub
penyalur).

+ Supervisi pembangunan terhadap 16 penyalur BEBM 1 Harga vang
berkelanjutan, uniuk memasiikan pembangunan sarana dan prasarana
penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan lepat wakiu di wilayah 3T dengan
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harga BEM yang sama dengan wilayah lainnya
4, BPH Migas melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran
volume JBT dan JBKP secara nasional berdasarkan penetapan kuota di seluruh
kabupaten/kota dan provinsi. Realisasi pendistribusian JET Minyak Solar
sebesar 97 49%, dan unfuk JBT Minyak Tanah sebesar 96,75%, serta untuk
JBKP Pertalite sebesar 83 B6% dar kuota nasional yang telah ditetapkan.

Bidang Gas Bumi
1. Perluasan Akses Energi Gas Bumi
BFH Migas mewujudkan perluasan akses energi dengan mendukung
pembangunan infrastruktur pipa yang saling tenntegrasi melalui pelaksanaan
Lelang pada Ruas Transmisi danfatau Wilayah Jaringan Distribusi untuk
pemberian Hak Khusus. Adapun upaya yang telah dilakukan:
» Melaksanakan Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang Telah Terdapat
infrastruktur Pipa Gas Bumi Kota Batam untuk Pemberian Hak Khusus pada
13 Januar 2025 sampal dengan 20 Maret 2025;
= Menetapkan PT Perusahaan Gas Negara sebagai pemenang Lelang Wilayah
Jaringan Distribusi vang Telah Terdapat Infrastruktur Pipa Gas Bumi Kota
Batam uniuk Pemberian Hak Khusus.
2. Kemudahan Pengusahaan Kegialan Penyaluran Bagi Badan Wsaha
BPFH Migas berusaha memberikan kemudahan pengusahaan kegiatan
penyaluran bagi badan usaha melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP)
Momor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan luran Badan Usaha
dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi. Selanjutnya BPH Migas akan melakukan sosialisasi implementasi
PP Nomor 8 Tahun 2025 berikut konsekuensi penerapan sanksi apabila terdapat
pelanggaran uniuk setiap Badan Usaha pada saal berlangsungnya kegdiatan
Verifikas: Volume Triwulan | Tahun 2025,

l4. Sistematika Laporan
Penyajian Laporan Kinerja BPFH Migas mengacu pada PermenPAN-RE Nomor 53
Tahun 2014, yang terdini alas:

EBab | Pendahuluan

Bab perlama meliputi latar belakang, profil BPH Migas, isu strategis, dan sistematika
laporan,

Bab Il Perencanaan Kinerja

Bab kedua merupakan penjabaran rencana ker@a BPH Migas yang harus dicapai
selama tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun
2025 dan indikator kinerja pada masa transisi Rencana Strategis (Renstra) BPH
Migas 2020-2024 ke 20252029,

Bab |l Akuntabilitas Kinerja

Bab ketiga membahas capaian kinerja dan akuniabilitas keuangan
BPH Migas. Capaian kinerja berfokus pada pencapaian dan anabsis altas capaian
setiap indikator kinerja, sementara akuntabilitas keuangan mernupakan uratan tentang
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realisasi anggaran dan analisis efeklivitas anggaran yang digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi. Salain ilu bab inl juga berisi tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinera instansi Pemerintah (AKIP)
pada BPH Migas.

I Nkl

Bab terakhir menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja crganisasi {ahun
2025 beserta rekomendasi untuk success story BPH Migas selama tahun 2025,
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BAB Il PERENCANAAN KINERJA

IL1. Renstra BPH Migas

Tahun 2025 merupakan tahun perfama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Masional (RPJMMN) Tahun 2025-2029 dan juga merupakan periode transisi
Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Rencana Strategis
BPH Megas 2025-2029, sehingga indikator dan target kinerja tahun 2025 masih mengmduk
pada Rencana Strategis BPH Migas 2020-2024

Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029 saat ini masih dalam proses unfuk ditetapkan
oleh Kepala BPH Migas, namun indikator dan target kinerja BPH Migas 2025-2029 telah
masuk dalam Lampiran Peraturan Menteri ESDM Namor 20 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Kementerian Energl dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2025

Visi, misi dan tujuan BPH Migas 2025-2029 merupakan turunan dari Visi Misi dan Tujuan
Kementerian ESDM yang telah diselaraskan dengan lugas dan fungsi BPH Migas. Adapun
rumusan Visi Misi dan Tujuan BPH Migas adalah sebagai berikut:

Wisi

Tervujudnya Swasembada Energi Bidang Hilir Migas melalui  penyediaan dan
pendistribusian BBM di seluruh wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia serfa
peningkatan pemanfaatan Gas Bumi melalui pipa di dalam negen,

Mizi

Misi - 1; Mewujudkan Ketahanan Energi Bidang Hilir Migas melalui pengaturan dan
pengawasan secara independen dan fransparan atas pelaksanaan kegiatan usaha
penyediaan dan pendisirbusian BEM seria peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam
negern, Misi- 2; Memperkuat Tala Kelola Kelembagaan Bidang Hilir Migas yang Efektif dan
Akuniabel

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi 1 dan misi 2, sebagai berikul:

Tujuan Misi 1

= Tujuan = 1 ; Memperkuat ketahanan energi bidang hilir migas.

= Tujuan = 2 ;| Mewujudkan pembinaan dan pengawasan Sub Sektor Hilir Migas.

* Tujuan = 3 : Meningkatkan nilai tambah Sub Sektor Hilir Migas.

Tujuan Misi 2

* Tujuan =4 : Mewujudkan birokrasi BPH Migas yang profesional, akuntabel, dan
efisien

Transisi Sasaran Program dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis BPH Migas 2020-
2024 dan Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029 dapal dilihat pada matriks berikut:

14 |

Dokumen ini tedah ddandatangani secara ahekingmi menggunakan serifvad slekironk yang ditenhitkan olah BSrE



Tabel 1. Transisi Informasi Kinerja Pada Rencana Strategis EPH Migas
Tahun 2020-2024 dan 2025-2029

| SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
2020-2024

" SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
2025-2029

PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Sasaran Program 1: Tersedianya BEM di
seluruh wilayah MNKRE| dan Peningkatan
Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri

| Sasaran Program 1: Menmngkatnya
Kelahanan Energi Bidang Hilir Miyak
| dan Gas Bumi

1 | Jumlah kumulatii penyalur BBM 1
Harga di Daerah 3T (penyalur)

2 |Layanan dukungan percepatan
pembangunan ruas pipa transmisi dan
d'rstrii:qsi gas bumi {kumulatify km

‘Sasaran ﬁl"ugram 2: Terlaksanakan

pengawasan pendistribusian Bahan Bakar
| Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi
| melalui Pipa

i1 | Kumulatif Jumlah Kecamatan yang
sudah ferdapat penyalur BBM
__|tkecamatan)
2 |Indeks Ketahanan Energ: Bidang
Hilir Minyak dan Gas Bumi {indeks
skala 10}

Sasaran Program 2 Meniﬁﬁl_riy?
pembinaan dan pengawasan subsektor

Hilir Migas

"1 [ Persentase Penyaluran JBT dan JBKP |

| yang ditugaskan kepada Badan Usaha

1 | Indeks pembinaan dan
pengawasan subsektor Hilir Migas

{2 | Volume pengangkutan dan niaga gas
' bumi melalui pipa

::3- Jumiah rekomendas|
pengawasan atas penyediaan dan
pendistribusian BBM

~ hasil |

{Indeks skala 100)

Sasaran Program 3: Optimalisasi
kontribusi BPFH Migas yang berkelanjutan
dan Pengelolaan anggaran yang optimal

Sasaran Program 3 Optimalisasi
Kontribusi BPFH Migas terhadap PNEP

1 | Perseniase Realisasi PMEF BPH 1 | Persentase Realizasi PNBP BPH
Migas N  Migas
2 | Nilai IKPA BPH Migas
FROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Saszaran Program 1: Layanan BPH Migas
yvang Optimal

| Sasaran Program 1: Terwujudnya Tata
Kelola Kelembagaan BPH Migas yang
Efekiif. Bersih, Akuntabel, dan
' Berkelanjutan vyang Didukung oleh
Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK,
dan ASHN yang Profesional

1 |Indeks Kepuasan Pelayanan BPH 1 | Indeks Tata Kelola Birokras: Badan
Migas kepada Stakeholder Pengatur Hilir Minyak dan Gas |
Bumi {Indeks (Skala 100))
Sasaran Program 2: Tersedianya

pengaluran dan penetapan terhadap
penyediaan dan pendisiribusian BBM dan

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
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SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/INDIKATOR |
2020-2024 2025-2029
1 | Jumiah pmu:lut hukun_'l BPH Mlgq;__
'Eaa.aran ngram 3 Pengawasan,
pengendalian, monitoring &  evaluasi
program BPH Migas
1 | Nilai SAKIP BPH Migas
2 | Indeks maturitas SPIP
Sasaran Program 4: Organisasi yang fil,

seria S0OM yang unggu1

1 | Nilai evaluasi kelembagasn BPH |
I Migas
| 2 | Indeks profesionalitas ASM BPH
Migas
| Sasaran Program 5: Temwujudnya
| birokrasi yang efektif dan efisien
"1 | Indeks Reformasi Birakrasi BPH Migas | |

IL2. Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas Tahumn 2025

Feranjian kinerja adalah lembar/dokumen yang bensikan penugasan dan pimpinan
instansi yang lebih tinggl kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan programikegiatan yang disertal dengan indikator kinera. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitman penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas winera terukur terentu berdasarkan fugas,
fungsi dan weweanang serla sumber daya yang lersedia. Kinarja yang disepakati tidak
dibatasi pada kiner@a yang dihasilkan atas kegmatan tahun barsangkutan, letapd
fermasuk kinena (oufcarre) yang seharusnya terwujud akibatl kegatan tahun-tahun
sebalumnya. Dengan demikian target Kinerga yang diperanjikan juga mencakup
outcome yang dihasikan dan kegiatan tahun-lahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja seliap tahunnya.

Perjanjian Kinerja BPH Migas tahun 2025 mengalami revisi sesual dengan ketentuan

FermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, yang disebabkan kondisi berikut:

1) Perubahan nama pejabat Ezelon | BPH Migas;

2} Perubahan pagu anggaran Eselon | BPFH Migas, dan

3) Perubahan target IKU Jumlah Kumulatif Penyaiur BBM 1 Harga yang beroperasi
dari semula 71 Penyvalur menjadi 16 Penyalur sesual Keputusan Direkiur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor 45 KHK.QZDIM2025 tanggal 16 Mei
2025 dan surat Kepala BPH Migas nomor T-368/MG 05BPHRZ0ZS tanggal 26
Juli 2028 tentang Perubahan Roadmap Penugasan Pembangunan Penyalur JBT
dan JBKP pada Lokasi Terentu (Penyalur Program BEM 1 Harga) Periode
Tahun 2025-2029.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala BPH Migas dengan Menteri ESDM
sebagaimana Error] Reference source not found..
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Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPH kigas Tahun 2025

Satuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target'

Tamet*

1) Tersedianyva BBM di Seluruh 1, Jumlah Kumuldati Penyabur Penyalur 71 16
Wilayah MKRI dan BEM | Harga yang bercperasi
Faningh.a_mn F'amaniaai.an {Penyalur) |
Gas Bumi Dalam Megeri 2. Layanan Dukungan km 22880 | 22 580
Parcepatan Pembangunan
Ruas Pipa Transmis dan
. Distribusi Gas Bumi (komulatif) | I— B
2} Teraksananya Pengawasan 1. Persentase Penyaluran Jenis %% 100 | 100
E"hﬂﬂﬁ_‘ PEFT*%:E: éﬂ“ BEM Tertentu {JBT)
b it 2. Persentase Penyaluran Je % 100 | 100
Fengangkutan Gas Bumi ’ Baﬂﬁelgh BT EIAL T
; usus Pemugasan
Melalui Fipa (JBKP)
3. Jumiah rekomendasi hasil Rekomendasi 4 4
pengawasan atas penyadiaan
dan pendistribusian BEM |
4. Volume Pengangkutan dan MSCF 1.489. | 1.4889.
e - _ __Miaga Gas Bumi Melalu: Pipa 182.000 | 182.000
3) Cptirnalisasi Kontribusi BPH 1. Parsentase Realisasi PNBP k. 85 85
Migas yang Berkelanjutan BPH Migas
dan Pengelolaan Sistem 2. Nilal IKPA BPH Migas Milai 83 93
Anggaran Yang Oplimal
4) Layanan BPH Migas yang Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Indeks 34 3.4
Optimal Migas kepada Stakehoider ) o I N
5 Tersedianya Pengaturan dan  Jumlah Hebigihan Peningkatan Produk Hukum| 45 45
Penetapan ternadap  Tafa Kedola Hilir Migas
Penyediaan dan
Pendistribusian  BBM  dan
Penganghkutan Gas Bumi
Melalu Pipa
&) mngw. i 1. Milai SAKIP BPH Migas Niai B4 84
n alian, Manitoring : :
dan Evaluasi Program BPH 2 TauACA g P BRR indeks, T2 | 372
__Migas 0
Th Glragammu 1. Indeks Profesionalitas ASM Indeks, 85 B5
BPH Migas yang Fit dan ~ BPH Miygas skala 100
S yung Unggul 2. Nilai Evaluasi Kelembagaan Nilad 745 | 745
. . __BPHMgas
B) Terwujudrya Birokrasi yang Indeks Reformasi Birokrasi BPH Indeks, a5 B85
Efektif dan Efisien Migas skata 100

'berdazarkan Perangan Kinerja BFH Migas tanggal 31 Desember 2024
‘berdasarkan Perjanpan Kinerja BPH Migas langgal 22 Desember 2025
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabililas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektf dan seluruh satuan kerja
di lingkungan BPH Migas. Dengan didasarkan pada Perjanjian Kinerja Eselon | yang telah
diturunkan secara berjenjang ke Perjanjian Kinerga di level satuan kerja (Eselon 1), telah
dilakukan pangukuran dan evaluasi Kinerja secara berkala atas IKU BPH Migas

Femantauvan dan pengukuran capaian kinerja organisasi BPH Migas juga telah
memanfaatkan leknologi informasi, yaitu aplikasi GOALS, yang merupakan bagian dari
aplikasl general Ngantor lerintegrasi {ngantor.esdm.go.id) yang dimiliki oleh Kementerian
ESDM. Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, aplikasi GOALS juga dapat digunakan
dalam penyusunan Pananjian Kinerja, SKP, dan pengukuran kinerja individu.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, baik di level Esalon | maupun kevel Eselon Il
Untuk IKU yang capaiannya diukur secara triwulan/semesteniahunan, diperhitungkan
sesual dengan karakleristik IKU masing-masing. Monitoring dan evaluasi, serta
pengukuran hingga pelaporan dalam rangka pangumpulan data kinerja dilakukan satiap
bulan dan dilaporkan seliap triwulan.

Dalam melakukan penilaian kinerja BPH Migas mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 22
Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) yang disusun untuk menitai tingkat
kinerja dalam mewujudkan sasaran dan kinera organisasi. PKO dilakukan dengan
memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan niai hasil evaluasi
akuniabilitas kinerja Instansl Pemeriniah,

Pada Tahun 2025, nilai hasil evaluasi akuntabilitas / SAKIP BPH Migas Adalah 8745
{kategoriipredikat A/Memuaskan), sehingga pada perhitungan PKO, koreksi capaian
perjanjian kinerja sebesar 0%. Berikul ini hasil penilaian kinerja BPH Migas Tahun 2025
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Tabel 3. Penilaian Kinerja BPFH Migas Tahun 2025

Capai Milai
Target Realisasi an Akhir
Mo Indikator Kinerja Utama Satuan 2025 2025 2025 | Capaian
(%a) FK
Jumiah Kumulatif Penyalur BEM | = S
1 | Harga yang Beroperas: (Penyalur) Penyalur 16 16 | 100,00 100,00
Lan_.lanan Duhungan Furmpalan
Pembangunan Ruas Transmisi |
2 dan Dislribusi Gas Bumi Km 22550 22818.05 | 101,19 101,19
(Kumulatif) .
Persentase Penyaluran Jenis
3 BEM Tertentu (JBT) | % 100 97,47 | 102,53 102,53
Persentase Penyaluran Jenis
% BBM Khusus Penugasan (JEBKF) » i #9286 111 Hil
Jumiah Rekomendasi hasil
5 | pengawasan atas penyediaan dan HE"“;'E"“ 4 40 100,00 100,00
pendstribusian BEM — !
Volume Pengangkutan dan Miaga
& Gas Burni Melalyi Fi'?“"'w,. - _MSCF 1.499.182.000 | 15B8.756.661 | 104 64 | 104,64
7 ;erﬁmlase Realisasi PNBP BPH % 95 108,62 | 114,34 | 110,00 |
| MIgas . |
B | Milai IKPA BPH Migas Milai a3 96.65 | 103,92 103,92
| . | Indeks Kepuasan Pelayanan BPH | Indeks ; ;
9 | Migas kepada Stakeholder (skala 4) 54 il Bkt Mkt
Jumilah Kebijakan Peningkatan Produk | |
10 | Tata Kelola Hilir Migas Hukum 45 100 | 22222 | 110,00 |
11 | Nilai SAKIP BPH Migas Nilai 84 87,45 | 104,11 104,11 !
Tingkat Maturitas SPIP BPH " Indeks e | !
12 Migas | (skala 5) 3,72 3,72 | 100,00 100,00 |
Indeks Profesionalitas ASN BPH | Indeks
13 Migas | (skala 100) 85 87.26 | 102,66 102,66
Milai Evaluasi Kelembagaan BPH Indeks |
14 Migils (Skala 100} | 745 iﬂ.ﬂ 100,04 100,04
Indeks Reformasi Birokrasi BPH Indeks i
' Migas | (Skala 100} | BS 35;3" 100,94 100,94
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja BPH Migas Tahun 2025 111,73
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPH Migas Tahun 2025 103,94

Berdasarkan tabel di atas, diketahul bahwa rata-rala capaian kinerja BPH Migas tahun 2025
adalah sebesar 111,72, Niai Kinerja Organisasi BPH Migas sebesar 103 94 (Predikatl PEO:
Istimewa) dengan interpretasi tingkal implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja
sudah sangat memuaskan dan di atas ekspekiasi. Praklik baik ini dapal menjadi contoh
bagi crganisasi'unit lain,
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lIi.1. Capaian Kinerja

Penyajian data uniuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan
membandngkan antara farget dan realisasi kingna tahun i, membandingkan aniara
realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka manengah yang terdapat dalam dokuman perencanaan stralegis onganisasi,
Selain fu juga dilakukan analisis penyebab  keberhasilanfkegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja sera alternatif =olusi yang telah dilakukan

Analisis untuk seliap sasaran strategis dan KLU dapat dijelaskan sebagal berikut:

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (S5-1)

Tersedianya BEM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan
‘Gas Bumi Dalam Negeri

Sasaran Strategis-1 didukung dua indikator, yaitu Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1

Harga yang Beroperasi (penyalur) dam Layanan Dukungan Percapatan
Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif) (km)

1. Jumlah Kumulatif Penyalur BEM 1 Harga yang Beroperasi

Tabel 4. Capaian Kinerja Jumilah Kumulatif Penyalur BEM 1 Harga

Satuan; Penyalur

Target | Target .
Renstra PR Realisasi E;ﬁ;?“

2029 | 2025 | 2025 | 2020 2021 | 2022 2023 | 2024 2025 | 2025 | =]
- | 18 | 18 253 | 331 | 423 | 512 | 583 | T1' [ 18° | 100%
'Target pada Perjanjian Kinerja BPH Migas tanggal Desember 2024

Target pada Parjanjian Kinerja BPH Migas (revisi) tanggal 22 Desember 2025

Terdapal perubahan nomenklatur dan definisi indikator kinerja pada Rencana
Strategis 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, semula “Jumlah
kumulatif penyalur BEM 1 Harga di Daerah 3T" menjadi “Jumlah Kumulatif
penyalur BEM 1 Harga yang Beroperasi®, sehingga menyebabkan perbedaan
perhilungan targel. Sementara di tahun 2029 nomenklatur indikator kinerja
tersebut tidak ada, namun terdapat indikator kinerja baru yaitu “Kurmulati§ Jumlah
Kacamatan yang sudah terdapat penyalur BBM®.

A, Metode Perhitungan

Dalam rangka percepatan pemberiakuan satu harga BEM untuk JET dan JEKP
secara nasional seria pemerataan keberadaan penyalur pada daerah yang
belum terdapat penyalur, terutama wilayah 3T, maka dilaksanakan
pembangunan penyalur BEM 1 Harga. Frogram ini merupakan perwujudan sila
kelima dan Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Penyalur BBM 1 Harga merupakan penyalur yang dibangun
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berdasarkan penugasan oleh BEFH Migas kepada Badan Usaha Penugasan pada
lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemenntah. Pamilihan lokas tersebut
mengedepankan lokasi 3T, belum terdapatl penyalur di lokasi tersebutl, dan
diutamakan pada lokasi yang sudah terdapat infrastrukiur pendukung.

Yang dimaksud dengan Jumlah Kumulatif Penyvalur BEM 1 Harga yang
Beroperasi adalah Jumlah Penyalur BBM 1 Harga yang telah terbangun (berupa
zarfas permanen dispenser. permanan modular, permanan manual, percepatany
dalam periode 1 fahun anggaran

Pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Momor 36
Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar
Minyak Terentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan secara
Masional. Program BBM 1 Harga berujuan untuk memasiikan keberadaan
penyalur merata di lokasi yang belum terdapat penyvalur JBT dan JBKF unfuk
melayani konsumen pengguna. Jenis BEM yang diatur harganya adalah JBT
jenis Minyak Solar 48 (Gasoi) dan JBKF jenis Bensin (Gasoine) RON S0
(Perfalite). yang diatur melalui  Keputusan Menten ESDM  Mamor
37 KHK.02MEM. M/2022  tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus
Fenugasan,

BPH Migas kemudian manugaskan Badan Usaha Penugasan sabagai palaksana
pembangunan penyalur BEM 1 Harga pada lokasi terlentu melalui surat
penugasan darn Kepala BPH Migas yang diterbitkan setiap tahunnya. Penugasan
tersebul, antara [@in uniuk menunjuk penyalur bare di lokasi terentu,
pembangunan sarana dan fasililas kegiatan penyaluran dan pendistribusian JBT
dan JEKF secara proporsional, dan menyampaikan laporan setiap figa bulan
sekali atau sewakiu-wakiu apabila diperiukan. Lokasi pembangunan dan jumlah
penyalur JBT dan JEKP mengacu kepada surat keputusan Dirgen Migas beserta
seluruf perubahannya atau surat hasil evaluasi usuian perubahan lokasi terteniu
dari Dirjen Migas.

Lokasi Tereniu untuk Pendistibusian Jenis BEM Tertentu dan Jenis BEM
Khusus Penugasan Tahum 2025-2029 mengacu pada Keputusan Direkiur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi Mormor 45 KIHE 02M0UMI2025 langgal 16 Met
2025,

Adapun target pembangunan penyalur program BEM 1 Harga Tahun 2025 yailu
sebanyak 16 penyalur, mengacu pada roadmap pembangunan penyalur BBM 1
Harga berdasarkan surat Kepala BPH Migas MNomor T-369/MG.0S5/BPHRZ025
fanggal 26 Juli 2025 hal Perubahan Roadmsp Penugasan Pembangunan
Penyalur Jenis BEM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan
(JBKP}pada Lokasi Tereniu (Penyalur Program BBM 1 Harga) Pericde Tahun
2025-2029

BPH Migas memberikan penugasan pembangunan penyalur Program BEM 1
Harga pada Lokasi Terentu Tahun 2025 kepada 2 (dua) Badan Usaha
Penugasan yaitu:

1. Penugasan kepada PT Peramina (Persero) og PT Pertamina Patra Miaga
sesual sural Kepala BPH Migas Nomor T-322MG.05BPHIZ025 tanggal 5
Juli 2025 dan Momor T-37TO/MG.05/BPHI2025 tanggal 26 Juli 2025. Target
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pembangunan penyalur BBM 1 Harga Tahun 2025 sebanyak 15 (lima belas)
penyalur,

2. Penugasan kepada PT AKR Corporindo Thk sesuai surat Kepala BPH Migas
Momor T-320/MG.05BPH/Z2025 tanggal 4 Juli 2025, Target! pembangunan
penyalur BEM 1 Harga Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) penyalur.

Fada indikator kinerja ini, perhitungan penambahan penyaiur BEM 1 Harga yang
beroparasi yaitu dengan menjumiahkan data penyalur BEM 1 Harga yang sudah
ferbangun (berupa safas permanen dispenser, permanen modular, permanen
manual, percepalan) tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025,
Persentase capaian pemvalur BBM 1 Harga dihitung dengan formula sebaga
berikut. Data realisasi jumiah penyalur mengacu kepada laporan dar Badan
Usaha Penugasan. Persentase capaian penyalur BBM 1 Harga dihitung dengan
formula sebagai berikut

Persentase Capaian Penyalur BEM 1 Harga (%)
(Eeutimxi penyalur BEM 1 Harga

~ \ Target penyalur B8M 1 Harga

! IDU%]I

B. Evaluasi Capaian

Realizasi 16 penyalur BBM 1 Harga yang terbangun, dengan rincian sebagai
berikut:

1. Kec. Bakongan Timur, Kab. Aceh Selatan - SPBUN 18237014

2. Kec. ldanogawo, Kab. Nias - SPEU Kompak 16228034

3. Kec. Air Gegas, Kab. Bangka Selatan - SPEU Kompak 2633723

4. Kec. Monta, Kab. Bima -SPBU Kompak 5654113

5. Kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur - SPBU Kompak 5687109
6. Kec Ketungau Tengah, Kab. Sintang - SPBU Kompak 6678610

7. Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara - SPBUN BB74101

8. Kec. Krayan Tengah, Kab. Nunukan - SPBL Kompak 6677424

9. Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala - SPBUN 7884301

10. Kec. Mata Oleo, Kab. Bombana - SPBUN 7893713

11. Kec. Bontotiro, Kab, Bulukumba - SPBUN 7882505

12, Kec. Leitimur Selatan, Kab. Ambon - SPEU Kompak 85697201

13. Kec. Pulau Moti, Kab. Ternate, - SPBU Kompak 8637760

14, Kec. Sawai, Kab. Mamberamo Raya - SPBEL Kompak B698603

15, Kec. Teluk Mayalibit, Kab. Raja Ampat - SPBL Kompak 8698448

16. Kee. Pulau Laut Tanjung Selayar, Kab. Kotabaru - SPBRB

Manfaat yang diperoleh mayarakat dengan terlaksananya program BBM 1 Harga
adalah tersedia dan terdistribusikannya BBM dengan harga yang ferjangkau
sesual dengan ketetapan Pemerintah, khususnya di dasrah 3T, Selain itu juga
diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
seria menggerakkan sekior-sektor perekonomian domestik masyarakat, Adapun
sebaran penyalur BEM 1 Harga yang sudah lerbangun sejak tahun 2017 hingga
2025 sebanyak 599 penyalur sebagaimana Gambar 9
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Gambar 8. Sebaran Penyalur BEM 1 Harga Hingga Tahum 2025

Kendala yang dihadapi dalam proses penugasan dan pembangunan penyalur
BEM 1 Harga Tahun 2025 antara lain:

1. Lokasi Tertenu untuk Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BEM
Khusus Penugasan Tahun 2025-2029 (Lokasi BBM 1 Harga) ditetapkan
pada bulan Mei 2025, seshingga hal tersebut mempengaruhi proses
penugasan dan pembangunan penyalur BEM 1 Harga Tahun 2025,

2. Pada Tahun 2025, Program BBEM 1 Harga periama kalinga menerapkan
kefentuan dalam Undang-Undang MNomer 16 Tahun 2025 lentang
Ferubahan Keempat atas Undang-Undang Momor 19 tahun 2003 tentang
EBadan Usaha Miik Megara, dimana dalam rangka penugasan khusus
kepada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini penugasan BBM 1 Harga
diperiukan penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan BP
BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan BP| Danantara, sehingga
Penyalur BBM 1 Harga yang telah terbangun tersebut belum melakukan
peyaluran malalui mekanisme Program BEM 1 Harga.

3. Faktor geografis; dan
4. Cuaca

Beberapa upaya yang dilaksanakan BFH Migas dalam rangka mencapai target
penambahan penyalur BBM 1 Harga Tahun 2025 antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan slakeholder terkait dalam
rangka proses penugasan dan pembangunan penyalur program EBM 1
Harga;

2 Surai Menteri ESDM kepada Menieri BUMN 2 Momor T-
244G 05MEM.BPH2025 fanggal 1 Agusius Z025 untuk akselerasi
penugasan dan pembangunan penyalur program BEBM 1 Harga Tahun 2025-
2029 oleh PT Peramina (Persero) cg PT Peramina Falra Niaga dalam
rangka pemenuhan mekanisme penugasan khusus kepada BUMN sesuai
Undang-Undang Momor 16 fahun 2025,

Rencana Aksi EPH Migas dalam mencapai larget Pembangunan penyalur BBM
1 Harga tahun 2026 :
1. Penyampaian penugasan kepada Badan Usaha di awal tahun 2026,
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a. Surat kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga
perihal Pembangunan Penyalur JBT dan JBKP pada Lokasi Terentu
Tahun 2026
b. Sural kepada PT AKR Corporindo Thk perihal Pembangunan Penyalur
JET pada Lokasi Terdentu Tahun 2026
2. Koordinasi intensif dengan sfakeholder terkail dalam rangka proses
penugasan dan pembangunan penyalur program BEM 1 Harga

2. Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan
Distribusi Gas Bumi (Kumulatif)

Tabel 5. Capaian Kinerja Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas
Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)

Satuan: km
' Target ; Capaian |
Target Renstra | Realisasi — | 2025
2029 | 2025 | 2025 | 2020 | 2021 2022 | 2023 2024 | 2025 | (%)
| 22.750 | 22,550 | 22,550 | 15.725 | 10.046 | 21.414 | 22.476,62 | 22.533,35 | 22.818.05 | 101,19 |

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinera Layanan
Dukungan Percepatan Pambangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas
Bumi tidak menjadi indikator kinerja program tapi menjadi indikator kinera
kegiatan dengan nomenklatur Jumlah Pangang Fipa Transmisi dan Distribusi Gas
Bumi vang Difazilitasi (Km).

A. Metode Perhitungan

Layanan dukungan percepalan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi
gas bumi merupakan salah satu PN sekior enargi yang terdapat dalam RPJMN
2025-2029, yvang diturunkan ke dalam Rencana Strategis Kementeran ESDM
dan Rencana Strategis BPH Migas 20205-2029. Bentuk kegiatan dari layanan
dukungan percepatan pambangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi
adalah monitoring realisasl pembangunan infrastrukiur pipa gas bumi yang
terbangun, yang dihitung dalam pangang pipa dengan satuan km. Fanjang pipa
gas bumi yang dihitung terdiri atas pipa transmizl, pipa distribusi, dan pipa jargas

Dasar hukum pelaksanaan layanan dukungan parcepatan pambangunan rias
pipa transmisi dan distribusi gas bumi adalah Peraturan Menteri ESOM Nomar 4
Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak
dan Gas Bumi. Tujuan pengukuran adalah untuk mendapatkan informasi
perkembangan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi di Indonasia sebagai
salah satu indikator peningkatan pemanfaatan gas bumi nasional

Target pembangunan infrastrukiur pipa gas bumi  fahun  2025-2029
mempertimbangkan realizasi historical panjang pipa yang terbangun dan
proveksi pengembangan pipa dari badan usaha pada tahun mendatang dengan
berbasis Izin Usaha danfatau Hak Khusus.
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Sumber data dan metade pangumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Data panjang pipa dar penetapan Hak Khusus dan lzin Usaha; dan
2. Sinkronisasi data tahunan dengan Ditjen Migas dan badan usaha.

Perhitungan realisasi capaian panjang pipa adalah dengan menjumlahkan total
panjang pipa (akumulasi) dari tahun-tahun sebelumnya dengan penambahan
panjang pipa di tahun beralan. Penambahan panjang pipa diperhitungkan jika
terdapat pipa baru yang telah terbangun. Perseniase capaian akumulasi panjang
pipa dihitung dengan formula sebagai berikut:

Persentase Capaian Akeemelasi Panfang Pipa (%)
B {Heuh'.'.'u:i akumulasi panjang pipa

Target akumilasi panjang pipa

" mﬂ%)

A, Ewvaluasi Capaian

Pada tahun 2025 layanan dukungan percepaian pembangunan ruas pipa
transmisi dan distribusi gas bumi telah mencatatkan realisasi akumulasi panjang
pipa sebesar 22.818,05 km. terdin atas pipa transmisi sebesar 5.370,14 km, pipa
distribusi sebesar 8.570,78 km, dan pipa jargas sebesar 10.877,13 km. Capaian
panjang pipa tersebut lebih tinggi 101,19 % dari target Penanjian Kinerja tahun
2025, sebesar 22,550 km.
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Gambar 10. Target dan Realisasi Layanan Dukungan Percepatan
Pembangunan Ruas Ppa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Tahun 2020-2025

Berdasarkan realisasi akumulasi panjang pipa pada tahun 2025 tersebut, dapat
disimpulkan bahwa larget jangka menengah panjang pipa tahun 2025 sepanjang
22.550 km sudah lerlampaui. Sementara itu, rincian parubahan panjang pipa
tahun 2025 sebagaimana Tabel 6.
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Tabel 6. Rincian Perubahan Panjang Pipa Tahun 2021-2025

Pesubaldan
Tahisn

Tahiin TaFin

Jonis Pipa 033 2023

D024 ve

Tahun

2023
1. Pipa Transmm (km) 5297 3% L} 2‘9'9_:'_'?5_ _5.._3_551_-'.'1 5370 53 Ui a4 ]
2. Pioa Distriousi (ki) BITAGE §.157 42 624103 6.285 70 §.670.78 285.08
3. Pipa Jargas fum) T 8ANTT BISETE 1087713 1087713 1087713 2
Total 1804578 D141384  F347B6Z 9283338 2281808 284,70

Perubahan panjang pipa transmisi pada tahun 2025 sebesar 0,38 km yang
barasal dari laporan pembangunan oleh badan usaha yang telah tercatal pada
[zin Usaha dan Hak Khusus. Rincian perubahan yang terjadi pada pipa transmis
sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7, Penambahan Panjang Pipa Transmis: Tahun 2025

Panjan
Badan Usaha Ruas Transmisi jang

Fipa (km}

1. PT Pertamina Gas

5 - 1
(Penugasan) Samarang-Batang 0,015

2. PT Sadikun Miagamas Future Valve di M3 PT BBE-BY 0.03
Raya 01 Fipa Eksisting 12" PT SNE '

3. PT Sadikun Miagamas By Pass exisling 8" dari BV 02 0.0
Raya ke BV 03 ?

4 PT r-.-'Iajufkcu Lhama CilagorCivaridan (0,239)
Indonesia

5. PT Majuko Utama Tambun-Tegalgede (0,135}
Indoneska

Sang Gas Plant (Langgam) - PT
Riau Andalan Pulp and Paper 10,0685)
IPT RAPP) - Pipa Servis

Total (0,38)

&, PT Takisama Prada
Internasional

Ferubahan panjang pipa distribusi pada tahun 2025 sebesar 285,08 km, Data
panjang pipa diperakeh dan laparan pambangunan oleh badan usaha yang talah
fercatat pada Izin Usaha dan Hak Khusus, Rincian perubahan yvang terjadi pada
pipa distribusi sebagaimana Tabel B

Tabel & Perubahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2025

Badan Usaha Panjang Pipa (km)

1. PT Perusahaan Gas Negara 276,86
2. PT Berkah Buana Energi 3,38
3. PT Bayu Buana Gemilang 3,30
4. PT Sadikun Miagamas Raya 245
5. PT Surya Energi Farahila 1.09
6. PT Banten Inli Gasindo 1,05
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Badan Usaha Panjang Pipa (km)

T. PT Energasindo Heksa Karya 0,21
8. PT Igas Ulama 025
9. PT Petrogas Jalim WUtama 0,20
10, PT Indogas Kriya Dwiguna 0.07
11, PT Sarana Cepu Energi 0,02
12, PT Perlagas Miaga 0,01
13. PT Sumber Petrindo Perkaza {1,000
14. PT Perlamina Gas {4.92)
Total 285,08

Sedangkan panjang pipa jargas pada tahun 2025 belum ada perubahan
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut karena belum adanya
pembangunan Jargas APBN sampal dengan tahun 2025 melainkan
pembangunan Jargas hanya menggunakan skema invesiasi mandir dan sudah
lercalat sebagai capaian pada realisasi panjang pipa distribusi karena
merupakan kegialan usaha niaga Gas Bumi pada umumnya.

Manfaat yang diperoleh dengan tercapainya target indikafor kinerja ini yaitu
meningkatnya aksesibillas masyarakal, khususnya RT dan PK terhadap gas
bumi, tersedianya afternatif energi yang lebih bersih dan lebih murah
dibandingkan BBM bagi konsumen industri, serta meningkatnya pemanfaatan
gas bumi di dalam negen

Akumulasi panjang pipa yang dicapal pada tahun 2025 dipengarshi aleh
beberapa fakior pendukung, aniara lain;

1. Badan usaha lefap melakukan perencanaan dan pembangunan pipa untuk
memenuhi kebuluhan gas bagi konsumen mauvpun shipper baru;

2. Dukungan Pemerintah datam percepatan pembangunan pipa, sakah satunya
adalah penyelesaian permasalahan suplal dan demand serta perselisinan
dalam pembebasan lahan;

3. Pengawasan Pemeriniah dalam pembangunan pipa melalui pelaporan
progres pembangunan setiap bulan dari badan usaha;

4. Pengaluran peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negern melalui
penerbitan Hak Khusus; dan

5. Teraksananya sinkronisasi data panjang pipa fransmisi, distribusi, dan jargas.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target layanan dukungan

percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi, antara
laim:

1. Masih dalam proses terselesaikannya proyek penugasan pembangunan
pipa ruas Cirebon-Semarang tahap |l dan pembangunan Jargas APBN

2. Kelerbatasan pengalokasian jumiah pasokan untuk pemanfaatan gas bumi
sehingga badan usaha perlu melakukan penyesuaian rencana program dan
fargel pengembangan jaringan pipa;
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3. Perubahan kebiakan Pemerintah atas keputusan pelaksanaan proyek
pembangunan infrastruktur pipa gas bumi.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerntah dalam rangka mencapai target
akumulasi panjang pipa, antara lain:

1. BPH Migas mendukung investasi pengembangan infrastruktur Badan Usaha

malalui pengaturan dan penefapan farif,

penetapan Access Arrangement yang akuntabel dan transparan;
2. Monitoring dan evaluas: palaksanaan pembangunan infrastruktur pipa hasil

lelang WJD Balam secara berkala;

harga untuk RTIPK, sera

3. Melaksanakan sinkronisasi data panjang pipa dengan Ditjen Migas dan
Badan Uzaha.

Sasaran S Strategis (SS-2)

Tnuknnan'rl Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Sasaran Strategis-2 didukung empat indikator, yaitu Persentaze Penyaluran Jenis
BEM Terantu (JBT), Persentase Penyaluran Jenis BEM Khusus Penugasan (JBKP),
Jumiah Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BEM,
dan Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Fipa.

3. Persentase Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT)

Tabel & Capaian Kinerja Parsentase Penyaluran Jenis BEBM Tertentu (JBT)

Satuan: %
- Target | Target :
Renstra PK Realizasi G;E:?“
L‘jl,'l_;ﬂl E-I:I-EE 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 | 2025 o
100 | 100 100 91,23 | 98,14 | 98.81 | 103,20 | 92,58 | 97 47 102,53% |
Keterangan '

Vilume pemyaluran JBT periode 2020-2024 hasil verifikasi TW 11V
Volume penyaluran JBT Tahun 2025 hasil verifikgs TW -TW3, Okiaber s.d
Chasarmbser

Fada Rencana Stralegis EFH Migas 2025-2029, indikator kinerja Persentase
Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) tidak menjadi indikator kinerja program
tapi menjadi indikator kinerja kegiatan dengan nomenklatur yang sama.

Metode Perhitungan

Sehubungan dengan adanya penugasan kepada badan usaha untuk
melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT oleh BPFH Migas. diperiukan
evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan tersebut, Jenis
BBM yang termasuk dalam kategori JBT adalah Minyak Solar (Gasod) dan
Minyak Tanah (Kerosene). Besaran kuota volume total JBT ditetapkan oleh
Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat Asumsi Makro antara Kementerian
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ESDM bersama Komisi VIl DPR Rl

Pengukuran terhadap penvaluran JBT yang ditugaskan kepada badan usaha
berujuan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengavaluas: pelaksanaan
penugasan tersebut, Hal ini dilakukan agar kuota volume yang telah dietapkan
oleh BPH Migas dapat mencukupi dan tersalurkan dengan tepal hingga
penghujung tahun.

Persentase penyaluran JBT yang ditugaskan kepada badan usaha merupakan
perbandingan antara akumulasi realisasi volume penyaluran JBT terhadap 1otal
kuola JBT pada tahun berjalan. Realizasi volume penyaluran JET fersebut
merupakan realisasi volume penyaluran yang dilaporkan oleh Badan Usaha
Penugasan dan telah melalui proses verifikasi oleh BPH Migas. Formula
perhitungan persentase penyaluran JBT dan capaian kinerja adalah:

Realisasi Penyvaluran JBT (kI
Kuota JBT (ki)

Persentase Penyaluran JBT (%) = ( x ]ﬂﬂ"ﬁj

Keterangan perseniase penyaluran:
Persentase penyaluran memiliki kategori sebagai berikut:

> 100% Tidak baik {penyaluran tidak terkendali sehingga
melebihi kuota)

90% = x5 100% Baik {penyaluran terkendali dan tidak melebihi
kucia)

BO% = x = 90% Cukup [(penvaluran lerkendali dan tidak melkebihi
kuota namun masih jauh dari target penyaluran)

= B0% Kurang (penyaluran masih sangat jauh dan target
penyaluran)

Persentase Capaian Kinerjo Penyaluran (BT (%)
N (i{uum — Realisasi Penyaluran JBT (ki)
a Kuota |BT (ki)

® lﬂﬂ%)

Keterangan perseniase capaian kinerja:

« Jika persentase penyaluran di bawah 100% maka capaian kinerja akan di atas
100%

= Jika persantase penyaluran di atas 100% maka capaian kinerja akan di bawah
100%

Data realisasi volume penyaluran JBT mengacu pada volume penyaluran JBT
yang dilaporkan oleh badan usaha dan telah melalui proses verifikasi volume
oleh BPH Migas pada setiap bulan dan triwulan. Kuota volume dan penugasan
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penyaluran JBT kepada badan usaha mengacu kepada keputusan Kepala BFH
Migas. dimana kuota volume ini sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah.
BFH Migas secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi seiring dinamika
kebutuhan BBM pada masing-masing daerah.

Penugasan badan usaha dalam penyediaan dan pendistibusian JBT unfuk
fahun 2023 sampai dengan tahun 2027 sesuai dengan:

1. Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 118/PIJET/BPH MIGASHKOMZ022
tentang Penugasan kepada PT Perfamina (Persero) c.q. PT Peramina Patra
Miaga dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak
Terentu Tahun 2023 sampai dangan Tahun 2027, dan

2. Kepulusan Kepala BPH Migas Momor 72/P3JBT/BPH MIGASHOMZ022
tentang Penugasan Kepada PT AKR Corporindo Thk untuk Melaksanakan
Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun
2023 sampai dengan Tahun 2027

Penugasan badan usaha tahun 2025 juga mengacu pada keputusan Kepala BPH
Migas sebagai berikuf, dengan rincian kuota JBT sebagaimana berikui pada tabel
12:

1. Keputusan Kepala BPH Migas No. 67/FP3JBT/BPH MIGASKOM/Z025 tentang
Perubahan Ketiga Alas Keputusan BPH Migas No. 63/FP3JBT/BPH
MIGAS/IKOM2024 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Per Provinsi'Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2025,

2. Keputusan Kepala BPH Migas No. 68/P3JBT/BPH MIGAS/KOMAZ02S tentang
Ferubahan RKetiga Atas Kepulusan BPH Migas Mo, 66F3JBT/EBPH
MIGASKOM2024 tentang Penugazan Penyediaan Dan Pendistribusian
Fuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Terteniu Per TRk Serah
Oieh PT Pertamina (Fersero) c.g PT Peramina Patra Niaga Tahun 2025

3. Keputusan BPH Migas No. BYP3IJET/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang
Perubahan Kedua &tas Keputusan Kepata BPH Migas Momar 67/P3IBT/BPH
MIGASKOM/2024 tentang Penugasan Penyediaan Dan Pendistribusian
Kuotla Volume Penyalur Jens Bahan Bakar Minyak Terentu Per Titik Serah
Oleh PT AKR Corporindo Thk Tahun 2025.

Tabel 10, Kuota JBT yang dialokasikan kepada Badan Usaha Penugasan

Tahun 2025
Kuota yang dialokasikan (ki)
Jenis BBM
PT Pertamina (Persero) PT AKR Corporindo Thk
IBT Minyak Solar® 18.515.642 184.133 18.699.775
JBT Minyak Tanah®" 520,039 . 520.03%
Total 19,035,681 184.133 19.219.814

"Hiata tersebial adalsh kuela wang unbuk didislrbusikan oleh Badan Usaha Penegasan dan
jerdapat kisoda uniuk dicadangkan sebésar 185725 W sehingge 1014l kuola JBT Solar adalab
18 B85, 000 ki
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=Kuota fersebuf adaiah kudla yang unfuk dessiribusian oleh Badan Lsaha FPanugasan dan
berdapal Kuota uniuk dicadanghan sebesar 4 B61 Kl sehingga 1otal kuota JBT Minyak Tanah adatah
525.000 k|

B. Ewvaluasi Capaian

Total realisasi penyaluran JBT (Minyak Solar dan Minyak Tanah) tahun 2025
berdasarkan hasil verifikasi volume penyaluran JBT pericde (TW I, TW I, TW I,
Oktober, Movember, Desember) sebesar 18.919.310 kI, arlinya persentase
panyaluran JBT tahun 2025 sebesar 97 47% flermasuk dalam kategor
penyaluran yang baik (penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota) sehingga
capaian kinerja menjadi 102, 53% . Hal ini disebabkan realisasi volume JBT tidak
melebihi kucta yang ditetapkan (sebesar 97 47%) yang berarli bahwa JBT dapat
disalurkan ke masyarakal di atas 90% dan kuota volume yang didistnibusikan
oleh Badan Usaha Penerima Penugasan masih dibawah kuota lotal yang
ditetapkan oleh Pemerintah sehingga ferdapat penghemalan subsidi negara.

Tabel 11. Realisasi Volume dan Persentase Penyaluran JET Tahun 2025
Kuota Realisasi Fersentase

Jenis BEM Volume Volume Penyaluran
(kl) (k1) JBT

JET Minyak Solar 18.885.000 18.411.366 a7.49%

JET Minyak Tanah 525 000 507,944 86, 75%

Total 19.410.000 18.919.310 87.47%

Kuota JBT tahun 2025 sebesar 19.410.000 kl yang berarti bahwa lebih rendah
sekitar 0.87% jika dibandingkan dengan kuota JBT tahun 2024 sebesar
19.580.000 Kl Dibandingkan dengam realisasi penyaluran JBT fahun 2024
(Januari-Desember Venfed), realisasi penyaluran JBT tahun 2025 (Januan-
Desember Verified) mengalami kenaikan sebesar 720.244 ki atau 4,36%. Jika
dibandingkan antara kuota dan realisasi penyaluran pada periode 2021-2025,
dapat dilihal bahwa reglisasi penyaluran JET tahun 2021 merupakan yang
terendah. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan
penurunan aktivitas masyarakat dan melambatnya kegiatan perakonomian
Rata-rata penyaluran JBT selama kurun 2021-2025 mencapai 17,86 juta kl.
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Gambar 11. Kuota dan Realisasi Penyaluran JBT Tahun 2020-20235

Indikator kinerja perseniaze penyaluran JBT merupakan tolak ukur sasaran
sirategis terlaksananya pengawasan terhadap penyediaan dan pendistnbusian
BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dengan demikian, manfaat yang
diperoleh masyarakatl dari tercapainya indikafor kinerja persentase penyaluran
JBT adalah terpenuhinya kebutuhan BBM subsidi (JBT Minyak Solar dan JBT
Minyak Tanah) dan meningkalnya pertumbuhan pada sektor transportasi dan
ekonomi secara makro,

Penyaluran JBT pada tahun 2025 mengalami dinamika, yang disebabkan antara
lain meningkatnya kegiaian ekonomi masyarakat, yang juga menyebabkan
meningkatnya kebutuhan BEM.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penyaluran JBT adalah sebagai
berikut:

a. Dinamika perubahan kucta dan jumlah penyalur JBT,

b. Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal dan jumlah personal
yang terbatas;

¢c. Keterlambatan Badan Usaha menyampaikan data dukung untuk pelaksanaan
Verifikasi Volume.

d. Kurang tersosialisasi terkait SK BPH Migas Momor 64 Tahun 2023 terkait
Pedoman Hasll Pembinaan Hasll Pengawasan Penyalur  Dalam
Pendistribusian JBT dan JBKP kepada Badan Usaha Penugasan dan
Lembaga Penyalur.

Calam rangka upaya pengendalian penyaluran JBT dan optimalisasi capaian
kinerja, BFH Migas melakukan upaya sebagai bankut.
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1. Menganalisis potensi dinamika kebutuhan kuola terhadap penyaluran JBT,
dengan membuat perubahan keputusan Kepala BPFH Migas terkail kusia per
triswulan;

2. Kuota APBN dari pemerintah tidak langsung didistribusikan gecara total
kepada Badan Usaha Penugasan, namun ferdapat kuota yang dicadangkan
dalam rangka upaya pengendakian penyaluran JBT,

3. Melaksanakan verifikasi volume penyaluran JBT secara bulanan dan
triwulanan sehingga realisasi volume penyaluran dapal diketahui secara
akurat dan kendala di lapangan dapat teridentifikasi;

4, Melaksanakan pengawasan berbasks IT terhadap penyalur JBT agar kemh
menjangkau pengawasan pada seluruh wikayah MERI;

5 Melaksanakan pengawasan lapangan terhadap penyalur JBT;

6. Melakukan pengendalian penyaluran JBT kepada Badan Usaha Penugasan
sesual  Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/EPH
MIGASKOM/2020 tentang Pengendafian Penyaluran Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu cleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen
Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau
Barang,

7. Mengimplementasikan penggunaan QR Code pada program Subsidi Tepat
secara intensif;

g, Membenkan rekomendas: sanksi penvalur sesuai Kepulusan Kepala BPH
Migas MNomor B4KPTSHKABPH MIGAS/KOMR2023 femtang Pedoman
Pembinaan Hasil Pengawasan kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis
Bahan Bakar Minyak Terentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus
Penugasan;

9. Mengusulkan perubahan kensumen pengguna pada Lampiran Peraturan
Fresiden Momor 191 Tahun 2014; dan

10. Melakukan kerja sama dengan AFPH, Pemda, dan instansi terkail dalam hal
pengawasan lapangan unfuk menindaklanjuii aduan masyarakat

Rencana aksi BPH Migas uniuk meningkatkan capaian persentase penyaluran
JET di tahun mendatang, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan verifikasi volume on desk secara berkala, baik
bulanan maupun triwulanan;

2. Meningkatkan kegiatan pengawasan lapangan bersama atae ftanpa
stakeholder terkait; dan

3. Meningkaikan koordinasi dengan sfakeholder terkait secara intensif,
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4. Persentase Penyaluran Jenis BEM Khusus Penugasan (JBKP)

Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase Penyaluran Jenis BEM Khusus Penugasan
{JBKP)

Satuan | %

Target Target | 3
Renstrs PK Realisasi Capaian

Lol 2025
2029 | 2026 | 2025 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| 100 [ 100 | 100 | 77,11 | 100,00 | 98,61 | 92,24 | 9363 | 89,86 | 110,14% |
Feterangan:
Volume penyaluran JBKP periode 2020-2024 hasil verifikasi TW -1V

Volume penyaluran JEKP Tahun 2025 hasil verdikasi TW |-TW3, Oktober s.d
Desember

FPada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikalor kinerja Perseniase
Penyaluran Jenis BEM Khusus Penugasan (JEKP) tidak menjadi indikator kinerja
program tapi menjadi indikator kinerja kegiatan dengan nomenklatur yang sama.

A, Metode Perhitungan

Sehubungan dengan penugasan badan usaha unfuk melaksanakan penyediaan
dan pendisinibusian JBKF oleh BPH Migas, maka diperlukan evaluasi dan
pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan lersebut. Jenis BEM vang
termasuk dalam kategori JEKP adalah Peralite.

FPersentase penyaluran JEKF yang ditugaskan kepada badan usaha merupakan
perbandingan antara akumulasi realisasi volume penyaluran JBKP terhadap total
kuota JEKP pada tahun berjalan, Realisasi volume penyaluran JBKP merupakan
realisasi volume penyaluran yang dilaporkan oleh Badan Usaha Penugasan dan
telah melalui proses verifikasi volume oleh BPH Migas.

Besaran kuota yang ditetapkan mengacu pada keputusan Kepala BPH Migas
yang dalam pelaksanaannya dievaluas) secara penodik, sesuai ketentuan dalam
Peraturan BPH Migas Nomaor 3 Tahun 2023 dan Kepulusan Kepala BPFH Migas
Moemor B2 Tahun 2025 tentang Pedoman Peneniuan Kuota Volume JBT dan
JBEP. Penugasan danm penelapan kuota JBEP tahun 2025 berdasarkan
Kepulusan Kepala BPH Migas Momor T2/P3JBEP/BPH MigasMOM2024
tentang Kuota Volume JBKP per ProvinsifRabupaten™ota dan per Titik Serah
secara Masional ocleh PT Pertamina {Persero) c.q. PT Peramina Paira Niaga
Tahun 2025, sebagaimana telah diubah sebagai berikui, yaitu perubzhan
pertama Momor 22P3JBKF/BPH MIGASKOMZ0Z2S, perubahan kedua Mamar
ANPIIBEP/BPH MIGASKOM/2025, dan perubahan  ketiga  Momaor
T4PIJBEP/BPH MIGASKOMZ025.

FPengukuran terhadap penyaluran JBKFP yang ditugaskan kepada badan usaha
bertujuan untuk mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
penugasan lersebut agar kuota yang telah diberikan oleh BPH Migas dapat
mencukupi dan tersalurkan dengan tepat hingga penghujung tahun.
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Persentase penyaluran JBKP yang ditugaskan kepada badan usaha dihitung
berdasarkan perbandingan antara akumulasi realisasi volume penyaluran JEKP
yang telah diverifikasi aleh BPH Migas pada setiap bulan dan triwulan terhadap
total kuota JBKP pada fahun berjalan. Formula perhitungan persentase
penyaluran JEKF dan capaian kinerja adalah:

Farmula perhitungan persentase penyaluran JBKF dan capaian kinerja adalah:

Persentase Penyaluran JBEEFP (%)

K Realisasi Penyaluran [BKP (ki) A0 %}
- ( Kuota [BKP (ki) “
Keterangan persentase penyaluran:
=  Persentase penyaluran memiliki kategori sebagai benkut:
> 100% Tidak baik (penyaluran tidak terkendali sehingga
melebihi kuota)
0% = x = 100% Baik (penyaluran terkendali dan tidak melebibi
kucta)
BO% = ¥ < 90% Cukup { penyaluran terkendali dan tidak mebebihi
kuota namun masih jauh dari target penyaluran)
< BDRG Kurang (penyaluran masih sangat jauh dari target
penyaluran )

Persentase Capaian Kinerja Penyvaluran [BKFP (%)
N (H'a:r.rm — Realisasi Penyaluran JBKP (kl)
- Kuota [BKP (kD)

® ]l]l]%) + 100%

Kelerangan:

» Jika persentase penyaluran di bawah 100% maka capaian kinerja akan di
atas 100%

* Jika persentase penyaluran di atas 100% maka capaian kinerja akan di
bawah 100%

Data realisasi volume penyaluran JBKP mengacu pada laporan badan
usaha (belum terverifikasi) dan hasil venfikasi volume JBKP bulanan dan
trwulanan oleh BPH Migas. Besaran kuota wvolume yang ditetapkan
mengacu pada keputusan Kepala BPH Migas, dan secara periodik
dilakukan evaluasi seiring dinamika kebutuhan BEM di masing-masing
daerah.

B. Evaluasi Capaian

Kuola JBEP tahun 2025 sebesar 31.230.017 ki atau furun sebesar 1,49 %
dibandingkan tahun 2024 sabesar 31.704.602 k. Realisasi penyaluran JBEKP
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tahun 2025 berdasarkan hasil verifikasi volume Iriwulan | sampai dengan
triwulan |1l (verified triwulan) dan Oktober, November, Desember (verified
bulanan), sebesar 28.083.408 kl. Arinya persentase penyaluran JBKP
sebesar 89.86% sehingga capaian kinerja menjadi 110,14%.  Nilai
persentase penyaluran tersebut (50% = x < 90%) dikategorikan Cukup, yaitu
penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuata namun masin jauh dari target
penyaluran, Jika dibandingkan dengan reaksasi fahun 2024 sebesar
29.684.683 k|, persentase realisasi lebih kecil 5 46%.

jina ul

Gambar 12, Kuota dan Realisas! Penvaluran JBKP Tahun 2020-2025

Indikator kinerja persentase penyaluran JBKP merupakan tolok ukur sasaran

strategis terlaksananya pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian

BEM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dengan demikian, manfaat yang

diperoleh masyarakat dari lercapainya indikator kinerja perseniase penyaluran

JBKP adalah terpenuhinya kebutuhan BBM penugasan (JBKP Peralie) dan

meningkatnya perfumbuhan pada sekior transporiasi dan ekonomi secara

makro. Tercapainya target capaian kinerja (di atas 100%) dengan kategori
realisasi penyaluran JBEF under kuota anfara lain disebabkan;

a. Peningkatan pengendalian pendistriibusian JBKF melalui program Subsidi
Tepat dan himbauan kepada para Gubernur unfuk menedibkan pedagang
BCEran;

b. Beralihnya preferensi masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan
umum sejalan dengan peningkatan kenyamanan kendaraan umum;

¢ Meningkatnya penggunaan kendaraan kstrik:

d. Adanya perakhan konsumen pengguna dar JBKP ke JBU karena disparitas
harga antara JBKP dengan JBU relatif tidak terlalu besar,

Evaluasi atas pencapaian kinerja penyaluran JBKP, antara lain:
Faktor pendukung:

g, werifikasi volume butanan secara on desk;

. pengawasan lapangan secara barkala; dan

g. koordinasi dengan stakeholder lerkait secara intensif.
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Kendala dan tantangan:

a
b.

Belum adanya pengaturan konsumen pangguna JBKP,

Dinamika perubahan kuota dan jumlah penyalur JBKP per
pravinsikabupaten'kota dan per litik serah;

Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal dikarenakan antara
lain keterbatasan personil vang furun ke lapangan, akses dan lingkungan;

Dalam rangka upaya pengendalian penyaluran JBKF dan optimalisasi capaian
kinerja, BFH Migas melakukan upaya sebagal befkut.

o o

Melaksanakan verifikasi volume penyaluran JBKP secara bulanan dan
triwulanan sehingga realisasi volume penyaluran dapat diketahul secara
akurat dan kendala di lapangan dapat terdentifikasi;

Kuota Badan Pengatur yang didistnibusikan secara lotal kepada Badan
Usaha Penugasan. namun terdapat kuola yang dicadangkan dalam rangka
upaya pengendalian panyaluran JEKP;

Melaksanakan verifikasi volume penyaluran JBKP secara bulanan

dan friweulanan sehingga realisasi volume penyaluran
dapat diketahui secara akurat dan kendala di lapangan dapat
teridentifikasi;

Melaksanakan uji petik lapangan terhadap penyalur JBKF, baik kepada
penyalur lerdaftar maupun yang tidak terdaftar di keputusan Kepala BPH
Migas terkait Badan Usaha Penugasan, letapi melakukan kegiatan
pendistribusian JBKP;

Mengusulkan konsumen pengguna JBKP pada Lampiran Peraturan Fresiden
Momor 191 Tahun 2014; dan

Melakukan kerja sama dengan APH, Pemda, dan instansi terkait khususnya
dalam hal pengawasan lapangan untuk menindakianjuti aduan masyarakat.
Melakukan cadangan kuota setiap tahunnya

Rencana aksi BPH Wigas unluk meningkatkan capaian perseniase
penyaluran JBKP di tahun mendatang, antara lain:

Melaksanakan kegiatan wverfikasi volume on desk secara berkala. baik
bulanan maupun riwulanan;

Meningkatkan kegiatan pengawasan lapangan bersama atau tanpa
slakeholder terkait. dan

Meningkatkan koordinasi dengan sfakeholder lerkait secara intensif,

5. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian BEBM

Tabel 13, Capalan Kinera Jumiah Bekomendasi Hasdl Pengawasan Penyediaan

dan Pendistribusian BEM

Satuan: Rekomendas:

Target Renstra T.FTIEI“ Realisasi Capaian
2029 2025 | 2025 | 2020 2021 2022 2023 2024 | 2025 Ik
- 4 4 - = . . - i 100% |

37 |

Dok an ledah difendatangens secara elekionk mengguadkan sedifal eleklronk yang digrbitkan alal BSrE



Pada tahun 2020-2024, indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM masuk ke dalam
indikator kinerja kegiatan Peranjian Kinerja Direktur BEM. Indikator ini baru
muncul di Perjanjian kinerja Kepala BPH Migas tahun 2025 untuk mengakomodir
cascading indikator kinarja.

&, Metode Perhitungan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan penyediaan dan pendistribuzian BEM
merupakan hasil pengawasan penyediaan dan pendistribusian BEM dalam
sefahun yang disampalkan ke instansi lerkait untuk menjadi  bahan
pertimbangan'keputuzan. Sumber data untuk menghifung jumlah rekomendasi
hasil pengawasan penyediaan dan pendistribusian BEM adalah sebagai benkui

1. Surat Realisasi Volume Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT)
2. Surat Realisasi Volume Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKFP)
3. Laporan Hasil Verifikasi Triwulanan Jenis BEM Umum (JBU)

Suratfaporan fersebut dikeluarkan sefiap bulan maupun iriwulan setalah
dilakukan pengawasan atas penyediaan dan pendisiribusian Bahan Bakar
Minyak yang dilakukan secara on desk maupun uji petik lapangan

Fada Indikator Kinerja ini, capaian didasarkan pada realisasi dokumen
rekomendasi yang terdin dari jumlah dokumen yang dikeluarkan setiap triwulan
yaitu 1 (satu) dokumen per triwulan terdiri atas Sural Realisasi Volume
Penyaluran Jenis BEM Tertentu, Surat Realisasi Volume Penyaluran Jenis BEM
Khusus Penugasan dan Laporan Hastl Verifikas) Triwulanan Jenis BEM Umum).
Cieh karena itu, dalam satahun lerdapat 4 (empat) dokumen rekomendasi yamg
dihasilkan pada setiap trewulan pada tahun bargalan,

Persentase capaian dihitung dengan formula sebagai berikut:

; Realizax fumioh Bekomendasi Hasil Pengavwasan
Persentase Capaian (%) = |:--~ £ -
Targed Jumlah Rekamerdas Hasl Pergewasan

u muq-h]

B. Ewvaluasi Capaian

Selama periode Tahun 2025 tefah dilakukan verifikasi volume penyaluran JBT,
JBKP dam JBU. Untuk wverifikasi volume penyaluran JBT ditakukan secara
bulanan dan triwulanan, JBKP secara bulanan dan JEU secara triwulanan, Pada
pelaksanaan verfikasi volume JBT maupun JBKF dihasilkan outpul berupa
realisasi volume yang disampaikan kepada Kementerian Keuvangan sebagai
dasar pembayaran subsidilkompensasi. Sedangkan pada pelaksanaan verifikasi
volume JBU dihasikan output realisasi voluma yang dijadikan sebagal dasar
pembayaran wran Badan Usaha pemegang |zin Usaha Miaga kepada Badan
FPengatur termasuk didalamnya lerdapatl rekomendasi-rekomendasi  atau
sinkronisasi dengan Direkiorat Jenderal Migas KESDM terkait pelaksanaan
pengawasan lzin Usaha Niaga.
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Selama tahun 2025 telah dihasilkan 4 (empat) dokumen rekomandasi dan satiap
trwvulan sebagai berikut:
1) Triwulan | Tahun 2025 | terdin atas

« JBT | Sural Realisasi volume penyaluran Januari, Februari,

haral dan triwulan | Tahun 2025
s JBKP : Surat Realisasi volume peryaluran Januari, Februari,
Marel Tahun 2025
» JBU : Laporan Hasil Verifikasi volume triwulan IV Tahun 2024

2} Triwulan || Tahun 2025 | terdiri atas
# JBT : Surat Realisasi volume penyaluran Aprl, Meid, Juni
dan triwulan Il Tahun 2025
# JBKP - Surat Realisasi volume penyaluran April. Mel, Juni Tahun
2025
# JBU :Laporan Hasil Verifikasi volurme triveulan | Tahun 2025
3) Triwulan Il Tahun 2025 | terdin atas
= JBT : Surat Realisasi volume penyaluran Juli, Agustus, September
dan triwulan Il Tahun 2025
= JBEP : Sural Real=asi volume penyaluran Juli, Agustus, Seplember
Tahun 2025
+ JBU : Dyaf Laporan Hasil Verifikasi volume triwulan Il Tahun 2025
4) Trwulan IV Tahun 2025 | terdin atas
¢ JBT : Surat Reglisasi volume penyaluran Oktober, November,
Desember dan triwulan IV Tahun 2025
s JBKP : Surat Realisasi volume penyaluran Oktober, November,
Oesember Tahun 2025
e JBU : Draf Laporan Hasil Verifikasi volume triwulan 11l Tahun 2025
Realisasi volume penyaluran tofal selama tahun 2025 untuk JBT, JBKP dan JBU
adalah sebagai berikul:

< Secara total selama tahun 2025 realisasi penyaluran JET mencapai 15.919.310
kl {97 47% dar total kuola JET), denmgan rincian Minyak Solar sebesar
18.411.366 K (97 49%) dan Minyak Tanah sebesar 507.044 kil (96.75%).
Realisasi ini berdasarkan hasil verifikasi volume penyaluran JBT periode TW I-
TW Il (triwwlanan), dan Oktober — Desamber (bulanan)

% Sacara tofal tahun 2025 realisasi volume panyaluran JBKP Pertalite pada tahun
2025 sebesar 28.063.408 ki (B9, 56% dari kuota JBKP). Realisasi ini berdasarkan
hasil verifikasl volume penyaluran JBT perode TW I-TW Il (riwutanan), dan
Oktober = Desember (bulanan)

< Secara fofal volume penyaluran kensumsi JBU tahun 2025 sebesar 36.834 581
kl. “olume ini berdasarkan realisasi penyaluran konsumsi Badan Usaha periode
bulan Januari sd Desamber 2025 yang dilaporkan melalui perizinan esdm go id
{Data pelaporan JBU Tahun 2025 bersifat dinamis).

Capaian kinerja dan jumiah rekomendasi hasil pengawasan penyediaan dan
pendisiribusian BEM memang sudah cukup baik karena memenuhi target,
namun masih terdapal beberapa kendala, antara lain pelaksanaan venfikas:
volume yang terlunda alau mundur sehingga dokumen rekomendasi yang
dihasilkan dan setiap triwulan juga tidak tepat waktu.
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6. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Tabel 14, Capaian Kinera Volumea Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui
Pipa
Satuan: MSCF

PK | Capaian

| 2029 2025 I- 2025 2020 2021 | 2022 | 2023 2024 2025 i

| Target Renstra Target Realisasi

[ 1560054 | 1490182 | 1409162 | 1505088 | 1860468 | 155760 | 1508703 | 1603044 | 1568755 |
a0 000 000 188 B4 | 5558 283 503" 8617 |

104 S %

Catatan:
1. Realizas 2024 varified
2 Realisas Tahun 2075 TWi, TW Il dan T I { Vavifred), TW I pregnosa ilnvenihed

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029. indikator kinerja “Volme
Pengangkutan dan Miaga Gas Bumi Malalui Pipa tidak menjadi indikator kinerja
program tapi menjadi indikator kinerja kegiatan dengan nomenklatur yang sama.

A. Metode Perhitungan

Indikator kinerja volume pengangkutan dan niaga gas bumi malalui pipa adalah
penghitungan akumulasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa
yang telah diverifikasi oleh BPH Migas. Dasar hukum indikator kinerja ini adalah:

1) Pasal 10 Peratwan Pemerintah Momor 36 Tahun 2004 fentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,

2] Peratluran Pemarintah Momor 48 Tahun 2019 tenfang Besaran dan
Penggunaan luran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Malalui
Fipa; dan

3) Pasal 27 Peraluran Menteri ESDM Momor 4 Tahun 2018 tentang
Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pengukuran volume gas bumi bertujuan untuk mandapatkan informasi lerkait
jumiah volume pengangkutan dan niaga gas bumi yang pelaksanaannya telah
memenubi kelentuan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan
data capaian indikalor kinerja dipergleh dari hasil laporan badan usaha kepada
BPH Migas metalui kegiatan verifikasi volume pengangkutan dan niaga gas bumi
melalui pipa yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan,

Jumiah volume dihitung berdasarkan akumulasi volume pengangkutan dan niaga
gas bumi melalui pipa yang telah diverifikasi oleh BPH Migas pada tahun
berjatan. Formula perhitungan persentase capaian kinerja adalah:
Persentase Capalan Volume Gas Bumi (3%)
_ (Realisasi akumulasi Velume Gas Bumi
a { Target Vaolume Gas Bumi

1-: lﬂ{]%}
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B. Ewvaluasi Capaian

Tatal realisasi capaian volume pangangkutan dan niaga gas bumi melalui ppa
tahun 2025 sebesar 1.568.756.661 MSCF atau 104 64% dar targel sebesar
1.499.182.000 MSCF. Jika dibandingkan dengan realisasi volume tahun 2024
sebesar 1.603.944.593 MSCF, terdapat penurunan sebesar 35.187.932 MSCF
atau 0.022 %. hal ini disebabkan karena adanya penurunan permintaan dan
konsumen dan juga penurunan pasokan diantaranya karena mainfenance
fasilitas sumur dan juga disebabkan karena adanya ledakan pada Gas ine CO2
Removal Stasiun Pengumpul Subang milik Peramina EP pada bulan Agustus
2025 Diperkirakan pasokan gas akan normal setelah perbaikan Gas line CO2
Removal selesai pada bulan April 2026

Berdasarkan capaian volume tahun 2025, kegiatan pengangkutan {pengaliran)
gas bumi metalui pipa berkontribusi sebesar 1.204.324 89418 MSCF atau
TE T dan wolume niaga (penjualan) gas bumi melalui pipa sebesar
364 431767 36 MSCF atau 2323%. Marke! share per badan usaha pada
kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa meliputi PT Pedamina Gas
{75,2%), PT Transportasi Gas Indonesia (18.5%). dan badan usaha kinnya
{6.3%). Sementara market share pada kegiatan niaga gas bumi melalui pipa
mefiputi PT Perusahaan Gas Negara Tok (75,6%), PT Sumber Petrindo Perkasa
(4,99}, PT Energasindo Heksa Karya (4,6 %), PT Bayu Buana Gemilang (2.5%),
PT Petrogas Jatim Utama (2,4%), PT Perlamina Gas (2.0%), dan badan usaha

lainnya {3%).
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Gambar 13. Target dan Capaian Volume Pengangkutan dan Miaga Gas Burm
melalul Pipa 2020-2025

Kendala yang dialami dalam pencapaian target Volume Pengangkutan dan
Miaga Gas Bumi Melalui Pipa adalah sebagai barikut:
1) Adanya penurunan pasockan dari hulu karena adanya maintenance dan
lainnya.

Z2) Beberapa badan usaha tidak tepat wakiu dalam melaporkan kegiatan
usahanya.

Upaya yang dilakukan BPH Migas dalam rangka pencapaian target volume
antara lain:
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1)

2)

3)

Melaksanakan verifikasi wvolume secara berkala triwulanan dan
berkorespondensi aktif untuk mendorong kepatuhan badan usaha dalam
menyampaikan laporan bulanan secara onfine melalui aplikasi SILVIA 2.0
dan telah mengingatkan Badan Usaha untuk melakukan pelaporan melalui
notifikasi sacara otomats pada Aplikasi Silvia.

Melakukan koordinasi dengan Ditien Migas dan Itjien Kementerian ESDM
tarkait pembinaan dan pemberian sanksi kepada badan usaha yang tidak
mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

Melakukan sinkronisasi data badan usaha hilir migas dengan Ditjen Migas
terkait status izin usaha dan penyesuaian izin usaha atas penambahan
kensumen danfatau shipper

Dalam rangka pencapaian target volume di tahun mendatang, BPH Migas
melakukan rencana aksi antara lain;

1)

2)

3}

Mendorong badan usaha wuntuk menyampaikan rencana wvolume
pengangkutan dan niaga gas bumi melaiu pipa agar penetapan larget
kinerja di awal tahun meanjadi lebih akurat,

Berkoordinasi dengan Ditjan Migas, Ifjen Kementerian ESDM, dan instansi
terkait untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan badan usaha;
Penyempurnaan sistem pelaporan onfine pada aplikasi SILVIA uniuk
memudahkan badan usaha dalam melakukan pelaporan realisasi volume
pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

Apabila rencana aksi tersebut dapal terlaksana, diharapkan target volume
pengangkutan dan niaga gas bumi dapat tercapal. Hal ini sekaligus
mengindikasikan adanya pemanfaatan gas secara merata di berbagai sektor,
diantaranya rumah tangga, transportasi, histrik, hingga industr.

CUSTOMER PERSPECTIVE

‘Sasaran Strategis (S8-3)

Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan dan Pengelolaan
Sistem Anggaran Yang Optimal

Sasaran Strategis-3 didukung dua indikator, yaitu Persentase Realisasi PNBP BPH
Migas dan Milai IKFA BFH Migas

7. Persentase Realizasi PNEP BPH Migas

Tabel 15. Capaian Kinerja Perseniase Realisazi PNBF BPH Migas

Satuamn: %
Target | Target :
Renstea PK Realisasi Capalan
| [ 2025
2029 | 2025 2025 I_ 2020 | 2021 2022 2023 2024 2025
00 1040 a5 :EIIE.EE 101,10 | 128,37 | 161,35 | 103,24 | 108,62 | 114, 34%
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Paerbedaan target pada Rencana Strategis 2025-2029 dengan Parjanjian kinerja
Tahun 2025 dikarenakan adanya penyesuaian largel pada Perjanjian Kinerja
2025 dengan memperiimbangkan data historis realisasi dan pendekatan
realisasi akiual pada tahun barjalan.

A, Metode Perhitungan

PMNBP BPH Migas diperoleh dari iuran badan usaha, yaitu sejumiah dana terientu
yang wajb dibayarkan kepada Badan Pengalur oleh badan usaha yang
melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau niaga BEM
danfatau melakukan keglatan usaha pengangkutan gas bumi melalul pipa
dan/atau kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan usaha
niaga gas bumi. Besaran iuran yang diseforkan oleh Badan Usaha diatur dalam
Paraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan
luran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan
Fengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Dasar hukum penarikan iuran BPH Migas adalah sebagai berikut

1) Undang-Undang Momor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2} Peraturan Pemerintah Momor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

3) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan
Penggunaan luran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi pada Badan Pengatur Hilr Minyak dan Gas Bumi; dan

4) Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan
dan Verifikasi luran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Fipa.

Persentase realisasi PNBF BPH Migas mervpakan perbandingan capaian
realisasi PMBF dibandingkan dengan target FNBF yang telah ditetapkan. Nilal
raalisasi PNBP diperoleh dan realisasi pembayaran atas iuran yang diterima dari
pemenuhan kewajiban badan usaha melalui biling yang terintegrasi dengan
aplikasi sistem informasi PNBP online (SIMPONI). Target PNBP ditetapkan
sefiap tahun oleh Kementerian Keuvangan berdasarkan proposal targel PNBP
yang diusulkan BPH Migas pada tahun sebelumnya. Proposal target PNBP
disusun dengan mempertimbangkan tren panerimaan iuran tahun sebelumnya,
persentase pertumbuhan ekonomi, prognosa volume niaga BBM dan Gas Bumi
melalui Pipa serta kebijakan pemerintah terkait kegiatan usaha hilir migas. Target
PNBPF BFH Migas juga ditetapkan dalam DIFA BPH Migas dan dapatl berubah
pada tahun bengalan berdasarkan perubahan APBM yang ditetapkan pemerintah
danfatau perubahan target pada Daflar Isian Pelaksana Anggaran (DIFA)
FPetikan

Sumber data yang digunakan dalam perhilungan capaian realisasi PNBPF adalah
aplikasi SILVIA dan aplikasi SIMPOMI.
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B. Ewvaluasi Capaian

Realizasi PNBP BPH Migas sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar
Rp1.890.625.328.610.00 dari target penerimaan iuran BPH Migas tahun 2025
sebesar Rp1.740.537.745.000.00.

Terdapat penyesuaian target PNBP BPH Migas seiama tahun 2025 yang
dijadikan acuan perhilungan capaian kinerja. Target PNEP BPH Migas tahun
2025 semula sebesar Rp1.018.406908.000.00 sesuai Perjanjian Kinerja
Sekretaris BPH Migas pada tanggal 2 Januari 2025 mengalami penyesuaian
menjadi Rp1.740.537.746.000,00 sesuai dengan revisi Perjanjian Kinera
Sekretaris BPH Migas tanggal 22 Desember 2025. Penyesuaian target dilakukan
karena adanya penambahan penggunaan anggaran BPH Migas sasuai revisi ke-
15 DIPA BPH Migas Nomor SP.DIPA- 020.14.1.986860/2025 tanggal 3
Desember 2025,

Mengacu pada target indikator kinerja di Perjanjian Kinerja lerakhir sebesar B5%,
maka capaian indikator persentase realisasi PNBP BPH Migas tahun 2025
adalah sebesar 10862% dengan capaian kinerja mencapai 114 34% Jika
dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2024, nilai ini mengaiami
peningkatan 5.4% dengan rata - rata selama lima tahun terakhir sebesar
120.54%. Perbandingan antara target dan capaian (realisasi) PNEP BPH Migas
selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 13,
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Gambar 14, Target dan Realisasi PNBP BPH Migas Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 14, diketahui bahwa nilai realisast iuran dalam kurun 2021
- 2025 konsisten melampaui target. Tercapainya target di tahun 2025 terjadi
karena terdapal beberapa Badan Usaha yang melakukan pelunasan tagihan,
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khususnya PT Kilang Pertamina Internasional dengan nilai pembayaran
mencapai Rp163,3 miliar, pambayaran PT KPI tersebut merupakan pembayaran
atas kurang lapor produk tahun 2021-2025 berikut denda berdendanya hingga
tahun 2025. Pelunasan ini dilakukan antara lain karena upaya BFH Migas dalam
optimalisasi penagihan melalui pelimpahan putang macet ke KPENL dan
pembayaran piutang atas hasil pemeriksaan kepatuhan badan usaha oleh
BFKP.

REALISASI IURAN BERDASARKAN KOMODITAS TAHUN 2021 - 2025
5. 00

4,800

1.600

023 M3 0 025
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Gambar 15. Realisasi luran Badan Usaha Berdasarkan Komoditas Tahun 2021-2025

Jika ditinjau berdasarkan komoditasnya, maka rata-rata kontribusi PNBP BPH
Migas yang berasal dari kegiatan usaha niaga dan pengolahan BBM adalah
sebesar 82 32% Sedanmgkan sisanva sebesar 17.68% berasal darn kegiatan
pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa. Rala-rata realisasi uran alas
kegiatan niaga dan pengolahan BBM selama lima tahun terakhir adatah Rp1.921
trikun. Mamun, terdapal penurunan realisasi di tahun 2025 sebesar BB B9%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena adanya
anomali pada tahun 2024 atas pembayaran piutang FT Kilang Perfamina
Internasional yang menjadi Rp 2,7 triliun. Sementara itu, rata - rata reaksasi juran
atas kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa selama lima tahun
terakhir sebesar Rp277,81 miliar dengan kenaikan realisasi di tahun 2025
sebesar 11.80% dibandingkan dengan tahun 2024,
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Tercapainya indikator kinerja Persentase Realisasi PNBF BPH Migas dilakukan
metalui upaya intensif dengan fakior pendukung utama, sebagai barikut

1}

2)
3)
4)
5)

6)

FPembayaran PT Kilang Pertamina Intermasional  sebesar
Rp397 783.807.525.00 atas kekurangan lapor produk penjualan beserla
dendanya,

Adanya kenaikan volume penjualan BEM serta ada kenaikan hargaftard
Gas Bumi Melalul Pipa secara rata-rata dibandingkan dengan tahun 2024,
Dilaksanakannya audit kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBF iuran oleh
BPKP dan dibayarkannya kekurangan pembayaran PNBF oleh Badan
Lisaha sesual dengan hasil temuan BPKP,

Adanya permbayaran Badan Usaha atas piutang macet,

Dilakukannya pelimpahan piutang macet ke KPKNL Kementerian
Keuangan; dan

Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi badan usaha yang
melibatkan direkiorat teknis selaku pelaksana venfikasi velume, Ditjen
Migas, Itjen Kementerian ESOM dan BKPM selaku auditor internal.

Meskipun capaian kinerja dapat melampaui target, masih terdapat beberapa
kendala yang ditemui, diantaranya:

1)

2)

3)

Pelaksanaan verifikasi volume yang tdak tepal waktu khususnya uniuk
badan usaha BEM karena keterlambatan dan kekurangakuratan Badan
Usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya;

Proses perselujuan Berila Acara rekonsidiasi oleh Badan Usaha yang
memerdukan wakiu cukup lama sehingga mengakibatkan rekonsiliasi iuran
tertunda, Hal tersebul berdampak pada proses perhitungan PHEP uniuk
disajikan sebagai realisasi pendapatan dan Laporan Keuangan BEPH Migas;
dan

Adanya penyesualan kebijakan HGET yang berlaku surut dan pelaksanaan
verifikasi realizasi HGBT oleh Ditjen Migas yang tlidak tepat wakiu sehingga
mengakibatkan terjadinya keneksi alas hasil verifikasi volume dan rekonsiliasi
iuran BFH Migas untuk periode hingga lima tahun kebelakang.

Rencana aksi yang akan dilakukan BPH Migas pada periode berikutnya dalam
rangka menjaga atau meningkatkan kinera persentase realisasi PNBP, yakni:

1)

2)
3)
4}
3}

6)

Melakukan coaching clinic dan koordinasi kepada seluruh badan usaha
terkait dengan pemenuhan kewajiban dan kepatuhan yang harus
dilzksanakan,

Melaksanakan ketenfuan Peraturan Pemeriniah Momor 19 Tahun 2025
dimana keterlambatan pelaporan akan dikenakan sanksi denda;
Melanjutkan kerja sama dengan BPKP untuk melaksanakan audit kepatuhan
pembayaran iuran badan usaha;

Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal tindak lanjut piutang
yakni pelimpahan piutang macet ke KPKNL;

Malaksanakan koordinasi inlermnal antara sekretanat dan direktorat teknis
terkait percepalan pelaksanaan verifikash volume dan rekonsiliasi ivran; dan
Optimalisasi penagihan piulang sesual dengan prosedur yang telah
ditetapkan;
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7) Penyusunan farget luran yang lebsh reafistis dengan mempertimbangkan
data historis capalan, kondisi wsaha hilir migas, rencana peneiapan
Peraturan Pemerintah fterkait luran BPH Migas serla arah kebijakan
pemerintah kEainnya.

C. Perbandingan Realisasi PNEP Nasional dengan Sektor ESDM

Tabel 16. Perbandingan Realisasi PNBP Masional dengan Sektor ESDM

2025
Target Realisasi
{Triliun Rp) {Triliun Rp)
~ NASIONAL a7 534,10 104,00%
_ SEKTOR ESDM 255,47 246,09' 96,33%
Kementerian ESDM RI 127,46 136,43 108,61%
 BPH Migas 1,74 1,89 108,62%

"Status pencatatan Januan 2028

Realisasi PNEP BPH Migas tahun 2025 mencapai Rp1,.890 friliun atay 108 62%
dari Target Rp1.740 trilun, Kontribusi uran afas kegiatan usaha niaga dan
pengalahan BEM adalah sebesar 82,32% dan sisanya sebesar 17 68% berasal
dari kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.

Target PNBP Kementenan ESOM tahun 2025 sebesar Rp127 46 triliun dengan
realisasi Rp138.43 tnliun dengan persentase capaian kinerja sebesar 108,56%
Sumber PNBP sekior ESOM berasal dan Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan
Batubara [Minerbaj, 5DA Panas Bumi, serla PNBP sekfor lainmya mencapai
Rp138.37 friliun dan target yang ditetapkan yaitu Rp127 .46 triliun atau mencapa
108.61% (sumber data capaian dan realisasi PNBP sektor ESDM adalah data
SPANINT per 7 Januarn 2026).

Target Penerimaan Megara Bukan Pajak (PMNEP) nasional tahun 2025 adalah
sebesar Rp477.2 triliun. Namun, realisasi PNBF tahun 2025 mencapai Rp534,10
frillun atau 104,00% dari target, sesuai APBN tahun 2025,

B. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas

Tabel 17 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas

Target Target |

Renstra PK Realisasi Capaian 2025
Fsnse]| wiags] & ' : %
2029 | 2025 2025 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (%)
- - 83 B2, 64 9158 | 82 87 | 9510 | 93 | 96,65 103,82

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Nilai Indikator

Kinerja Pelaksnaaan Anggaran ([KPA) BPH Migas tidak menjadi indikator kinerja

program tapi menjadi komponen perhitungan dari indikator kinerja kegiatan Milai
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Evaluasi Kinerja Anggaran yang perhitungannya didasarkan pada Nilai
Perencanaan Anggaran dan Milai IKPA.

A. Metode Perhitungan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan
cleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur
kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari tiga aspek, yailu kualtas
perencanaan anggaran, kualias pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil
pelaksanaan anggaran.

Dasar hukum penerapan KPS, yailu:

1) Peraturan Menien Keuangan Nomor 195/FME. 052018 tentang Monitormg dan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kemenierian Negara/Lembaga, dan

2} Peraturan Direkiur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PBI2024 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Megara/Lembaga.

Tujuan IKPA adalah untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung

manajamen kas. dan meningkatlkan kualitas LKELLaporan Keuangan Femerintah

Puzat (LKPP). Nilai IKPA digunakan dalam rangka:

1) menitering dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Kewangan
mengenai monitonng dan evaluas pelaksanaan anggaran belanja KiL;

2) sebagai basis penilaian kinera KL serta pemberian panghargaan dan sanksi
sekaligus bentuk dari evaluasi reformasi birokrasi; dan

3) sebagai basis pemberian insentif anggaran

Sumber data penitaian IKPA diperoleh dan perhilungan pada aplikasi OM-SPAN,
meliputi 14 indikator kinerja penilaian IKPA. Keempal aspek dan 14 Indikator
penilaian IKPA sebagai berikut:

1} Kualtas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian kesesuaian anlara
pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam
DIPA terdini dan dua indikator yaitu:

a) Rewvisi DIPA (10%), Formula Perhitungan berdasarkan:
= peEnegasan dan penyesuaian sistem untuk meangakomodasi perhitungan
revigi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level
satuan kerja; dan
= perfuasan lingkup revisi pergeseran sebagal objek penilaian indikator
revigi DIPA vang relevan dengan kualitas perencanaan satuan kerja.
b) Deviasi Halaman Il DIPA (15%), Formula Perhitungan berdasarkan:
= deviasi, dihitung pada masing-masing jenis belanja sehingga
menghindari deviasi belanja yvang safing mangkompensasi;
s ditetapkan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5 0% untuk
memperoleh nilai maksimal (100); dan
« ditetapkan batas maksimal deviasi tiap bulannya {sebesar 100%) untuk
mengurangi dampak nikai ekstrim.

48 |

Dosuman i telah difandatamgen secars elgkironl mangurakan sedifival elekironk yang diferbutkan oigh BSAE



2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian lerhadap kepaluhan
Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan
anggaran terdini dari 4 indikator yvaitu ;

a) Penyerapan Anggaran (20%), Formula Perhitungan berdasarkan:

# ditetapkan persentase farget penyerapan triwulanan pada masing-
masing jenis belanja; dan

¢ persenfase target penyerapan dikalikan dengan pagu masing-masing
jenis belanja akan menghasilkan nominal larget penyarapan, yang akan
dikumulatifkan sehingga membentuk nominal target penyerapan
trwulanan uniuk seluruh belanja trwulanan,

b) Belanja Kontraktual (10%), Formula Perhitungan berdasarkan Indikator
Data Konirak memperhiiungkan komponen kepatuhan dan akselerasi
sehagai benkut:

» Kepatuhan adatah ketepatan waktu penyvampaian kontrak dalam lima
hari kerja sejak tanda tangan konfrak, dan

e Akselerasi, meliputi (i) Akselerasi - Kontrak pra DIPA, dan (i) Aksalarasi
- Kontrak belanja 53 dengan nilai 50 juta s.d. 200 juta yang diselesaikan
pada triwulan |

) Penyelesaian Tagihan (10%), Formula Perhitungan berdasarkan ketepatan
wakiu penyampaian tagihan SPM LS Kontrakiual,

d) Pengelolaan UP dan TUP (10%), Formula Perhitungan berdasarkan
indikator pengelolaan Uang Persediaan (UP} dam Tambahan Uang
Persediaan (TUP) memperhitungkan komponen ketepatan wakiu
pertanggung-pawaban dan akurasi besaran UP dan TUP sebagai berikut:
# Ketepatan wakiu perianggungjawaban UP dan TUP; dan
& Akurasi % GUP disebulankan dan % Setoran TUP.

e) Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur kepatuhan K/L/unit Eselon | / Satker dalam menyampaikan SPM
sesual dengan baltas wakiu penvampaian SPM di akhir tahun anggaran
yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan
dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran
Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang
mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas
waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPFN
di Triveulan V.

3} Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap
pencapalan outpul dan penyelesaian palaksanaan pembayaran terdini dari
dua indikator vailu:

a) Capaian Cutpul (25%), Formula Perhitungan berdasarkan:

s Memparhitungkan aspek ketepatan wakiu pelaporan dan ketercapaian
output, dan

= Penelapan target capaian triwulanan (trawulan |, Il, dan |ll) selaras
daengan target penyerapan anggaran.

Formula perhitungan nilai [KPA sebagai berikutl dan satuan IKPA berupa nilai
dengan skala 100 dan kalegori'predikal sebagaimana tabel 31,
|

Nilai IKPA = Z (Nilai indikaton, » Bobot Indikator,) + Konversi Bobot

ri=1
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Keterangan:

# Komversi bobot bemilai 100%, apabila satuan kerja memiliki selureh data
transaksi alas indikator yang dinikar,

# Konversi bobot bernilai g bawah 100%, apabdla pada satuan kerja fidak
terdapat data fransaksi uniuk satuan kerja terteniu,

# Satuan IKPA berupa nilai dengan skala 100 sebagaimana Tabel 31,

Tabel 18. Kategori Nilai IKFA

Nilai IKPA Prodikat
= 0§ Sangal Bak
- ﬂ-ﬂ —é’ﬁ Baik
R 70 - 89 Cukup
<70 Kurang

B. Evaluasi Capaian

Berdasarkan data pada aplikasi OM-SPAN, diketahui bahwa nilai IKFA BPH Migas
fahun 2025 mencapai 96 65% (predikat Sangal Baik) atau melampaui target dengan
persentase capaian kinerja sebesar 103.92%. Nilai IKPA tersebut naik 1,72%
dibandingkan dengan capaian fahun 2024 sebesar 102.20%. Dengan capaian
tersebut, rata-rata nilai IKPA BPH Migas pericde tahun 2021-2025 adalah 93 84
Apabila BFH Migas dapat mempenahankan kinera pelaksanaan anggaran sepert
gaat ini maka target jangka menengah nilai IKPA sebesar 93 dapat tercapai. Target
dan realisasi Milai IKFA BPH Migas fahun 2021-2025 sebagaimanapada Gambar

19,
100 45,10 &3 110%
91,58 . — 9665
a0 e 9.8 Y 108.92%
iy P ”,-101-111-_" 104 19% .. 100%
i .
E i)
= 50 B0%
% i 90 o0 oy 9O gp 90 00 90 o0 91 23
" T0%
™ 605
10
o S0%
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Target Renstra Target Pk ——Mealisasi ——— Capaisn Kinerjs

Gambar 16, Target dan Realisasi Nilai IKPA BPH Migas Tahun 2021-2025

50 |

Dokwmen ini fafah dfandaisngan secars elakironk manpgunakan sarifikal elakinon yang diterbikan olsh BSrE



:il W TR Lk M) B UM FDRDAE Sk

TiADAS PRk T bl o Rl A Dol TS B OPS WELAY

IR ATEE PELARLAMAAN ARGLARLY

| i | Barbiii Hae |
| e R R T Fraaras
4 " (R
| B | By | Gode — | (S P ——— T Tk
| e | B | e e | Tas | adam Il-ulhu-r-
| ey | S |-|-|-|-I- | | —— ey ' =i
= -.":_: g | Dl | aghes | L - e il I
| | |
v
et I

Tabel 19, Rinclan Milal IKPA BPH Migas Tahun 2025

Ditinjau dan komponen penilaian IKPA pada tabel 32, diketahu bahwa terdapat
empat indikator dengan nilai yang belum optimal, yaitu Deviasi Halaman Il DIFA
dengan nilai akhir 13,34; Panyarapan Anggaran dengan nfal akhir 12,52, Belanja
konilrakiual dengan nilal akhir 9,20; dan Penyvelesaian Tagihan sebesar 992
Kendala yang dihadapi menyebabkan belum optimalnya nilai atas empat indikator
IKPA tersebut, yailu

1] Deviasi Halaman 11l DIPA masih menunjukkan adanya ketidakpastian dan
perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan hingga pembayarannya sehingga
terjadi selisih antara rencana dan realisasi penyerapannya, ditunjukkan dengan
rata-rata deviasi secara akumulasi sebesar 11,04%

2} Penyerapan anggaran masih menunjukkan keterlambatan dalam pelaksanazan
pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan pembayarannya bergeser
dari wakiu yang telah ditetapkan. Sehingga realisasi BFH Migas idak mencapai
targel Irajeciory yang dielapkan. Pada friwulan IV BPH Migas mencapai target
frajaciory yvang dielapkan, yang mana target frajgclory nya sebesar 82 42%
dan realisasinya mencapai 38, 6%9% sehingga mencapal rla: 100 pada trwulan
IV, Kondisi ini berbanding terbalk dengan trevulan Il dan [, dimana trapgaciony

penyarapan BPH Migas lidak mencapa target dengam kelerangan sebagal
berikut sabagal benkul

Tabel 20. Penyerapan Anggaran Triwulan |

Pagu Per lenis

2] i
g Total : n:‘?'
f
(dalam ribuan - Tatal P e 1l LIET
Ruplah) kgt Pagu 2 oz Kinerja
Peeri Kotera ; | Target Prriode F %) 5-d i
i {dim ; it Penyer
ode gan [dalam lirai Poeriode
z ribwean : BB
ribiuan Ruiah) {dalam Il W
Rupiah) WA ibuan .
Rupiah)
L} Pagu 7429 171 864 16117 128:153 27452 12,58 21,43% 90,2
lenis 2493 358, 500 127 242 407 ]
Belanja 7 1]
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Tabel 21. Penyerapan Anggaran Triwulan If

Pagu Per Jonis Belanja
[dalam ribuan Rupiah)

52 53

a4.6d1 1/
o org
240
¥F.362 111
345 &
a91d
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259 Q00
0DE Fib
Al A
S ah
03 {00
LA J94

Tabal 22.
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Tabel 23. Penyerapan Anggaran Triwulan IV

Pagu Per Jenis Belanja Tortal Penyera
dalarm ribuwan Rupiah Mg Total an s.d
[dalarm ri n Rupiahi] i [} p.:rr i Nilai
- s nal Pagu Feriode i s
Peri Ketera = (%) 5.d Kinerja
Target {dim Il T
ode ngan 1 : Periode  Penyera
[dalam ribbuan (dalam In pan (TW)
| I w
ribuan  Ruplah) ribuan
Rupiah] Rupiah]
= 34 4 = YT A7 o 10 ot
1 Fagu 81833 17 g BAE 134433 163110 1|:-.F[L1 fd4% 9969 100 57,59
Jenis 41 Lk 952 bl
. 116 i () H]
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Bloki =1
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350 S
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31 Belanja Kontraktual masih memiliki nikai yang belum optimal, sebesar 9,2, Hal
tersebul disebabkan adanya kontrak befanja modal vang pelaksanaannya di
bulan Okiober sehingga mengurangi nilai; dan

4] Fada Indikator Penyelesaian Tagihan mendapatkan nilai sebesar 9,92,
penyebab tidak oplimalnya nilal tersebut dikarenakan adanya sat kontrak yang
penyampaian SPM-LS Konirakiual ke KPPN lebih dari 17 hari kerja

Lintuk mengatasi kendala tersebut dan sebagai upaya mencapai target nilal IKPA

EBPH Migas telah melakukan hal-hal sebagai berikul:

1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala BPH
Migas danfaiau Komile secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran
dengan mervymuskan rencana tindak lanjul, seria upaya memperbaiki kebijakan
dan regulasi yang berpengaruh

2} Pelaksanaan revisi buka blokir unluk peningkatan penyerapan pelaksanaan
anggaran;

3} Mengevaluasi penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan
mengajukan revisi administratf penyesuaian Halkaman Il DIPA ke Kanwil DJPD
pada trivulkan berjalan; dan

4} Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal yang tertambat dalam
pelaksanaan lelang

Untuk memperahankan sekaligus meningkatkan nilal IKPA pada tahun mendatang,
BPH Migas melakukan strategi dan rencana aksi sebagai berikut:

H
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1) Melakukan reviu atas DIPA secara pericdik (minimal sekali di akher trvukan),
mengendalikan dan mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperukan
penyasuaian kebijakan programikegiatan pada KL,

21 Meminimalisir revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwutan yang dapat
menyebabkan frajectory penyerapan anggaran berubah;

3) Maonitoring dan evaluasi kesesuaian dengan perencanaan, dengan fokus pada
indikator akurasi Halaman Il DIPA dan menyusun rencana penarikan dana
masing-masing jenis belanja;

4) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegatan secara relevan dan
lernadwal, serta idak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;

51 Monitoring dan evaluasi perencanaan pelaksanaan kegiatan secara barkala
dengan mengambil langkah tepal dan cepal jika lerjadi kendala dan hambatan
dalam pelaksanaan program kegiatan,

&) Mengidentifikasi dan mempersiapkan Pengadaan Barang Jasa tahun anggaran
mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan konirak
seqgera setelah DIPA ditetapkan;

7} Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian
tagihan yang pekeraannya telah selesai (lermasuk pekernaan farminj,

8) Memperhatikan ketenluan penyelesaian tagihan dalam 17 han kera sejak
timbulnya hak tagih kepada negara;

9) Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat
revalving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan,

10) Menelapkan metode perhitungan capaian oulput untuk RO yang dikelola,
khususnya uniuk outpul teknis yang memiliki Secara periodik menghitung
tingkat kemajuan aklivitas (progres/PCRO) dan capaian (realisasi valume RO),
memperhalikan gap progrés capaian oulput dengan panyerapan anggaran,

11 Meningkatkan koordinasi antar PPK dan anlara PPK dengan pengelola
kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data
capaian output;

12) Melakukan pengisian data capaian oulpul bulanan secara akurat dan disipiin
sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja sefelah bulan berakhiry;

13) Memantau progres penyvelesaian kegiatan sesuai rencana dan menetapkan
mitigasi nsiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun
anggaran;

i4) Melakukan pemetaan, pengukuran yang menitikberaikan aspek efektif, efisien
dan ekonomis (value for money} serta menyusun analisis komprehansif dan
strategis atas outpul program dan kegiatan,

15} Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiaian dan pencairan
dananya dan menjadikan RPD pada Halaman Il DIPA sebagai plafon
pencairan dana bulanan secara infernal;

18} Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proparsional dari pagu
DIPA:

17} Memperbaiki parencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan teradwal
sarta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;

18) Meningkatkan selektivitas dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi
DIPA {pagu tetap); dan

a4 |

Dokumen mi felah afandaliangan secara elekfronk mengpunakan sedififal slekimnik wang diferbidkan olel BSAE



19} Mengelala dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat
dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan balk kepada DJA
maupun Kanwil DJPb sebanyak satu kali dalam satu trrsulan

Sasaran Strategls (S5-4)

-Gﬁn&n .EF.‘H Migas yang-D_ﬁ:t-imal

Sasaran Strategis-4 didukung safu indikator, yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan EFH
Migas kepada Stakeholder

9. Indeks Kepuasan Pelayanan EPH Migas kepada Stakeholder

Tabel 24, Capaian Kinera Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada
Stakeholder

Target Renstra | Target PK Realisasi Capaian

2025

2028 2025 2025 :IHIH 2021 | 2022 | 2023 2024i21:125

340 334 ) 357 | 24T | A57 | 36T | 271 | 100,12%

Pada Rencana Stretegis BPFH Migas 2025-2029, mndikator kKinefa Indeks
Kepuasan Pelayanan EPH Migas kepada Slakeholder tidak men@ad indikator
kinerja program maupun indikalor kKinena kegiatan, mamun ferdapal indikator
kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Layanan Direkioral BEM, Indeks Kepuasan
Lavanan Direktoral Gas Bumi, dan Indeks Kepuasan Layanan Sekretarial BPH
Migas

Haskl Siurvel Kefpuasan Masyarakat

BPH Migas Tahun 2025

371 | Sangat Baik
i

A. Metode Perhitungan

indeks kepuasan pelavanan merupakan instrurmen penilaian kualitas layanan
yang diberikan BPH Migas kepada sfakeholder. Pada tahun 2025 BPH Migas
melaksanakan Sunvel Indeks Kepuasan Masyarakal (SKM) selama 2 (dua) kali
yvang dilakukan pada seliap semester. Pada Semester | (Januari = Juni) dan i
{Juli = Desember) Tahun 2025, layvanan yang dilakukan survel meliputi:

aa
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1} Pemberian Hak Khusus Badan Usaha Niaga dan Pengangkutan Gas Bumi
metalui Pipa:

21 Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

3}  Penetapan Pemanfaatan Bersama Fasilitas/As;

4}  Penetapan Harga Gas Bumi RT/PK,;

5} Layanan terhadap Badan Usaha dalam Pelaksanaan Verifikasi Volume
Gas Bumi,

G) Layanan terhadap Badan Usaha dalam Pelaksanaan Verifikasi Volume
BEM,

7} Pemberian NREU {Namor Registrasi Usaha) kepada Badan Lizaha BEM,

8) Penetapan Kuota JBT (Solar) untuk Konsumen Pengguna Transportasi
Khusus,

97 Layanan lerhadap Badan Usaha dalam Pelaksanaan Rekonsilasi luran,

107 Layanan Hukum datam Pemberian Keterangan ARl untuk Polm,

11} Diseminasi Informasi BFH Migas;

12) WhatsApp Helpdesk BPH Migas;

13) Penyusunan PKS (Perjanjian Kera Sama) BPH Migas.

Survei kepuasan pelavanan mengukur derajat kepentingan dan kepuasan dan

sembilan unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menten PANRE Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Layanan Publik. Kesembilan unsur survei kepuasan masyarakat

tersebut meliputi:

1} Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan,

2)  Kemudahan prosedur layanan,

3)  Kecepatan wakiu petayanan;

4)  Kewajaran biayaftarif yang dibebankan;

5) Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil
produk pelayanan,

&}  Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan fatap muka) atau
ketersediman informasi dalam sistem daring (layanan daring);

71 Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur
sistemn daning (layanan danng},

8) Kuahtas sarana dan prasarana; dan

8) Penanganan pangaduan.

Selain mengukur indeks kepuasan publik terhadap layanan BFH Migas, survei
ini juga berujuan untuk mengetahui ekspekiasi dan menghimpun masukan dan
masyarakat demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibenkan.

Data indeks kepuasan pelayanan BPFH Migas bersumber dari hasil survei KM
layanan BPH Migas kepada sfakehalder, Survei dilakukan melalui formulir isian
yang diakses secara daring melalui Google Form disebarkan oleh masing-
masing permilik layanan kepada stakeholder. Sasaran responden survei adalah
para pihak yang mendapatkan [ayanan publik tersebut, meliputi badan usaha,
kepolisian, pemernintah daerah, konsumen pengguna dan masyarakat umum,
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Taukan Survei
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Migas

indeks kepuasan layaman BPH Migas dihitung dengan mengukur tingkat
kapenlingan dan kepuasan dari kesembilan unsur survei kepuasan masyarakal
Setiap unsur diukur menggunakan skala 1 s.4. 4 dimana angka satu berarti idak
pentingftidak puas dan angka empat berarti sangat penting’sangal puas.
Kategorisasi nilai hasil kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri
PANRE Momor 14 Tahun 2017 tersedia pada Tabel 19

Tabel 25. Kriteria Penitaian Indeks Kepuasan Pelayanan BPFH Migas

Nilai Persepsi Milal Interval Kinerja Pelayanan
4 31,54 = 4,00 Sangat Baik
E 107 -353 Balk
2 2,60 - 3,06 Kurang Baik
1 1,00 =259 Tidak Balk

Pengukuran dilakukan cleh BPH Migas pada keenam layanan publik tersebut.
Selanjulnya akan menghasilkan indeks kepuasan dari masing-masing layanan
publik maupun indeks kepuasan agregat BPH Migas.

Fada tahun 2025, BPH Migas telah menyelenggarakan survel kepuasan layanan
sebanyak dua kali, yaitu pada pericde semester | {Januari-Juni) sebanyak 757
responden dan semesier Il (Juli-Desember) sebanyak 521, dengan melibatkan
total 1.278 responden. Responden yang mengisi survei IKM layanan BPH Migas
mekpuli badan usaha. kepolisian, liembaga pemernintah lainnya, mahasiswa, dan
masyarakat umum
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Gambar 17. Profil Responden Survei Layanan BPH Migas

Ditimjau dari jenis layanannya. responden lerbanyak ada pada layanan informasi
WA Helpdesk BPH Migas sebanyak 36%, disusul oleh layanan Diseminasi
Informasi dan layanan Hukum dalam Pemberian Keterangan Ahli untuk POLRI
masing-masing sebesar 28% dan 6.9%. Perseniase jumiah responden per jenis
layanan sebagaimana Gambar 18,

Harga
Veragd Gas Buems

DisEminas
Irfarrmias
JE%

Gambar 18, Persentase Responden per Jenis Layanan pada Survei Kepuasan
Layanan Tahun 2025
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B. Ewaluasi Capaian

Berdasarkan rekapifulasi kuesioner yang telah disi, dipercleh nilai KM
pelayanan BPH Migas kepada sfakeholder tabun 2025 (Semester | dan 1)
sebesar 3,71 atau masuk dalam kriteria Sangal Baik. Realisasi tersebuf lebih
linggi 109,12% dari larget, balk pada Renstra maupun Penanjian Kinera tahun
2025 yang ditelapkan sebesar 340, Hal ini mengindikasikan tayanan yang
diberikan kepada stakeholder semakin baik. Capaian kinera tahun ini, juga
sejalan dengan larget jJangka menengah dan bahkan melebihi target per tahun
yang ditelapkan pada Rensira BPH Migas hingga tahun 2025,

5 100%
= 11331%
E &, — . 110.00% ML e g1 100%
m =
E_.E 'Haj-?——__j__..?————j_ll-;-——-—!.i:f—— LR 100%
i
& "E : W
i3
£}
B
| 2
b= T . % o : +
E - 315 315 12 12 335 3325 3.3 Ny 3.4 -
£ %
£* o
1] S0%
2021 2022 2021 ora 2025
Target Renstra Target PK =~ =———Realisadi  =——Capaian Kinerja

Tabel 26, Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan BFH Migas kepada
Stakeholder Tahun 2021-2025

Secara umum kualitas lavanan BPH Migas dipersepsikan Sangatl Baik obeh
masyarakat penerima’pengguna layanan dibuklikan dengan angka Indeks
Kepuasan Masyarakat 3,71 (skala 4). Dari tiga belas layanan publik yang
diaksanakan oleh BPH Migas, layanan Hukum dalam Pemberian Keterangan
Ahli uniuk Polri memiliki indeks kepuasan yang paling tinggi, yailu sebesar 3,92
alau masuk dalam kategori Sangat Baik. Sementara itu, layanan WA Helpdesk
BPH Migas menjadi layanan dengan indeks kepuasan teremdah, yaitu sebesar
3,56 masih masuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini dikarenakan lerkait aduan
berkadar pengawasan masyarakal menginginkan respon secapatnya sedangkan
gasuai Peraturan Mentern ESDM Momor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementarian Energi dan
Sumber Daya Mineral tindak lanjut pengadauan masyarakal berkadar
pengawasan diselesaikan dalam jangka wakiu paling lambat 60 har sejak
pengaduan masyarakat diterima, Indeks kepuasan BPH Migas per jenis layanan
terlihat pada Gambar 18,
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Indeks Kepuasan Per Jenis Layanan
Tahun 2025
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Gambar 158, Grafik Nidai SKM Per Janis Layanan

Ditinjau dar kesembilan unsur survei kepuasan masyarakat, secara garis basar
stakeholder BPH Migas menilai seluruh unsur penting dan memuaskan
sebagaimana lersedia pada Goambar 1%, Berdasarkan gambar matnks unsur
layanan BPH Migas tahun 2025 layanan BPH Migas masuk pada Kuadran | yang
menunjukkan faktor atau afribut yang dianggap penting dan memuaskan
petanggan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana layanan.

Importance vs Performance

A 0
= ege
= L

e

B 3 0k
5 000 0S50 100 150 200 250,300 350 ADD 4N
el
&
LR
a
E 150
L0
050
(nE1 K]
Performance

Gambar 20, Diagram Tingkal Kepentingan (Importance) dan Performa
(Performance) Layanan BPFH Migas Tahun 2025
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Gambar 21. Kuadran Matriks Unsur Layanan

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 27 dan Gambar 21, unsur dengan indeks
kapentingan tinggi dan performa yang baik dimiliki cleh Q4: Kewajaran biaya'tarif
dalam pelayanan dan OQF. Penlaku petsgas pada layanan tatap muka
Sementara iu, unsur yang dianggap penting namun masih periu dilakukan
peningkatan performa adalah Q3 kecepatan waktu dalam memberikan
palayanan dan paranyaan 05 penanganan pengaduan pengguna layanan.

Tabel 27 Detil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakal per Unsur

! Wi EI'J'.I I
Welght e ed
inoex

ol
Ree

Fertanyaan

Bagaimana pendapal Saudasa
tenfang kesesuaian persyaratan .
pelayanan dEngan jenis

3.74 0.1 3.69 0,41

pelayanannya
2 Bagaimana pemahaman Saudara
tentang  kemudahan  prosedur Q2 3,74 .11 3.71 0.41

pelayanan di unil in:
3 Bapammana pendapat Saudara

tentang kecepatan wakiu dalam a3 3,70 11 3 .66 0.40
.. memberikan palayanan. o
4 Bapaimana pendapal Sawdara
tentang kewajaran biaya'tarif dalam Q4 362 0.1 3,80 0.41
pelayanan

& Bagaimana pendapat Sawdara
tantang kesesuaian produk
pelayanan antara yang tercanium 05 371 0,11 368 041
dalam standar pelayanan dengan
hasil yang diberikan,

§ Bagaimana pendapat Saudara
tertang  kompetensikemampuan
petugas dalam pelayanan. (Khusus
unbuk layanan latap mukaj,

7 Bagaimana pendapat saudara
perlaku petegas dalam pelayanan
terkait kesopanan dan keramahan Q7 g .11 378 043
(Khusus uniuk layanan latap

_muka). e

& Bapmmana pendapat Saucara
tentang kualitas sarana  dan Q8 3.70 o1t 3,69 0.41

. pmsaana. -

8 Bagaimana pendapat Sawdara Q8 3,73 0,11
ientang  penanganan  pengaduan

CIE 3.7 on 3.76 0,42

e —
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Gambar 22, Komparasi Kepentingan dan Kepuasan Per Linsur Layanan

Kendala yang dihadapi dalam Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas
kepada Stakeholders, antara lain:

1. Jumlah responden masih dapat dimaksimalkan agar hasil survei yang
diperoleh semakin representatif dan mampu menggambarkan tingkat
kepuasan stakeholder secara lebih menyelurbh

2. Tindak lanjut hasil survel masih perlu dioptimalkan, sehingga masukan dan
rekomendasi dari stakeholder dapat ditindakkanjuti secara sistematis untuk
peningkatan kualitas layanan.

4. Perunya dilakukan pembaruan standar layanan, karena survel kepuasan
idealnya mengukur tingkat kesesuaian anlara pelaksanaan pelayanan
dengan standar layanan yang berlaku, sehingga hasil survei dapat menjadi
acuan yang lebih akurat dalam evaluasi dan peningkatan mufu pelayanan
BPH Migas

Faktor pendukung:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan survar yang
memudahkan penyebaran kuesioner secara danng, mempercapal proses
pengumpulan data, serta meningkatkan efisiensi pelaparan hasil survei,

2. Kerja sama dan koordinasi yang baik antar unit di lingkungan BPH
Migas, khususnya antara Sekretanat, Direktorat BEM, dan Direktorat Gas
Bumi, sehingga pelaksanaan survei dapat berjalan lebih terarah dan
lerintegrasi.

3. Dukungan dari para stakeholder, baik Pemerintah Daerah, Kepolsian
Republik Indonesia, Badan Usaha, maupun Perguruan Tinggi, yang berperan
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aklif dalam memberikan penilaian, masukan, dan rékemendasi lerhadap
pelayanan BPH Migas.

4, Komitmen pimpinan dan pegawai BPH Migas dalam meningkatkan
kualtas pelayanan publik, vang menjadi dorongan utama dalam menjaga
konsistensi pelaksanaan survei kepuasan.

5 Ketersediaan data dan dokumentasi pelayanan, yang mendukung
validitas hasil survei serta memudahkan proses evaluasi dan tindak lanjut.

f Kesadaran dan partisipasi masyarakat serta stakeholder yang semakin
meningkal lerhadap pentingnya survei kepuasan sebagal sarana
transparansi dan akuniabilitas pelavanan publik

Alternatif solusi dan rencana aksi:

1. Optimalisasi Jumlah dan Keterwakilan Responden
Solusi: Meningkatkan strategi penyebaran kuesionar melalui berbagan kanal,
baik daring maupun luring, serta memperluas |angkauan responden dan
seluruh layanan
Rencana Aksi:
« Melakukan sosialisasi pelaksanaan survel kepada seluruh stakeholder
melalui surat resmi, media sosial, dan laman BPH Migas.
« Menetapkan target minimal jumiah responden per segmen stakeholdar
(Badan Usaha, Pemerintah Daerah, Masyarakat},
+ Mengoptimalkan peran unil leknis dan sekrefanal dalam menjaring
responden sesual wilavah dan jenis layanan.
2. Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Survei
Solusi: Menyusun mekanisme tindak lanjul hasil survei secara terencana dan
lerukur sebagail dasar perbaikan layanan.
+ Rencana Aksi;
¢  Membeniuk tim kecil lintas unit uniuk menganalisis hasil survei dan
menyusun rekomendasi peningkatan layanan.
» Menetapkan jadwal evaluasi rufin pasca-survei untuk memantau
implementasi perbaikan.
« Mengintegrasikan hasil survei ke dalam rencana aksi kinena unit Kena
ferkait
3, Pembaruan dan Penetapan Standar Layanan
Solusi: Melakukan review dan pembaruan terhadap standar layanan BPH
Migas agar sesuai dengan perkembangan regulasi, teknelogi, dan kebutuhan
stakeholder,
Rencana Aksi:
« Melakukan kajian dan benchmarking terhadap standar layanan instansi
SEjens.
« Menyusun draft pembaruan standar layanan dan mengajukannya uniuk
penetapan resmi oleh pimpman,
# Mensosiaisasikan standar layanan lerbaru kepada seluruh pegawai dan
stakeholder sebagai acuan dalam survei berikutnya.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
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Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan
Fﬁnﬂnh-llglliﬁnnghu dan Pmmfﬂtﬂun Gas Huml Melalui Pipa

Sasaran Strategis-5 didukung satu indikator, yaitu Jumilah Kebijakan Peningkatan
Tata Kelola Hilir Migas.

10.Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas

Tabel 28. Capaian Kinerja Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas

Target Target
Renstra PK Realisas] Capaian
s = T ' ' 2025
2029 FUEE 2025 I 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

‘ 45 ‘ 139 | 180 | 193[ 87 | o0 | 100 | 222.22% |

I

Pada Rencana Sirategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinena Jumlah
Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas tidak menjadi indikator Kinerja
program maupun menjadi indikator kinera kegiatan, namun ferdapal indikator
kinerja kegiatan berupa Jumiah Kebijakan terkait Penyediaan dan
Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI (produk hukum), Jumlah
Penetapan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalul
Pipa (SK), Jumlah Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Malalui Pipa (SK),
Jumiah Penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (SK),
dan Jumlah Penetapan Hak Khusus Pengangkutan dan atau Miaga Gas Bumi
Melalui pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (SK).

1) Metode Perhitungan

Jumiah Kebjakan Peningkatan Tata Kelola Hilir Migas (Regulasi Kebijakan/
Rekomendasi) berupa Peraturan BPH Migas dan keputusan Kepala BPH Migas
yang telah ditetapkan oleh BPH Migas, Jumiah kebijakan peningkatan tata kelola
hilir migas yang dihitung melipuli akumulasi Peraturan BPH Migas dan
Keputusan Kepala BPH Migas yang masuk dalam program energi dan
ketenagalistrikan,

Peraturan BPH Migas diakui sebagai realisasi kinerja program setelah disepakati
dan diputuskan dalam sidang Komite BPH Migas. Sedangkan Kepulusan Kepala
BPH Migas dinyatakan selesal diproses satelah penetapan dan ditandatangani
oleh Kepata BPH Migas.

Jumlah Kebijakan Peningkatan Tala Kelota Hilir Migas (Regulasi’ Kebijakan/
Rekomendasi) yvang dihilung merupakan akumulasi Peraturan BPH Migas dan
Kepulusan Kepala BPH Migas yang masuk dalam program energi dan
ketenagalistrikan

2} Evaluasi Capaian
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Realisasi jumlah Peraturan BFH Migas dan Keputusan Kepala BPH Migas yang
masuk dalam program energl dan ketenagalistrikan tahun 2025 sebanyak 100
produk hukum darn target 45 produk hukum sehingga capaian kinerja sebesar
222,22 % Jumlah produk hukum BPH Migas sejak tahun 2020 menunjukkan tren
kenaikan. Target dan realizasi jumlah produk hukum per tabun dapat dilihat pada

Gamoar 22,
1
250 2506
231.11%
100 193 200
5 j".ﬁ"- 155_’\\
% e 139 |17 BEN i
& ____.--"" 118.57% )
i . ) \ 108.75% 102 508 100 100%
z 0. Ie% a7 o —
= 140 140 140 140 140 140 140 140
50 5
] ‘BD :
45
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Target Rensira Target PE = ss===FRealisasi =—=Capaian Kineris

Gambar 23. Target dan Realizasi Jumiah Produk Hukum BPH Migas Tahun 2020-

2025

Untuk rincian produk hukum BPH Migas yang dihasilkan pada tahun 2025 adalah

sebagai berikut!

1} Rancangan Peraturan Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM
sebanyak 2 dokumen;

2) Rancangan Surat Kepulusan (SK) Perencanaan Pelaksanaan Penyediaan
dan Pendistribusian BBM sebanyak 39 dokumen;

3) SK Pengaturan Penelapan, Moniloring dan Ewvaluasi Hak Khusus
Fengangkutan dan Miaga Gas Bumi Melalui Pipa sebanyak 22 dokumen;

4) 3K Persetujuan Pengaturan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan
iGas Bumi Melalui Pipa sebanyak 15 dokumen;

5) SK Penetapan Tarf Pengangkutan Gas Bumi Melzalui Pipa sebanyak 12
dokumen;

B) Penelapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil sebanyak

d dokumen,

Faktor pendukung tercapainya target antara lain

a)

b

Ditetapkannya Pedoman Tata Cara Persetujuan besaran Resenved Capacity
(RC) dimana bentuk persetujuan berupa SK melalui tahap Sidang Komite

sehingga pada fahun 2025 terdapatl panambahan capaian sebanyak 13 SK
RC;

Terdapat permohonan penyesuaian Hak Khusus dan permohonan Hak
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Khusus Miaga Baru dari Badan Usaha diluar yang telah direncanakan;

c) Pelaksanaan lelang WJD Kota Batam di tahun 2025 yang menghasdkan 2
produk hukurm;

d} Terdapat beberapa perubahan kebijakan Pemerintah, diantaranya
mengenal tarf HGBT untuk industr tertentu yang harus ditetapkan segera
agar keberlangsungan industri terkait biza baroperasi dengan baik.

Sasaran Strategis (S5-6)
Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas

Sasaran Strategis-6 didukung dua indikator, yaitu Milal SAKIP BPH Migas dan Tingkat
Maturitas SPIP BPH Migas.

11.Nilai SAKIP BPH Migas

Tabel 29. Capaian Kinerja Nilai SAKIP BPH Migas

Target Target
Renstra PK Réansa) Capaian

2029 | 2025 2025 | 2020 | 2021 @ 2022 @ 2023 | 2024 @ 20256 <5

I 83 81 g4 81,60 | 81,03 | 85,50 | B6,25 | 86,55 | B7 45 104,11 %

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerjia Nilai SAKIP
BFH Migas tidak menjadi indikator kinerja program tapi menjadi indikator kinerja
kegiatan dengan nomenkiatur yang sama.

Ferbedaan antara target Rencana Strategis 2025-2029 dengan Perjanjian
Kinerja Tahunm 2025 dikarenakan pada Perjanjian Kinerja memperimbangkan
realizasi pada tahun sebelumnya, sementara pada Renstra mempeartimbangkan
adanya dokumen perencanaan yang baru sehingga dapal mempengarubn mia
SAKIP BPH Migas di periode 2025-2029.

A. Metode Perhitungan

SAKIP [(Sistern Akuntabilitaz Kinera Instansi Pemerintah) adalah rangkaian
sistemnatik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk fujuan
penelapan dan  pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtizaran, dan pelaporan kinerja pada nstansi Pemerintah dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemeriniah. Evaluasi atas
implementasi SAKIP adalah akftivitas analisis yang sistematis, pembanan nilal,
atribul, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pembenan sclusi atas
masalkah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabditas dan kinerga unit
organisasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Tujuan evaluasi AKIP pada BPH Migas secara umum untuk mengetahui sejauh
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mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkalan pencapaian kinerja
yvang tepal sasaran dan berientasi hasil pada Instansi Pemenntah, dan secara
khugus adalah memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai
tingkat implementasi SAKIF, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan
saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIF, dan memanitor tindak
lanjut rekomendasi hasil evaluasi penode sebelumnya.

Dasar hukum pelaksanaan penilaian SAKIP di BPH Migas adalah sebaga
berikut:

1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

21 Peraturan Pemearntah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemearintah;

3}  Peratluran Presiden Republik Indonesia Momor 22 Tahun 2014 {entang
Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeriniah;

4}  Paraturan Menteri PANREB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

5} Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 fentang Petunjuk
Pelaksanaan afas Implementasi Sistem Akuntabillas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
dan

6) Peraluran Menteri PANRE MNomor B8 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinena Instansi Pemernintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP pada BPH Migas dilaksanakan oleh
Inspektorat Jenderal Kementertan ESDM menggunakan penilaian pada keras
kerja evaluasi dan memperhatikan lembar kriteria evaluast. Sumber data yang
dibutuhkan untuk melakukan evaluasi alas implementasi SAKIF meliputi:
dokumen Rencana Stralegis, Peranjian Kinera tahunan, Laporan Kinerja
tahunan, Rencana Kinerja Tahunan, keras kerja manitoring dan evaluas
capaian, Laporan Keuangan, dan dokumen pendukung lam yang dibutuhkan,

Peru digansbawahi bahwa evaluasi atas mplementasi SAKIP yvang dilakukan
Itjen Kementerian ESDM di tahun berjalan merupakan assessment atas
implementasi SAKIP di BPH Migas pada tahun sebelumnya. Dengan demikian,
evaluasi alas implementasi SAKIF yang dilaksanakan pada tahun 2025 akan
menilal penerapan seluruh komponen SAKIP di EPH Migas sepanjang tahun
2024 Lebih lanjut, target indikator kinerja nilai SAKIP per tahun pada dokumen
Rensira maupun Perjanjian Kinerja merupakan target nilai atas implementasi
SAKIP di tahun sebalumnya.

Hasil dar evaluasi atas implementasi SAKIF berupa nilai dengan skaka 100,
dengan kategori nilai sebagaimana Tabel 19. Komponen evaluasi atas
implementasi SAKIF meliputi:

1} PFerencanaan kinerja (bobot 30%:)

2} Pengukuran kinerja (bobot 30%);

3) Pelaporan kinerja (bobot 15%); dan

4) Evaluasi internal (bobot 25%),
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Tabel 30. Kategor Penilaian SAKIP

Eategori

Predikat

Sangat Memuaskan

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola
dengan sangat memuaskan di seluruh unit Rerja. Telah
terbentuk pemerintah yvang dinamis, adaptif, dan efisien
{Reform]. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampal level
individu.

Memuaskan

Terdapat gambaran bahwa instans pernerintah) umit kerja
dapat memimpin  perubaban dalam mewajudian
pemerintabhan  berorientasi  hagil, kKargna péngukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level Subkoordinator,

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada /5 unit
kerja, baik tu wnit kerja utama, maupun unit kerja
pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandal dengan
miulal terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam
miencapai kinerja, memiliki sistem manapemen kinerja yang
andal dan berbasis teknolog: informasi, sera pengukwran
kingrja tefah dilakukan sampai ke level Koordinator.

Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIPF sudah baik pada 15 unit
kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih
perlu adamya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta
komitmaen dalam manapemen kingra, Pengukuran Kingrja
baru dilaksanakan sampai dengan level Eselon 11 ataw unit
kefja.

Cukup (Memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik Mamum
demikian, masih periu banyak perbaikan walaupun tidak
mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Kurang

Sistem, dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan,
Belum  terimplementasi  sistem manajemen  kinerja
sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di lewvel
prusat.

Fo¥- »910 <.d 100
A, =80 5.d. 90
BB =0 s.d. B0
] =00 s5.d. 70
CC =50 s.d. 60
[ =30 5.d, 50
] =0 5.d. 30

Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekal tidak dapat
diandalkan. Sama sekall belum terdapal penerapan
manajemen kinera, perly banvak perbalkan/perubahan
yang sifatnya  sangat mendasar, khususnya  dalam
implementasi SAKIP,
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B. Evaluasi Capajan
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Gambar 24. Targe! dan Realisasi SAKIP BPH Migas Tahun 2020-2025

Evaluasi atas implemeantasi SAKIF tahun 2025 di BPH Migas dilaksanakan oleh
Iiten Kemenlenan ESDM berdasarkan Surat Penntah Inspekiur Jenderal
Kementerian ESDM Nomor 84 PriPW.ONIINIWZ025 tanggal 10 Apeil 2025
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengatur
Hilir Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan evaluasi tersabut, terbit Laporan Hasil
Evaluasi Nomor 52 Lap/PW.031R.1VI2025 tanggal 5 Mei 2025 atas implementas
SAKIP BPH Migas tahun 2025 dengan nilai SAKIP sebasar 87 45 atau masuk
dalam kategor A (Memuaskan). Capaian tersebut lebih tinggl dari targel pada
Ferjanjian Kinerja yang ditetapkan &4 dan target Rensira BPH Migas sebesar 81
sahingga capaian kinerja nilai SAKIF mencapai 104.11%. Rincian nilai per
komponen SAKIP dapat dilihat pada tabel xx dan gambar 25.

Komponen |  Bobot Nilai Evaluasi
Pﬂﬂmanaan_li_{i_m_tija 30 ET.ﬁ_{r
Fengukuran Kinerja a0 27,00
F'el_apnran Kinerja - 15 12,60
Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Internal | 25 20,25
Niiad Akuntabilitas Kinera 100 uives

- 4325 BE.55 BrAS

J071 Py 1621 FRtirE ] 2035

l-. I_' L] i 1
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Gambar 25. Rincian Mikai Implementasi SAKIP BPH Migas Tahun 2021-2025

Dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi kenaikan nilai implementasi SAKIP
sebeszar 090 poin atau 1,04%. Capaian kinerja nilai implementasi SAKIP
dipgroleh melalui berbagai upaya yang dilaksanakan BPH Migas, antara lain:

1}  Pemenuhan dokumen sesual Peraturan Menteri PANRB Momor 88 Tahun
2027,

2)  Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, antara
iain .

a. Membeniuk tim palaksana pengelolaan data monitaning dan avaluasi
kinerja organisasi dan panyusunan Laporan Kinerja BPH Migas:

b. Pemyusunan Manual IKU sebagai dasar perhilungan capaian kinerja;

. Menyusun format moniforing dan evaluasi pengisian data capaian
kinerja,

d. Moniloring dan evaluasi pengisian data capaian kinerja secara berkala
dengan mekbalkan unil terkait;

2. Penyampaian resume capaian dan hasil verifikasi mekalui Nola Dinas
kepada Kepala dan Komite BFH Migas sera unit Eselon |l terkait,

3) Melakukan reviufinformasi kinerja dan revisi dokumen Perjanjian Kinerna
sesuai peraluran dan ketentuan yang berlaku;

4} Koordinasi dengan mstansi lerkait separh Bro Perencanaan Kemenianan
ESDM terkait dengan dokumen SAKIP, Itien Kementerian ESDM terkait
tindak lanjul rekomendasi perbaikan SAKIP,

5) Pembenan reward bardasarkan capaian Kinera arganisasi;

6) Penyelarasan/Cascading penyusunan SKP di lingkungan BPH Migas
mielalui aplikasi Merindu {e-Kinera Individu);

Ty Aktf melibatkan pegawai dalam perencanaan kKinarja maupun forum-forum
diskusi dan sosialisasi rencana dan capaian kinerja; dan

B8) Meningkatkan kualilas dokumen laporan kinerja BFH Migas dengan
membandingkan capaian kinerja pada level instansi maupun nasional.

Terdapat rekomendasi dari Inspekiorat Jenderal KESDM kepada Kepala BPFH
Migas beserla seluruh jajarannya agar dapat terus meningkatkan pencapaian
AKIP dengan:

1. Malaksanakan penyempurmaan atas Indikator Kiner@a Utama agar mamenuhi
kriteria SMART, cascading secara logis dan memperhatikan kinerja bidan lian
{crosscutting),

2. Melakukan oplimalisasi penggunaan Aplikasi GOLAS dalam pengukuran
capaian kinera dan pengumpulan data kinerja;

3. Memanfaatkan informasi dalam |aporam kinerja unfuk melaksanakan
perubahan pada budaya kienrja crganisasi; dan

4, Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi AKIP dan Ien
KESDM dan KemenPaAN-RE.

Mempertimbangkan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan

BPH Migas dalam rangka perbaikan nilai SAKIP di masa mendatang, antara lain:

1) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan panerapan SAKIP sebagaimana
tercantum dalam LHE SAKIF BPH Migas Tahun 2024,

0|

Dpkumen i fafah aiandmangan secarm alskionk menggurdkan seddfikal elekirondk yang diferbidkan olieh BSrE



2) Meningkatkan mnventarisasi dokumen pendukung dalam monitoring
rencana aksi capaian kinerja;

3} Memanfaatkan aplikasl e-Kinerfa Kemenierian ESDM dalam proses
pengukuran/monitoring dan evaluasi capaian kinerja;

4)  Melakukan pra evaluasi SAKIP dengan mengundang APIP  untuk
menyamakan persepsi lerhadap butir-butir peniaian sesuai dengan
Feraturan Menteri FPANMRE Womor B8 Tahun 2021 dan lindak lanjul
rekomendasi yang disebutkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian
SAKIP BPH Migas.

. Perbandingan Nilai SAKIP BPH Migas dengan Unit Lain

Car 11 unit kera pada Kementenan ESDM, BPH Migas berhasil menduduki
posisi teratas dalam perolehan nilal SAKIP tahun 2025,

Tabel 31. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP BPH Migas 2025 dengan Unit Lain

Kementerian/Lembaga Pusat® Persentase Instansi Pemerntah yang memiliki Milai
Akuntabilitas Kinerja Baik” [Kategori "B” Keatas) tahun
2023 realisasinya adalah sebesar B2 dari 84 (97,62%)
dari target 96% untuk kementerian/Lembaga.

2025

Milai SAKIP Predikat

(5kala 100) SAKIP
Kementerian ESDM JE BO [1]:]
Sekretariat Jenderal Kementerian 82,75 &
ESOM
Inspektorat lenderal Eementerian B2.00 i
ESDM
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas B5,75 A
Bumi
Direkiorat Jenderal Mineral dan 81,80 A
Batubara
Direktorat Jenderal 86,70 A
KEetenagalistrikan
Direktorat lenderal EBTKE 86,50 A
Badan Pengembangan 500 ESDAM 86,25 A
Badan Geolog) 83,45 A
Badan Pengatur Hilir Minyak dan 87,45 B
Gas Bumi
Badan Pengeloly Migas Aceh TEO% BB

* Berdasarkan Laporan Kinerja Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur
dan Pengawasan, Kementenan PAN RB

Target dalam RPJMM terkail Perseniase Instansi Pemeriniah Pusat (K/L) dengan
Skor SAKIP “B” Ke Atas pada lahun 2024 telah tercapai sebagaimana tercanium
dalam Laporan Kinera Sekretarial Jenderal Kementerian PANRE tahun 2024,
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Predikat SAKIP Kementerian ESDM memperoleh satu tingkat lebih tinggl dari
farget nasional yakni BB sedangkan BPH Migas mendapatkan predikat dua level
lebih baik dari target nasional yaitu A,

12.Tingkat Maturitas SPIP BPH Migas

Tabel 32, Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIF BFH Migas

Targot Target -
Renstra PK PN Capaian

| 2029 | 2025 2025 2020 2021 IEDH 2023 2024 2025 e

- - 3,72 398 | 3,85 I 368 | 344 | 3488 (3,721 | 100,02 %

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinera Tingkat
Maturitas SPIP tidak menjadi indikator kinena program maupun indikator kinerja
kegiatan.

Adapun target Perjanjian Kinera 2025 memperfimbangkan realisasi capaian
tahun 2024 dimana hasil penilaian maturitas SPIF merupakan hasil penita@an
pada lingkal Kementerian,

A. Metode Perhitungan

Dalam rangka mewujudkan tala kebola pemerintahan yang balk {good
governance). diperiukan penguatan peran dan fungsi pengawasan mtern di
lingkungan Kementerian ESDM. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIF)
merupakan proses yvang integral dan berkesinambungan yang disslenggarakan
okeh pimpinan dan seluruh pegawai untuk membenkan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui efektivitas dan efisiensi kegiatan,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serla kataatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai ketenfuan, SPIP wajib
dimplementasikan oleh setiap instansi pamerintah.

Liniuk mengukur tingkat efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern dan
penerapan SPIP, diletapkan indikator kinerja Maturitas SPIP Kementerian
ESDM. Fenitaian Maturitaz SPIP  dilaksanakan secara berdahap melalui
Penilaian Mandiri oleh unit kerja dengan koordinasi Biro Organisas: dan Tata
Laksana, dilanjutkan dengan Penjaminan Kualitas cleh Aparat Pengawasan
intern Pemerintah (APIF), sera dievaluasi oleh BPKP =sesuai dengan
kewenangannya.

Sejak fahun 2023, Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandin Maturitas
Fenyelenggaraan SFIF dilaksanakan secara lerinfegrasi di  lingkungan
Kementerian ESDM, dengan tujuan uniuk menetapkan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP serla memberikan rekomendasi perbaikan dan
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian ESDM. Dasar
hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIF pada Kementerian ESDM
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adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pamenntah;

2. Peraturan Presiden Republk Indonesia Momor 122 Tahuen 2014 fentang
Badan Pengawasan Feuangan dan Pembangunan sebagaiman telah
diubah lerakhir dengan Peraturan Presiden Momor 2 Tahun 2025,

3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Momor B=-1332/0T.04/5JN. QY2025 tanggal T Agustus 2025 tentang Laporan
Hasil Penilaian Mandini Maturitas Penyelenggaraan SPIF Kemeanterian
Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024-2025;

4. Surat Deputi Kepala BPKF Bidang PIP Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman Nomar: PE.0S.02/5-872/D1/02/2025 tanggal 13 Oktober 2025
pernhal Evaluasi atas Penilaian Mandin Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025,

Penilaian Evaluasi SPIP Kementeran ESOM Tahun 2025 dilakukan dengan
tujuan:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan Penlaian Mandii  Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KESDM Tahun 2024 telah
mengacu pada Peraturan BFKP Momor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  Pamearintah
Terintegrasi pada Kementenan/ Lembaga,

2. Menetapkan nilal akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi,
Manajemen Risiko Indeks {MRI}), dan Indeks Efektivitas Fengendalian
Korupsi ([EPK);

3. Mengidentifikasi Area of improvement (Aol) dan rekomendas: alas Aol;

4. Memberikan simpulan mengenai keterhubungan anfara penyelenggaraan
SPIP pada K/L dengan pencapaian tujuan Kementerian ESDM.

Ruang lingkup Evaluasi adalah Hasil Penilaian Mandiri  Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KESDM Tahun 2025, meliputi;

a. Ewaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek:

1) Tahap persiapan yang lerdiri dari penelapan satuan kerja, pembentukan
tim asesor dan lim penjamin kualitas, dan menilai penetapan Rencana
Penitaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIF Terintegrasi besera
pemaparannya;

2} Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian
termasuk  substansi  atas  hasil  Penilaian  Mandii  Maturitas
Penyalenggaraan SPIP Terinlegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI)
dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);

31 Tahap pelaporan meliputi penentuan Area of Improvement {Aocl),
pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat asesor,
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b. Ewaluasi dilakukan sesuai dengan bukli-bukti yang telah diperoleh sejak
terbilnya surat tugas evaluasi sampai dengan panerbitan laporan evaluasi.

¢. Evaluasi dilakukan terhadap penilaian mandiri yang berdasarkan Swural
Sekretans Jenderal Kementerian ESDM Nomor B-1232/0T.04/50N. 072025
tanggal 7 Agusius 2025 penhal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM tahun 2024-2025,

d. Metode evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melaiui wawancara, observasi, dan
reviu dokumen.

B. Ewvaluasi Capaian

Hasll evaluasi atas Penilaian Mandin Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Kementerian ESOM Tahun 2025 berdasarkan Laporan Hasil
Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian ESDM oleh
BPKP berdasarkan surat nomor PE.00.03/5-01/0102/1/2026 tanggal 2 Januan
2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. HMilai uniuk Maturitas Penyelenggaraan SPIFP adalah 3,721 atau telah
memenuhl karakiensiik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
pada Level 3;

2. Milai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRl adalah 3,805 atau telah
memenuhi karakteristik MR pada Level 3;

3. HMilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korups (IEFK) adalah 3,626
atau telah memenuhi karakieristis IEFK pada Level 3,

Berdasarkan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kemenlerian Enargi
dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 telah sesuail dengan langkah-langkah
proses penilaian sebagaimana dietapkan dalam Peraturan Badan Pangawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penvelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah, Realisasi Milai Capaian SPIF Tahun 2025 mengalami peningkatan
dibandingkan dengan realizasi capaian tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihai
pada tabel berikut:
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Gambar 26, Target dan Realisasi Indeks Maturitas SPIP BPH Migas Tahun 2020-

2025
Uralan Capaian skor dan perubahan skor Penilaian Maturifas SPIF Tahun 2025
sebagai berikut:
Hasil PM yang Hasil
MNo. Fokus Penilalan dilakukan Evaluasi MaikTurun
Penjaminan Kualitas
3 gpa::.rilﬂa FPemyelenggaraan 4 581 3721 (0.860)
2 | Manajemen Risiko Indeks (MRI) 4,808 3805 | (1.001)
Indeks Efeklivitas Pengendalan
! 3 Korupsi (IEPK) 4 550 . 3686 (0, 854)

Hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan nilai Maturitas SPIP Terintegrasi
pada hampir seluruh komponen dibandingkan hasil Penilaian Mandin yang felah
dilakukan Penjaminan Kualitas, yaitu:

1. Kampaonen Panetapan Tujuan

Milai rata-rata turun dar 500 menjadi 4,50, Penurunan disebabkan oleh
masih adanya sasaran stralegis yvang belum beronentasi hasil, indikator kinerja
vang belum fepal menggambarkan cutcome dan keberlanjutan, serta target
kinerja yang belum memenuhi prinsip SMART-C.

2. Komponen Strukiur dan Proses
Milai dari beberapa sub turun dari 4,805 menjadi 3,603, Area perbaikan
utama meliputi:
a. Penegakan infegritas dan pembelajaran antikorupsi yang belum terstrukiur
dan terjadwal;
b. Pengelolaan SDM yang belum berbasis standar kompetensi jabatan dan
analisis kesenjangan kompetensi;
c. Pemanfaatan informasi risiko dalam pengambilan keputusan pempinan;
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d. Belum optimalnya evaluasi berkelanjulan atas siruklur organisasi,
pendelegasian wewenang, kebiakan pembinaan SDM, hubungan kerja
dengan mifra, serta pengendalian internal (indikator kinera, pemisahan
fungsi, otorisasi, akuntabilitas, dokumeantasi),

e. Manajemen risiko belum terintegrasi secara menyehuruh, termasuk belum
adanya kebijakan manajemean risiko tingkat kementerian, pemutakhiran nsk
register, analisis tren risiko, dan asesmen risiko korupsi,

{ Pemantauan dan evaluasi pengendalian belum ditindaklanjuti secara
optimal sehingga belum menghasilkan perbaikan berkatanjuian.

3. Komponren Pencapaian Tujuan

Terjadi penurunan pada unsur Capaian Cutcome (dar 4,00 menjadi 3,00}
akibat ketidaktepatan indikator kinerja. Penurunan signifikan juga terjadi pada
unsur Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan (dari 5 00 menjadi
1,00) karena jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK lebih dari lima
temuan pada tahun terakhir,

4. Manajemen Risiko Indeks (MR}

Skor MREI menurun dan 4,806 menjadi 3,805, Penurunan dipengaruhi akeh
kualitas perencanaan yang menyesuaikan hasil penefapan fujuan, lemahnya
kabijakan dan implemantasi manapemen risike kemifraan, kelerbatasan
kapabilitas SDM dan kepemimpinan risiko, serta outcome penanganan rsiko
vang belum oplimal.

5. Indeks Efekiivitas Pengendalian Komnupsi (IEFK)

Skor IEPK wrun dari 4,590 menjadi 3,696, Penurunan terutama disebabkan
oleh belum terstrukturnya pembelajaran antikorupsi, hasil survai inlegritas yang
masih berada pada level Waspada, serta belum oplimalnya mekanisme
pengendalian dan tindak lanjut atas hasil investigasi dan pembarian sanksi.

C. Gambaran Hasil Penilaian SPIP BPH Migas

Adapun penyelenggaraan SPIP BPH Migas guna mendukung proses
penilaian pada Kemenlerian elah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai
berikut;

1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan melakukan pengelolaan nsko yailu
melakukan identifikasi, pemetaan, dan mitigasi risko, selain fu telah
diikutsertakannya Tim Manajemen Risiko BPFH Migas pada pelatihan dan
sertifikasi Cerfified Risk Management Officer (CRMO) dan Certiffed Risk
Professional in Public Sector (CRFP) bagi para pejabat sektor publik di
tingkat pelaksana dan menengah dalam pelayanan publik yang terkai.

2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan membentuk Unit
Pengendali Gratifikasi BPH Migas, Penanganan Benluran Kapentingan, dan
aktifnya kanal pengaduan masyarakat melalul helpdesk 0812-3000-0136
dan aduan@bphmigas.go.id

3. Tercapainya Indeks Layanan Kepuasan Pelanggan BPH Migas.

4, Penerapan Maklumat Integritas BPH Migas sebagai tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Insan BFH Migas
kepada masyarakal dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau dan terukur.

Kemudian faktor pendukung maturitas penyelenggaraan 5PIP BFH Migas
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ke level "terdefinisi” atau tingkat 3 pada setiap komponen sebagai berikut:

1.

Pada komponen penatapan lujuan, BPH Migas telah memperoleh hasil yang
baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya nial SAKIP BPH Migas pada tahun
2024 dengan predikat & (Memuaskan).

Fada komponen strukiur dan proses, secara garns besar masih memeriukan
perbaikan agar hasil penilaian SPIP di ingkungan BPH Migas manjadi kelbih
baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya evaluasi organisasi BPH Migas
sebagai bagien Penguatan Kelembagaan dengan melakukan usulan
optimasi kelompok kerja pada Direkiorat Bahan Bakar Minyak dan Direktorat
Gas Bumi

Pada komponen pencapaian fujuan penyelenggaraan SPIFP di lingkungan
BPH Migas, unsur efektivitas dan efisiensi, serla ketaatan pada peraturan
telah mencapal hasii vang baik namun diperlukan penguatan data dukung
pada seliap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dalam pengendalian
di lingkungan BPH Migas.

. Sementara itu, unsur keandalan laporan keuangan dan pengamanan atas

aset dar hasil penilaian mandin Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan {PIPK) telah dinyatakan efektif dan memadai,

Dan hal kin yang felah dilakukan BPH Migas bahwa sejak tahun 2022
melaksanakan penilaian taufal Indeks SPBE dengan ditunjukkan melalui
Surat Keputusan Meteri PANRE No 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi
SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan
capaian nilai 3,57 berpredikat “Sangat Baik”

Untuk meningkatkan efektivitas panyelenggaraan SPIP, manajemen risiko,

dan pengendalian korupsi di lingkungan BPH Migas, disarankan agar:

1.

Menyusun dan melaksanakan rencana aksi atas Area of Improvemeant
pada komponen strukiur dan proses SPIP melalul koordinasi lintas unit
kerja di lingkungan BPH Migas guna menmgkatkan level maturitas SPIP
secara berkelanjutan.

Melakukan evaluasi secara berkala atas desain kebijjakan dan

implementasi pengendalian intern, termasuk pengendalian risiko Korupsi,

serta memastikan tindak lanjut perbaikan dilakukan secara konsisten

dan berkesinambungan,

Mengukur efektivitas dan manfaat pengendalian intern terhadap

pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam mendukung

pencapaian sasaran strategis BPH Migas.

Melakukan pemutakhiran Register Risike, termasuk Register Risiko

Korupsi, secara periodik dan konsisten sebagail dasar penguatan

pengendalian dan pengambilan keputusan pimpinan.

Menyempurnakan implementasi manajemen risike terintegrasi

dengan

melakukan:

a. identifikasi dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kerja
sama dan hubungan kelembagaan BPH Migas,

b. mengintegrasikan peanerapan manajamean risiko sebagai bagian
dari indikator penilaian kinerja unit kerja,
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¢c.  memantau, mengevaluasi, serta menyusun fren risiko berdasarkan
hasil pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
(RTP}) untuk menilai efektivitas pengendalian,

d. mengoplimalkan penerapan manajemen rsiko agar melekat pada
proses bisnis utama BPH Migas serla menjadi pertimbangan dalam
perencanaan strategis, perencanaan unid kera, dan pelaksanaan
operasional.

Rekomendasi alau saran yang dapatl dilakukan uniuck  perbakan
penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPH Migas adalah sebagai berkut:

1. Pengelolaan Manajemen Risiko yang dimulai dari penyusunan daflar risiko
dan mitigasi rsiko yang meliputi saluruh unit kerja dar hasil pembahasan
yang telah dilakukan, poin terendah dari seluruh komponen, unsur, dan sub
unsur dalam penyelenggaraan SPIP di BPH Migas. terdapal pada
komponen strukiur dan proses, khususnya pada unswr pendaan nisiko
diperdukan komitmen pimpinan  dalam  pengendalian dan  proses
pengambilan kebijakan. Kegiatan Penyusunan daftar risiko yang
menyeluruh di unit kerja dan mitigasi risiko diharapkan mampu untuk dapat
meningkatkan nilai penyelenggaraan SPIP pada BEPH Migas.

2. Penguatan kompeiensi bagi para asesor penilaian mandiri SPIP BPH
Migas agar lebih memahami proses penyelenggaraan SPIP secara
menyeliruh. Asesor sebagai penanggung jawab penilaian  mandin
penyelenggaraan SFIF harus dibekall dengan pengelahuan yang
mendalam akan komponen, unsur, dan sub unsur SPIP. sehingga
diharapkan mampu pula membeankan rekomendasi internal atas penilaian
mandiri maturitas SPIP.

‘Sasaran Strategis (S5-T)
Organisasi yang Fit dan SDM BPH Migas yang Unggul

Sasaran Strategis-7 didukung dua indikator, yaitu Indeks Profesionalitas ASN BPH
Migas dan Nilal Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

13.Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas
Tabel 33, Capaian Kinera Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas

Target Target
Renstra FK Realisas] Capaian

T T
2028 = 2025 2025 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2026 ohey

I 85 as,zz|m.n? B4.78 | 9161 | 8645 | B7.26 | 102.66%

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja IP ASN BPH
Migas tidak menjadi indikator kinefa program maupuni menjadi indikator kinerja
kegiatan.
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Adapun Penyesuaian larget Perjanjian Kinerja 2025 dengan memperdimbangkan
realisasi capaian Tahun 2024 dimana hasil penilaian P ASN BPFH Migas
merupakan hasil penilasian pada masing-masing tingkat satuan kerja di
lingkungan Kementerian ESDM,

A. Metode Perhitungan

Sumber Daya Manusia (SDM) di ingkungan Bwokrasi harus dapal mengikuli
perkembangan arganisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur
Sipil Megara (ASN) yang professional. Profesionalitas ASN merupakan kunci
keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagal pelaksana kebijakan
publik, pelayan pubkk, sera perekat dan pemersatu bangsa. Uniuk mengetahui
lingkat profesionalitas ASN maka perlu diakukan pengukuran yang menghasikan
peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASM dengan manggunakan
kritena tertentu sebagai standar profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas
ASM berdasarkan kesesuaian kualifikas), kompetensi, kinera, dan kedissplinan
pegawal ASN dalam melaksanakan tugas |abatan. Pengukuran IP ASN akan
digunakan sebagal dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan
profesicnalisme ASH serla penilaian Reformasi Birokras).

Pengelolaan sumber daya manusia (SOM) aparatur yang berpedoman pada
prinsip meritokrasi saat ini memerlukan data yang akurat dan reliabel yang
menggambarkan tingkat profesionalitas ASN, Data tersebut saal ini dapat
diperoleh salah satunya dar hasil pengukuran I ASN yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaiur dan Reformasi
Birckrasi (PerMenPANRB) Nomor 38 Tahun 2018 bahwa indeks profesionaiitas
ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kuaktas ASN berdasarkan
kesesuaian kualifikas: pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai
dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui indeks profesionalitas ASN,
diharapkan lingkal profesionalitas ASN BPH Migas sabagai pelayan publik terus
meningkat dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Berikut ini Komponen-kompeonen Dimensi Indeks Profesionalitas ASN. di
antaranya:

Dimensi Kualifikasi (bobot 25%:)
1) Dimensi Kualifikasi (bobot 25%)

Dimensi Kualifikasi merupakan rwayat pendidikan formal terakhir yang
dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggl sampal jenjang
terendah. Pengukuran pendidikan ASN pada dimensi kualifikasi mendapatkan
bobot maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) poin, vang sesuai dengan surat
Plt Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 4 1200B-BM.02.01/50/K 2024
tanggal 20 Juni 2024, disesuaikan perhitungannya sesuai dengan ketenivan
berikut:

a. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai sesuai dengan syarat jabatannya,
maka akan mendapatkan nilal sebasar 20 pain;

Pl |

Dokumen i fadah ditandalangany Secara elekirank menggurakan Sediffal elekirondk yang diterbidkan oleh BSE



b. Jika pendidikan vang diperoleh pegawai di alas syarat jabatannya, maka
akan mandapatkan nilai sebesar 25 poin;

¢, Jika pendidikan vang diperaleh pegawal di bawah syaral |abatannya,
maka akan mendapatkan nilai sebesar 10 poin;

2) Dimensi Kompetansi (bobot 40%)
Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang lelah
dilaksanakan pegawai, baik itu diklal kepemimpinan, fungsional, teknis, dan
zeminar. Dimensi kompetensi memiliki bobot 40 {empat puluh) poin datam
pengukuran 1P ASH tahun 2025, yang terdini atas 2 komponan utama yaitu:

a. Predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, dengan
bobol maksimal sebesar 25 {dua puluh ima) poin, dengan keteniuan

sebagai benkut;
Predikat Kinerja | Bobot Dasar
Sangat Baik 25
Baik 20
 Butuh Perbaikan | 25
Kurang 10
Sangatkurang | 9

Dengan dijadikannya predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan
kompetensi, diasumsikan bahwa apabila pegawai mendapatkan predikat
kinerja baikisangat baik, maka pegawai tersebut dinyatakan telah memiliki
kompetensi pada jabatan yang didudukinya, walaupun pegawail tersebut
tidak mengikuti pengembangan kompetensi pada fahun  berjaian,
Sebaliknya, jumiah pengembangan kompetensi yang ditkuti pegawai tidak
sefalu mencerminkan profesionalitas pegawai tersebut, apabila tidak
sajalan dengan capaian predikat kinarja yang diparolehnya.

b. Pengembangan kompelensi sesual dengan Peraturan Lembaga
Administrasi Megara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Megeri Sipil, dengan bobot maksimal sebesar 15
{lima belas) poin. Ketentuan pembaobotan pada komponen pengembangan
kompetensi diatur sebagai berkut:

a) Diklat Struktural bagi Pejabat Strukiural

bl Berupa penyertaan diklat kepemimpinan bagi pejabat strukiural sesuan
dengan jenjang |abatannya, dengan bobot sebesar 10 poin jika
memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi.

c} Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional PNS dan PPPK

d) Berupa diklat fungsional bagi Pejabal Fungsional sesuai dengan yang
digyaratkan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional
dengan bobol sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak
memenuhi. Bagi jabatan fungsional yang tidak disyaratkan diklat
fungsional, digantikan dengan surat keierangan yang menyatakan
bahwa jabatan fungsional tersebut fidak mensyaratkan diklat
fungsional.

e} Diklat Teknis bagi Pelaksana
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f} Merupakan diklal tekns wajib bagl pelaksana vang mendapalkan
bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi,
Khusus untuk pengukuran tahun 2024, dikiat 20JF yang telah dikufi
oleh pelaksana, dapal diakui 3ebagai diklat teknis bagi pelaksana

g} Pengembangan Kompetensi lainnya

h} Pengembangan kompetensi berupa Diklat 20 JP, Seminar,
Expenmental Learming, Social Learning, dan Formal Learning, dengan
bobot maksimal sebesar 5 (lima) poin yang dibagi atas:

- Pengembangan kompetensi bagi PNS, dihitung secara
proporsional dengan jumlah jam palajaran minimal sebesar 20 jam
pelajaran.

= Pengembangan kompelensi bagi PPPK, dhilung secara
proporsional dengan jumlah jam pelajaran minimal sebesar 24 jam
pelajaran,

3y Dimensi Kinerja (bobot 30596

Merupakan indikalor penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja
pegawai melputi aspek sasaran kinera pegawai dan perlaku kerja. Bobof
dimensi kinerja adatah 30 poin. Pada tahun 2025, dengan mengacu kepada
Feraturan Menteri PANRB Momor 6 Tahun 2022 tenfang Pengelolaan Kinerna
ASM, maka hasil penilaian kinera pegawal dibagi atas 3 kategori yaitu: Diatas
ekspekiasi, Sesuai Ekspaktasi, dan Dibawah ekspektasi. Dalam pengukuran
mandin I[P ASN Kementerian ESDM dilaksanakan penyesuaian bobol nilai
SKP pegawai dimana Diatas Ekspektasi disetarakan dengan kategor Sangat
Baik, Sesuai Ekspekiasi disetarakan dengan kategori Baik, dan Dibawah
Ekspektasi disetarakan dengan kategon Cukup.

4} Dimensi Disiplin {bobot 5%)

Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
pegawai, Apabila pegawai ferkena hukuman disiplin, akan dihitung selama 1
(satu) tahun terakhir. Bobol dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai
profesionalitas.
a) Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin (bobot 5% dan
by Pernah Terkena Hukuman Disiplin, dengan kriteria:

# Ringan (bobot 3);

» 3Sedang (bobot 2); dan

« Berat (bobot 1).

Dari hasil penilaian masing-masing koemponen fersebul akan dihasilkan 1P-
A5SN dengan skala 1 s.d. 100 dan predikat Sangat Rendah hingga Sangat
Tinggi. Kriteria predikat IP-ASN dapat dilihat pada Tabel 27

Tabel 34, Predikat Penilaian IP- ASN

91 - 100 Sangat Tinggi
81-90 Tinggi
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71-EBD Sedang

B1-70 Rendah
0 —60 Sangal Rendah

2. Evaluasi Capaian

Fada Tahun 2025, pengukuran IP ASN BPH Migas dilaksanakan melalui
pengukuran mandin yaitu melalui aplikasi SIPEG Kementerian ESDM, dan
melalui pengukuran final pada Sistemn Informasi ASN (51 ASN) BEKN. Realisasi
P ASM EPH Migas Tahun 2025 pada aplikasi
htips-iingantor esdm.go.kdisi appiipasn (status 31 Desember 20235)
mencapai 87,26 dengan kategori Tinggi dan persentase capaian kinerja
sebezar 102,67%. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan
dengan realisasi IP ASN Tahun 2024 yvang sebesar 86,45, sebagamana
ditunjukkan pada gambar berikut:
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Gambar 27. Target dan Realizasi IP-ASN BPH Migas Tahun 2020-2025

Adapun capaian Indeks Profesionalitas ASN BPH Migas tahun 2025 dapat
dirinci sebagai berikut:

IFASH TAHUN 2025

' e R o Nilal Kinerja | Nilal Disiplin | Total IP ASN

No Uinit Pondidikan Kom
| Cap. | GAP | Cap. | GAP | Cap. | GAP | Cap. | GAP | Cap. | GAP

1 | BPHMigas | 2339 | 161 | 3274 | T26| 2614 | 386| 500| 00D | 87,26 | 1274

Berdasarkan label diatas, dimensi kualifikasi Pendidikan telah mencapai
nilai sebesar 23,39 dengan GAP 1,61 menunjukkan bahwa secara umum
tingkat pendidikan ASMN BPFH Migas telah mendekati standar yang
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dipersyaratkan. Hal ini mencerminkan kesesuaian antara latar belakang
pendidikan ASN dengan kebutuhan jabatan yang diemban, meskipun
masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan keselarasan
kualifikasi secara lebih optimal
Dimensi kompetensi memperoleh capaian nilai 32,74 dengan GAP 726
Dimensi ini memiliki bobot pengukuran terbesar dalam IP ASN, sehingga
menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai IP ASN secara
keseluruhan. GAP yang relalif lebih besar pada dimensi kompelensi
menunjukkan masih perfunya penguatan kompetensi ASN melalui
peningkatan pelatihan, pengembangan kapasitas, serla pemenuhan
standar kompetensi jabalan agar profesionalitas ASN dapal terus
ditingkatkan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada dimensi kinerja, capaian nilai sebesar 26,14 dengan

GAP 3.86 menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja ASN BPH Migas telah

berjalan dengan baik, namun masih terdapat potensi peningkatan dalam

pencapaian target kinerja individu dan unit kerja. Optimalisast sistem
manajemen kinera dan penyelarasan sasaran kinera dengan ftujuan
organisasi diharapkan dapal memperkecil GAP pada dimensi ini.

Sementara itu, dimensi disiplin menunjukkan capaian nilai 5,00 dengan

GAP 0,00, yang menandakan bahwa tingkat kepatuhan ASN BPH Migas

terhadap ketentuan disiplin telah terpenuhi secara optimal. Capaian ini

mencerminkan konsistensi ASMN dalam mematuhi aturan kehadiran, jam
kerja, serta ketentuan kedinasan lainnya

Secara keseluruhan, hasil pengukuran IP ASN Tahun 2025 menunjukkan

bahwa penguatan dimensi kompetensi dan kinena menjadi fokus utama

dalam upaya peningkatan profesicnalitas ASN BPH Migas ke depan,

Peningkatan pada kedua dimensi tersebut akan memberkan dampak

signifikan terhadap kenaikan IP ASN secara menyeluruh, mengingat

besarnya bobot dan kontribusinya dalam struktur pengukuran IP ASN.

Dalam rangka peningkatan Indeks Profesionalitas (IP) ASN BPH Migas

Tahun 2025 fokus perbaikan diarahkan pada penguatan dimensi

kompetensi, kinerja, kualifikasi pendidikan, dan disiplin. Mengingat predikat

kinerja menjadi bagian dari penilaian kompetensi, diperlukan peningkatan
peran pimpinan dalam melakukan pembinaan kinerja pegawal secara

berkelanjutan sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022

Selain itu, peningkatan kualifikasi dan kompetensi ASN dilakukan melalui

penyertaan tugasviv belajar serta pengembangan kompetensi berbasis

pendidikan dan pelatihan, baik kepemimpinan, fungsicnal, teknis, maupun
seminar sesuai bidang keahlian. Upaya tersebut didukung diantaranya
dengan:

1. BPH Migas telah melaksanakan pelatihan bagi pejabat fungsional
sejumlah 72 (tujuh puluh dua) pegawai Jabatan Fungsional dengan
mengusulkan kepada Kepala PPSDM Aparatur BPSDM ESDM
Kementerian ESDM melalui surat Surat Sekretaris BPH Migas Nomor T-
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343/DL.05/'SBPH/2025 Tanggal 3 Juni 2025 hal Permohonan Pelatihan
Jabatan Fungsional;

2. Optimalisasi pelatihan daring dan webinar, baik secara mandiri maupun
melalui BPSDM Kementerian ESDM metode pembelajaran pelatihan
online OSL melalul Portal hitps./ingantor esdm. go id/training yang dapat
dikuti oleh seluruh ASN BPH Migas sehingga terpenuhinya kewajiban
pengembangan kompetensi minimal 20 JF,

3. Merumuskan rencana Pelatihan dan Uji Kompetensi Mandin Jabatan
Fungsional bersama dengan Biro SDM KESDM dan PP5DM Aparatur
BPSOM ESDM,

Kemudian yang menjadi perhatian lainnya bahwa nilai kompetensi

berdasarkan nilai SKP dengan Predikat "Sangat Baik” akan memberikan

dampak penilaian |[F ASN lebih baik yaitu demgan mendorong kepada
pimpinan dan seluruh pegawai agar berkinerja sangat baik dengan
membenkan kontnbusi pada capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi

BPH Migas.

Di sisi lain, peningkatan dan pemeliharaan dsiplin pegawai terus dilakukan

secara konsisten sesuai PP Momor 84 Tahun 2021, sebagai upaya

menjaga profesicnalitas ASN dan mendukung peningkatan IP ASN BPH

Migas secara berkelanjutan.

14.Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

Tabal 35 Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas

Target Target ;
PK Realisasi Capaian

2025

2029 | 2025 2025 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

! - 745 60,09 | 74,14 | 74,13 | 74,13 | 74,53 | 74,53 100,04%

Fada Rencana Stralegis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Mikai Evaluasi
Kelembagaan BPH Migas fidak menjadi indikator kinerja program maupun
indikator kinerja kegiatan,

Adapun target Pepanjian Kinerna 2025 mempertimbangkan realisasi capaian
Tahun 2024 dimana hasil penilaian Evaluasi kelembagaan berlaku uniuk 3 (figa)
tahun sasuai dengan kelentuan Paraturan Mentari PANRE Momor 20 Tahun 2018
tentang Padoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah dengan penilaian
yang telah dilakukan pada tahun 2024,

&, Metode Perhitungan

Evaluasi kelembagaan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk
menilai kinerja dan efektivitas sebuah instansi pemernintah. Penyusunan dokumen
evaluasi kelembagaan menjadi salah satu langkah sirategis dalam memastikan
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bahwa seliap institusi publik dapal menjalankan lugas dan fungsinya dengan
optimal sera berkontribusi pada pencapaian fujuan pembangunan nas:onal
Tujuan ulama dan penyusunan dokumen evaluasi kelembagaan adalah uniuk
mengefahui sejavh mana lembaga tersebul efekil dalam mengalankan tugas
pokok dan fungsinya (tupoksi),

Evaluasi ini juga mehhat faktor-faktor infernal dan ekstemnal yang mempengaruhi
kinerja lembaga serla mencari solusl perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian
penyusunan dokumen evaluasi kelembagaan memeriukan pendekatan yang
komprehensif dan partisipatif. Adapun proses penilaian evaluasi kelembagaan
berpedoman pada Peraturan Menter PANRE Nomor 20 Tahun 2018 fentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan
instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi BPH Migas
dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses
organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategsnya.

Sumber data uniuk mengukur nilai evaluasi kelembagaan dipercheh dari hasil
survel kuesioner terstrukiur berdasarkan indikator. Penilaian dilzaksanakan oleh
tim penilai intermal BPH Migas melalui Tim Evaluasi yang dibeniuk berdasarkan
Keputusan Sekretaris BPH Migas Nomor 94/KPTSHABPH MIGAS 2024 langgal
26 Agustus 2024,

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah mencakup dua dimensi
pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi Dimensi strukiur
mencakup tiga sub dimensi, yailu Sub Dimens Kompleksitas, Sub Dimensi
Formalisasi, dan Sub Dimens Sentralisas, Dimensi proses organisasi mancakup
lima sub dimensi, yailu;
1) Sub Dimensi Keselarasan (Alignment), dengan indikator:
a) Keterkaran sasaran siraleges organisasi dengan visi, fujuan dan misi
organisasi;
bl Keterkaitan proses kerja dengan sasaran sirategis crganisasi;
c) Keterkaitan proses kerja dengan struklur organisasi;
d} Harmonisasi proses kerja secara veriikal dan horzontal, dan
g} Pendokumentasian proses kerja.
2} Sub Dimensi Tata Kelola (Governance) dan Kepatuhan (Compliancg),
dengan indikator
a) Kesesuaian strukbur organisasi dan tata kerna dengan ketenfuan yang
berlaku;
b} Kejelasan pemetaan kepenfingan dar para pemangku kepentingan
yang terdapat di dalam strukiur organisasi;
¢l Transparansi informasi di dalam pengambilan kepuiusan kepada
pihak-pihak yang fedibat dalam proses pengambilan keputusan,
d) Akuntabilitas di dalam wujud kejelasan strukiur, fungsi dan peran/
tanggung-jawab;
e] Responsibiitas mekanisme perfanggungjawaban dan pelaporan;
fi Independensi setiap fungsi di dalam struklur sesual dengan
kewenangannya, dan
g) Perlakuan yang proporsional sesuail dengan kedudukan, fungsi, dan
peran seliap elermmen di dalam strukiur organisas:.
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3} Sub Dimensi Perbaikan dan Penmngkalan Proses, dengan indikator:
a) Ewaluasi metode kera; dan
by Pembaharuan metode kerja.
4} Sub Dimensi Teknologi Informasi, dengan indikator:
a) Kecukupan kebijakan teknologi informasi;
b} Rancangan arsitektur teknologi informasi; dan
¢l Pemanfaatan teknologi mformasi
5) Sub Dimensi Manajemen Risiko, dengan indikator:
a) Budaya risiko. dan
by Kematangan penerapan manajemen rsiko

Bobot penilaian uniuk masing-masing dimensi dan sub dimensi evaluasi
kelembagaan, yailu:
1) Dimensi Struktur Organisasi, mempunyai bobot 50%, dengan rincian bobot
masing-masing sub dimensi sabagai berikut:
a)l Sub Dimensi Kompleksitas: 25%;
b} Sub Dimensi Formalisasi: 12 5% dan
c) Sub Dimensi Sentralisasi: 12,5%.
2] Dimensl Proses, mempunyai bobot 50%, dengan rincian bobot masing-
masing sub dimensi sebagai berikut:
a) Sub Dimensi Keselarasan (alignment): 10%;
b} Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan (govermance and
complamee): 10%:;
2l Swb Dimensi Peningkatan dan Perbakan Proses: 10%;
d} Sub Dimensi Teknologi Informasi: 10%:; dan
2l Sub Dimensi Manajemen nsiko: 10%,

Dari penilaian seluruh dimensi dan sub dimensi evaluasi kelembagaan maka
dipercleh nilai evaluasi kelembagaan pada rentang 0 s.d. 100. Jika nilai evaluasi
kelembagaan mendekati 100 maka sirukiur dan proses organisasi fergolong
sangal efektif. Sebaliknya. semakin nilai evaluasi kelembagaan mendekati 0
mencerminkan struktur dan proses organisasi ferngolong idak baik atau tidak
efektif. Kriteria penilaian evaluasi kelembagaan dapal dilinat pada Tabel 29.

Tabel 35, Krileria Penilaian Evaluasi Kelambagaan

" bl Fii CRNLE ]
- hl..ml:li‘:“!:!‘a:l Bangpai sfwkid

B. Evaluasi Capaian
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Penilalan evaluasi kelembagaan di lingkungan Kemenierian ESDM dilaksanakan
satiap tiga tahun sekali dengan penilaian terakhir terlaksana di tabun 2021, Nilai
evaluasi kelembagaan BPH Migas di tahun 2021 sebesar 74,13, Nilai tersebut
kemudian digunakan sebagai realisasi hingga tahun 2023

Fada tahun 2024, Kementenan ESOM kemball mataksanakan penilaian evaluasi
kelembagaan yang harus dilkuti juga dengan penilaian mandiri oleh setiap unit
Eselon | lermasuk BPH Migas. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, nilai evaluasi
kelambagaan BPH Migas tahun 2024 mencapai 74,53 dari target nilai evaluasi
sebesar 74,5 dan dipergunakan sampai dengan 3 (tiga) tahun sampai dengan
tahun 2026.

Dengan nilai tersebut, persenfase capaan kmera nilal evaluasi kelembagaan
mencapai 100,04%. Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi nilai evaluasi
kelembagaan tersebut naik sebesar 0.5 poin. Mengingat penilaian evaluasi
kelembagaan dilaksanakan per tiga tahun, maka capaian ini telah memenuhi
target jangka menangah sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersedia pada

Gambar 28,
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Gambar 28. Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun
Z2020-2025

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakalan pengisian kKuesionar yang
dilakukan bersama wakil unit utama di lingkungan Kementerian ESDM serta
mengacu pada Peraturan Menten PANRE Momor 20 Tahun 2018 diperoleh
rincian hasil penghitungan evaluasi kelembagaan BFH Migas sebagaimana Tabel
37 dan Gambar 29,

Tabel 37. Rincian Penilalan Evaluasi Kelembagaan BPH Migas Tahun 2024-2026
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DIRE ME JK
Kompleksitas 15341 I

Formalisasi B.9286 29
Sentralisasi "gars " 2%
TOTAL 33,684 33%
Alignment 8135 1%
Governance and Compliance  B9286 1%
Perbaikan dan Peningkatan Proses y 7.5 £ 2556
Manajemen Risiko 83333 17%
Teknokgi Organisasi IT g 2%
TOTAL “s0887° 18w

Peringkat Komposit : 74,53

Kemudian hasil grafik radar dalam membernkan infermasi yang labih analilis
tentang kandisi orgarsas) dan sis1 masing-masmg dimenst dan subdimans: yang
dgunakan dalam evaluas ditampllkan sebagal berkut

Gambar 29, Grafik Radar Penilaian Evaluaszi Kelembagaan BPH Migas Tahun
2024-2026

B.1. Analisis

Aspik-aspak yang dievaluasi melput indikator-indikater yang terkandung di
dalam masing-masing dimansi dan subdimeansi. Keseluruhan indikator lersebut
lzrangkum dengan lermuan sebagan bankul

1} Deviasi Tertinggl

Fada Dimensi Siruktur didapati terdapat deviasi terlinggi (gap) sebesar 39%
dengan nilai tertinggi pada Sub Dimensi Kompleksitas yang memiliki skor nilai
15,34 dengan penjelasan bahwa organisasi BPH Migas mamiliki kompleksitas
yvang imggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas
difunjukan pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada
sualu  organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin  dibutuhkan
koordinasl, konirol, dam komunikasi yang efekiif bagi und-unil yang ada
sehingga para pimpinan bisa memashkan bahwa sstiap unit bekena dengan
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baik dengan di dukung oleh Kekuatan Sumber Daya Manusianya.

Hal ini menjadi perhatian dengan masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan
diantaranya:

a. Masih terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang terbatas
datam jenjang karir dan kebutuhan arganisasi dengan beban lugas (Analisis
Beban Karja),

b. Masih adanya aturan perundangan yang baru ferkait oganisasi dan
kebijgkan sektor ESDM  sangal mempengaruhi  kebijakan dalam
penambahan'pangurangan strukturijabatan;

¢. Tugas dan Fungsi Unil Kera tidak dapat dilaksanakan maksimal, karena
adanya penyederhanaan birokrasi, Transformasi jabatan struktural menjadi
Jabatan Fungsional;

d. Saal ini dalam Peta Jabalan BPH Migas, pada Dwekioral Teknis hanya
terdapal Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang menjalankan roda
Organisas,

Berdasarkan kelemahan tersebul, diperfukan upaya unluk penguatan
sumber daya manusia dengan cara;

a. Memperluas fugas, peran dan jabatan sesuai dengan Tusi BFH di dalam
arganisasinya,

b. Menyesuaikan Analis Beban Kerja (ABK) sesuai kebutuhan.

Sehingga BPH Migas memeariukan tindaklanjut uniuk mengajukan revisi ternadap
Kepulusan Menteri ESDM Momor 263 Tahun 2021 Tentang Peta Jabatan BPH
Migas.

2) Deviasi Terendah

Fada Dimensi Proses didapati terdapat deviasi terendah {gap) sebesar 11%
{pengertian Nilai Positil) dengan nilai terendah pada Sub Dimensi Tata Kelola dan
Kepatuhan memiliki skor nillai 8.929 dengan penjelasan bahwa Tata kelola
{governance) dan kepatuhan (compliance) yang dimaksudkan untuk memastikan
apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan
dan menjalankan peran sesuai dengan strukiur yang disepakati dan berlaku di
organisasi

Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan BPH Migas
telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (governance) yang mencakup
transparansi, akuntabilitas, responsibiitas, independensi (kemandirian), dan
kewajaran (fairness) dengan ditunjukkan dengan uraian sabagai berikut:

a. BPH ielah memik proses bisniz dengan dierbitkannya Suraf
Keputusan Kepala BPH Migas Momor 131/EPTS/EABPH
MIGAS/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Peta Proses Bisnis:

b. Padamanajemen teringgi telah di susun Kode Elik Komite BPH Migas
melalui Peraturan Kepala BFH Migas Momor 3 Tahun 2013 dan di level
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pegawai terdapat Kode Etk Pegawal BPH Migas malalui Peraturan
Kepata BPH Migas Momor B47/Kpla/Ka'BPH Migas/2011;

c. BPH Migas telah mengidentifikasi Peran dan Harapan pemangku
kepeniingan (Stakehalders),

d. Proses Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hukum, Manajemen
Pangalolaan Kepegawaman sudah menggunakan aplikasi elekironik.
dan BPH Migas menyusun aplikasi 5ILVIA dalam mendukung Tugas
dan Fungsi sektor Hilir Migas.

B.2. Tantangan Penguatan Kelembagaan BPH Migas

Indonesa memiliki potensi yang besar dalam pemaniaatan minyak dan gas
bumi, terutama dari sektor hilir. Berdasarkan Undang-Undang (UL} Nomor 22
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang secara gans besar mengatur
tentang usaha hulu dan hilr migas, Namun seirng perkembangan zaman,
Undang-Undang fersabut terfokus terhadap usaha hulu yang mengutamakan
eksplorasi dan eksploitasi. Selain tu, meskipun felah ferdapat pangaturan,
perkembangan-perkembangan pada sektor hilir, misalnya perkembangan
usaha penunjang, permintaan insentf dan lain sebagainya belum dapat
diakomaodasi. Adanya keterbatasan pengaturan yang lidak diakomodasi oleh
peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan suatu ketidakpastian
hukum terhadap sektor hilir,

Untuk melaksanakan amanal Undang-Undang Nomar 22 Tahun 2001,
FPemeriniah kemudian menetapkan PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan
Fengatur Fenyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan as Bumi Melalui Pipa yang kemudian diubah dengan
PP No. 49 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa
Badan Pengatur merupakan lembaga pemeniniah yang dalam melaksanakan
fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen dan berftanggung jawab
langsung kepada Presiden. Artinya, dalam melaksanakan fungsi dan lugasnya,
Badan Pengalur tidak dapal dipengaruhi atau terlepas dari pengaruh
kekuasaan pengaruh dan kekuasaan pemerintah sera pihak lain.

Tugas berat itu berdasarkan Pasal 8 UU No. 22 Tahun 2001, BPH Migas
lahir karena dibuluhkannya suatu Badan Pengalur guna mengatur, menetapkan
dan mengawasi: (1) ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak, (2)
cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional, (3) pemanfaatan fasilias
pengangkulan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak, (4) tarif pengangkutan
Gas Bumi melalui pipa, (5) harga gas bumi unfuk rumah tangga dan pelanggan
kecil. sera (8) pengusahaanm Transmisi dan Distribusi Gas Bumi. Tugas
tersebut menjadi tambah beral kelika kebijakan salu harga diberlakukan di
seluruh wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peningkatan hilirisas: terhadap seklor migas sebenarnya telah diatur sejak
fahun 2004 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2008
sebagal dasar pengaturan lebih lanjut mengenai usaha pengolahan,
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pengangkulan, penyimpanan dan niaga migas. lsu-isu strategls dalam sektor
hilir migas merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks sehingga
membutuhkan analisis yang dikelompokkan menjadi beberapa kajian,

Selain itu, BPH Migas sebagai lembaga indepanden yang diberikan
kewenangan untuk melaksanakan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1845, pada
kenyataannya memiliki kewenangan yang cukup terbatas.  Salah satu
penyebabnyva adalah karena fungsi pengawasan yang tidak terintegrasi dengan
baik, ditambah lagl tidak teradi desentariisasi fungsi pengawasan ke crgan
terbawah. Undang-Undang WNomor 22 Tahun 2001  menghendaki
penyelenggaraan usaha migas yang berasaskan ekonomi  kerakyatan,
keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan. pemerataan, kemakmuran
bersama dan kesejghleraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan
kepastian hukum seria berwawasan ingkungan

Salah satu kajan terkait Kejelasan Tugas dan Fungsi Pengawasan BPH
Migas Beserta Rekomendasi Organisasi dam Kebutuhan SOM. Dalam isu
tersebut lembaga BPH Migas selaku badan pengatur memiliki peran pemnting
dalam tata kelela hilir migas. Agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar
Minyak dan Gas Bumi vang ditelapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh
wilayah Megara Kesatuan Fepublik Indonesia. Peran tersebul diprediksi akan
bertambah besar seiring dengan berkembanganya sektor hilir migas sehingga
memunculkan sualu analisis untuk melakukan review terhadap kewanangan
yvang telah dibernkan dan independensi uniuk lembaga tersaebutl,

Diperlukan peangaturan atas BPH Migas sebagai salah satu lembaga yang
manyusun rencana induk distribusi BBM dan gas bumi yang berorientasi pada
karakier negara Indonesia sebagal negara kepulauan, Dengan demikian,
berdasarkan isu-isu  yang telah dipelakan, perlu dibuat kajian  agar
permasalahan strafegis vang telah terjadi di seklor migas tidak teringgalkan
dalam RUU Minyak dan Gas Bumi kedepannya. Pengakomodasian daripada
isu-isu strategis diharapkan dapat membawa tata kelola hilir migas yvang lebih
baik secara regulasi dan kelembagaan

B.3. Penguatan Kelembagaan BPH Migas Tahun 2025

Tugas dan fungsi BPH Migas termasuk kategori Sangat Tinggi, baik risiko
yang berkaitan dengan manajemen, teknis, implementasi hukum  dan
kontrakiual, ekonomi dan keuangan, maupun situasi sosial dan paolitik, sehingga
periu disertal dengan penguatan kelembagaan yang sangat tinggi pula dalkam
menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Selain itu, lingkungan
strategis BFH Migas berubah seiring dengan:

1. Pergantian Pimpinan {Komite BPH Migas) setiap 4 (empat) tahun,

2. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang mempengaruhi ruang
lingkup BPH Migas (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri ESDM. Peraturan Menyeri PAN dan RB, dan
lain-lain yang berkaitan dengan sector hilir migas);

3. Perubahan Program-Program Strategis Masional dan Penugasan kepada
EFH Migas.
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Menjawab fantangan lersebul, penguatan kelembagaan selama tahun

2025 diantaranya:

1.

Membual organisasi lebih Agite dan Fleksibel untuk menghadapi setiap
perubahan yang terfadi pada hngkungan kera, Stakeholder maupun
Peraturan Perundang-Undangan yaitu dengan melaksanakan
evaluasi organisasi dengan usulan optimasi fungsi kelompok kerna
pada Direktorat Bahan Bakar Minyak dan Direktorat Gas Bumi
sehingga telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian ESDM Momor 1442 K/OT.01/SIN.P2025 tanggal 31
Desember 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretarial
Jenderal Kementerian ESDM MNomor 57 K/OT.01/SJIN H/Z2023
Tentang Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator
di Lingkungan Sekretariat dan Direkiorat Pada Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi.

Memperkuat dukungan Sumberdaya manusia dalam seliap jabatan
yang mengerti spesifikasinya akan meningkatkan kinena dan
efeklivitas organisasi melalui perhitungan kembali beberapa
kebutuhan Analisis Beban Kerja bagi Jabatan Fungsional yang ada
di lingkungan BPH Migas seperti. Analis Pengelolaan Keuangan
APBN, Analis Anggaran, Analis Kebijakan, dan merespon terhadap
kemunculan jabatan fungsional baru yaitu Jabatan Fungsional
Penata Kelola Informatika Sistem Peamernintahan Berbasis Elektronik
(FeMNa SPBE) yang disampaikan kepada Biro Organisasi dan Tata
Laksana untuk diterus sampaikan kepada instansi pembina jabatan
fungsional masing-masing.

"I;a:wq}humrn Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran Strategis-8 didukung satu indikator, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi BPH

Migas.

15.Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas

Tabel 32, Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BFH Migas

Target
Flnrls_'l:rl )

2029 | 2026

Target

BK Realisasi

Capaian

2025 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 e

85 TI".'Illll 71,52 | 66,99 | 86,90 | 34,01 | 8580 | 100,94%

Pada Rencana Strategis BPH Migas 2025-2029, indikator kinerja Indeks
reformasi Birokrasi BPH Migas tidak menjadi indikator kinerja program maupun
indikator kinerja kegiatan.
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Adapun target Perjanjian Kinerja 2025 mempertimbangkan realisasi Nilai RB
Kementerian ESDM tahun sebelumnya.

A, Metode Perhitungan

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika
kompieksitas global yang menyebabkan tuniutan masyarakat yang semakin
tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemenniahan matalui BB yang berkualias
pada akhirnya adalah unlik mempercepal tercapainya Pembangunan Magional,
Dengan kata lain, RE merupakan sebuah instrumen alat (loals) dalam rangka
percapatan pencapaian prioritas kerja Pembangunan Nasional.

RB adalah upaya untuk melakukan pembaharean dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Secara umum, tujuan dan sasaran
akan diarghkan unfuk menjawab isu tata Kelola pemeriniahan yang belum
berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya
tindak pidana korupsi yang tenadi, kualfas pelayanan publik yang belum prima,
serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain, Strategi yang akan digunakan
untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi
digital yvang lincah, kolaharatil dan akuntabel, didukung dengan budaya brokrasi
yang berorentas kinera dan pelayanan, sertda individu ASH yang lebih
profesional,

Semakin tinggi nilai Indeks RE, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata
pemenntahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas
Adapun pihak-pihak yang ferlibat dalam penilaian IRB pada Kementerian ESOM
adalah Sekretariat Jenderal c.q Biro Organisasi dan Tata Laksana (Oriala)
sebagai koordinator palaksanaan Implemeantasi RB, APIP KESDOM (Hjen KESDM)
sebagal penjamin kualitas dan penilaian Mandiri, dan unit kerja di lingkungan
Kementerian ESDM sebagai penerap RB.

Proses pelaksanaan Evaluasi RB tahun 2025 menggunakan instrurnen kebijakan
yang secara teknis diatur di dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mo 1822024 Tentang
Petunjuk Tekniz Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Secara garns basar
pelaksanaan evaluasi RE fersebutl tidak mengalami banyak perubahan dan
proses evaluasi RB yang telap berfokus pada pengukuran dampak nyata kepada
masyarakat dari program-program RE.

FPelaksanaan BB saat ini ditekankan pada 2 (dua) hal, yaitu:

1} Pelaksanaan RB General,
Arahan HKebijakan Pelaksanaan REB Masional, RE General beriokus
memperbaiki manajemen  infernal  seluruh  instansi  pemeriniah  dan
mamperbaiki masalah hulu birokrasi, Target RB general yang tujuannya untuk
mamperbaiki masalah mikro di instansi pemenntah dengan berffumpu pada
dua upaya perbaikan yaitu memperbaiki tata Kelola pemerintahan digial yang
efaktif lincah dan kolaboratif dan tercipatanya budaya birokrasi BerAkhlak
dengan ASN profesional,

2) Pelaksanaan BB Tematik.
Arahan Kebijakan Pelaksanaan RB MNasional, RE Tematik berfokus
mempercepal agenda pembangunan nasional dan memperbaiki masalah hilir
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birokrasi. Target RB Tematik yang tujuannya mempercepat pengentasan
kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian
masalah iata Kelola pada berbagal program pengentasan kemiskinan,
peningkatan invesiasi, akselerasi digifalisasi administrasi pemeriniahan
ipengentasan stunting), KRB Tematik merupakan Priontas Presiden.

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RE
terhadap isu yang ada di hbir, yaitu capaian pembangunan Nasional, Pelaksanaan
REB Temalik meliputi;

1) Leading Seclor, Kemenlerian atau Lembaga yang memilik peran,
kewanangan, dan langgungjawab untuk menjadi coordinator dalam
pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB lernatik

2] Impleneling Agency; Insatansi pemenntah yang berdasarkan keteniuan
peraturan perundang yang berlaku mendapat mandal atau langgungjawab
untuk melaksanakan programvkegiatan terkait tema.

31 Nonlmplementing Agency, Instansi pemerintah selain Implemanting Agency
dan Leading Seclor yang dapat menginisiazi secara mandin  untuk
melaksanakan REB fematik berdasarkan tema yang telah didetapkan cleh
tingkal makra,

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana uniuk mengurai dan
menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemenniahan
(debottienecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan
menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang
telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersabut
maka diharapkan dapal mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan
pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Kemudian pelaksanaan RE Tematik pada BPH Migas teridentifikasi dengan tema
terkail dampak Kebijakan "BEM Satu Harga" terhadap Pengelclaan Inflasi
sebagai kelanjutan dar pelaksanaan RE Tematik tahun 2024, Karena hal ini
sesual dengan arahan presiden yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa
program BBM 1 Harga vang diberlakukan oleh BPH Migas memiliki potensi unfuk
memberikan dampak positil terhadap pengelolaan inflasi di Indonasia, Dalam
kondisi ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali adalah salah satu indikator
penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sahat.

B. Evaluasi Capaian
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Gambar 30, Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas Tahun

2021-2025

1} Pelaksanaan BB Rementerian ESDM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Momor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menten
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (FPANRE) Momor
3 Tahun 2022 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2020-2024, Evaluator Nasienal telah melakukan evaluasi alas pelaksanaan
reformasi birokrasi pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menter PANRB MNomaor
8 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformast Birckrasi dan Keputusan Menter
PANRE Momor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi
Birokrasi Tahun 2024, Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah
penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Berdazarkan evaluasi yvang telah dilaksanakan, kesimpulan hasd evaluasi
Indeks RE Kemenieran Energi Dan Sumber Daya Mineral tahun 2024 adalah
835,80 dengan kategori “A-" sebagai berikiut

1 RE Gensral 100 7789

2 | RB Tematik 20 TEl

3 | Indeks RB 120 85,80
Predikat A-

Hasil evaluasi telah menunjukkan peningkatan dar evaluasi ftahun
sebelumnya yang memperoleh nilai 82,25 sehingga terlihal peningkatan
sebesar 3.55 pain atau kenaikan sebesar 103,95%.

Simulasi penilaian RB General dan Tematik menggunakan pendekatan
benchmarking dengan KIL lain, nilai meso yang telah divalidasi oleh KL
pengampu dan proyeksi berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan
IV Tahun 2025 dengan detail simulasi penilaian sebagai berikut:

Penilaian RB General dan Tematik
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Berdasarkan hasil penilaian evaluasi melputi indikator-indikator yang
terkandung di dalam masing-masing kKomponen dan subkomponen,
Keseluruhan indikator tersabul terangkum dengan hasil sebagai berikut,

a. Gambaran Umum

Baik Reformasi Birokrasi General maupun Tematik, setiap unil rutin
berkomunikasi dan bersinergl melakukan evaluasi secara berkala
Evaluas ini berujuan unluk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi,
membaerikan rekomendasi perbaikan, serla memastikan lindak lanjut
lerhadap rekomendasi tersebut guma tercapainya largel roadmap
Reformasi Birokrasi KESDM tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri ESDM.

b, Deviasi Nilai Tertinggi

RB General
skor teflinggi didapat pada indikator penilaian Penyederhanaan Birokrasi
bahwa pada Kementerian ESDM sebagai tindak lanjut penyederhanaan
birokrasi telah dilakukan penataan crganisas dan fata kerja Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2021 melalui Peraturan
Menteri ESDOM Momor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja.
RE Tematik
Skor terlinggi didapat pada indikator penilaian realisasi investasi. RB
Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi klim
investasi yvang kondusif sehingga mamiliki daya saing masuknya investasi
dengan memperkual penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks
daya saing (compelitiveness index) pada sekior ESDM. RB Tematik
peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan
berfokus pada aspek 1ata kelola peningkatan invesiasi melalui perbaikan
proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasikebijakan, penyediaan
dukungan teknologi dan informasi, sera reformulast programd'kegiatan
agar lebih tepal sazaran.
Fada beberapa kesempatan rapat, dilakukan evaluasi dan penyesuaian data
dukung terhadap rencana aksi di berbagai indeks untuk memastikan setiap
unit pengampu menialankan kegiatan seswai dengan roadmap, serta
menampung setiap kendala dalam pelaksanaannya. Pentingnya sinergi
antara pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik untuk
menghasilkan dampak nyata yang dwasakan masyarakal, fidak sekadar
pencapaian dokumen adminisiratif,

Optimismea juga disampaikan terkait peningkatan nilai evaluasi reformasi
birokrasi melalui perbaikan berkelanjutan. Selain itw, Biro Organisasi dan
Tala Laksana juga selalu mendorong agar seliap uwnil  pengampu
berkoordinasi dengan evaluator meso masing-masing untuk memudahkan
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astimasi nilai indeks yang akan diperoleh, sehingga langkah anlisipasi dapat
dilakukan. Data dukung kegiatan tersebut selalu disesuaikan dengan hasil
evaluasi nilasi meso. Dengan adanya penguatan data ini, diharapkan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat mencapai nilai yang lebih baik dan
memberikan manfaat nyala bagi masyarakat

Hasil evaluasi ini menegaskan pentingnya tindak lanjul yang konsisten dari
semua unit kerfa yang terlibat. Langkah-langkah strategis seperti
petengkapan data dukung, koordinasi antarunid, dan panguatan program
reformasi menjadi prioritas utama untuk memastikan keberhasilan reformasi
birokrasi. Kegiatan ini mencerminkan kemitmen Kementerian ESDM untuk
terus meningkatkan tala kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan
akuntabel. Dengan demikian, Refermasi Birokrasi diharapkan mampu
mendukung tercapainya visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan kinerja reformasi birokrasi mencakup berbagai langkah
strategis, saperli sosialisasi dan pelatihan sistem kerja baru, fermasuk hybnd
working dan kera berbasis hasil (oulpul-based working), didukung oleh
pengadaan infrastrukiur digital seperti aplikasi manajemen lugas dan
komunikasi terpadu. Implementasi sistem kerja baru dipastikan melalui
monitoring dan evaluasi berkala, Fokus juga diberikan pada pembangunan
Zona Integntas dengan menatapkan unil kerja strategis sebagai proyek
percontohan, menyusun peta jalan, sefa melibatkan masyarakal uniuk
memberikan evaluasi dan masukan.

Dalam hal perencanaan, oplimalisasi sistem informasi berbasis digrial
dilakukan untuk memastikan integrasi data, penguatan koordinasi lintas
kementerianflembaga, serta evaluasi menyeluruh proses perencanaan.
Kebijakan SFPBE dimplementasikan melalui penyusunan roadmap, pelatihan
teknis, dan pengalokasian anggaran untuk infrastruktur seperti dala center.
Pengelolaan statistik sekioral diperkuatl dengan penerapan slandar yang
labih ketat, pengembangan platform digital, dan kolaborasi dengan BPS.
Standar pelayanan publik dijaga melalul pengawasan internal, paningkatan
kapasitas pegawai, dan survei kepuasan masyarakat. Untuk menjaga
inlegritas, transparansi pengelolaan anggaran dipublikasikan secara berkala,
pelatihan integritas digelar, dan whisieblowing syslem disediakan sebagai
kanal pelaporan yang aman dan mudah diaksas,

Beberapa strategi yang dapal dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks RE

di antaranya:

a) Memastikan agar setiap unitbiro pusal sabagal PIC indikator penilaian
untuk mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang
bertugas sebagai pengampu penilaian indikator RB.

b} Biro Organisasi dan Tata Laksana bersama dengan Inspekiorat V agar
melakukan monitoring untuk memastikan setiap unitbiro pusat sebagai
PIC indikator penilaian melakukan rekomendasi perbaikan yang telah
diberikan, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang terintegras:
dan berfokus pada kelemahan ultama dalam masing-masing indikator.
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¢} Memastikan beberapa PIC penipian indeks menyusun rancana kera
tahun ke depan untuk memulai melakukan rekomendasi perbaikan.

2} Pelaksanaan RB Tematik BEPH Migas

Salah satu permasalabhan utama yang dihadapi Indonesia adalah tingkat inflas
yang cenderung tinggi. Inflasi yang tinggl dapat mengganggu stabilitas ekanomi,
memengaruhi daya beli masyarakal, dan meningkatkan ketidakpastian datam
perencanaan bisnis.

& Sasaran

i. Sasaran Utama: Dalam konteks ini, sasaran utama adalah manjaiaskan
bagaimana Program BEM Satu Harga dapat memberikan dampak positif
datam menekan inflasi di Indonesia.

i, Sasaran Tambahan, Sasaran fambahan mencakup pemahaman faktor-
faktor yang mendukung keberhasilan program ini dalam mengendalikan
inflasi

B, Indikalor
a. Indikator Litama: Penekanan Inflasi

i. Tingkat infasi: Inflasi diukur sebagai perseniase perubahan rata-rata
harga konsumen dalam kurun waklu lerteniu. Sasaran utama adalah
memantau dan menganalisis apakah Frogram BBM 1 Harga membantu
mengendalikan tingkal inflasi

ii. Indeks Harga Konsumen (IHK): IHK mengukur perubahan harga barang
dan jasa yang dibeli rumah tangga. Dalam konteks ini, perhatian akan
difokuskan pada perubahan IHK dan apakah program ini berdampak
pada harga-harga yang paling umum dikonsumsi aleh masyarakat.

b. Indikator Pendukung: Faktor Program BEM Satu Harga
i. Harga BBM: Sasaran ini mencakup pemantauan perubahan harga

bahan bakar minyak, separli Pertalite dan Pertlamax. Harga BEM yang
stabil dapat membaniu menjaga inflasi tetap terkendali.

i, Kebijakan BEM 1 Harga: Analisis program ini juga memperimbangkan
bagaimana kebjakan BEM Satu Harga diterapkan cleh BPH Migas.
Apakah pelaksanaan kebijakan i sesuail dengan tujuanmya uniuk
mengendalikan inflasi.

jii. Konsumsi BEM: Pemantauan tingkat konsumsi BBM oleh masyarakat
menjadi penting. Jika harga BBM stabil, masyarakat mungkin lekbih
cenderung memperahankan konsumsi yang lebih efisien dan segi
bahan bakar, yang dapat mengurangi iekanan inflasi.

C. Dampak Positif Program BEM Satlu Harga Terhadap Inflasi

a. Siabikzasi Harga BEM
Frogram BBM Satu Harga berujuan untuk menjaga harga BEM tetap
siabil dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Ini berarti bahwa fiukiuas:
harga BEM vang tajam dapal dihindari, Dengan harga BEM vang stabil,
biaya transportasi dan biaya produksi barang dan jasa dapat dijaga pada
tingkat yang terkendali, yang pada gilirannya membantu mengendalikan
inflasi.

b. Keiahanan Ekonomi

Program ini juga dapat membantu menjaga kelahanan ekonomi karena

mencegah fluktuasi harga yang ekstrem, Ini memberikan kepastian bagi
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pelaku bisnis dalam perencanaan dan investas: meraka. Katahanan
ekonomi yang lebih baik dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi
harga dan inflasi yang tidak terkendali,
c. Efisiensi Energi
Program BBM Satu Harga dapat mendorong efisiensi energi karena
masyarakat mungkin akan mencari solusi transportasi yang lebih efisien
dari segi bahan bakar. Ini dapat mengurangi kensumsi BEM secara
keseluruhan, mengurangi lekanan pada harga dan inflasi.
0.  Kesimpulan
Pragram BEM Satu Harga yang diterapkan oleh BPH Migas memiliki potensi
untuk memberikan dampak positif lerhadap pengelolaan infiasi di Indonesia,
Dengan menjaga harga BEM tetap stabil, program ini dapal membaniu
mengendalikan inflasi, menjega ketahanan ekonomi, dan mendorong
efisiensi energi. Dengan pemahaman tentang indikator yang relevan dan
dampak positif yang diharapkan, pemerintah dapat merencanakan kebijakan
energi yang berkelanjulan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan
pengelolaan inflasi yang kebih baik di Indonasia,

.2, Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Momor 48 Tahun 2019, Badan Usaha yang
melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau niaga BEM serta
Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
dan/atau Kegiatan usaha MNiaga Gas Bumi melalui Pipa yang memiliki fasilitas
jaringan distribusi Gas Bumi wajib membayarkan juran kepada BPH Migas. luran
yang sudah disetorkan ke kas negara tersebut dapat dipargunakan oleh BFH Migas
dengan melalui mekanisme AFPBN, Sesual Kepulusan Menten Keuangan Nomor S-
T48/MK 0272021 tanggal 20 Aqustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana
Penarimaan MNegara Bukan Pajak (PNEP) pada Kementerian Negara'lembzaga,
penggunaan dana PNBF pada BPH Migas sebesar 24 97% (dua puluh empat koma
sambilan puluh tujuh persen).

Anggaran BPH Migas sesuai DIPA Petikan TA 2025 Nomor SP.DIPA-
020.14.1.086860/2025 tanggal 2 Desember 2024 adalah sebesar
Rp254.256.202.000,00. Pada bulan Desember 2025 terdapat revisi ke-16, sebesar
Rp268.929.832 000,00, Tambahan (fop-up) anggaran untuk tahun 2025 sebesar
Rp14.633.630.000.00. Efisiensi anggaran tahun 2025 sesuai Intruksi Presiden RI
(Inpres) Momor 1 tahun 2025 sebesar Rp105 768 850.000.00 sehingga anggaran
efektif yang dapat digunakan oleh BPH Migas sebesar Rp163.160.982.00000.
Realisasi anggaran BPH Migas fahun 2025 sebesar Rp162.582.778.571,00 atau
60,46% dari total pagu anggaran sebesar Rp2B68. 829 832.00.000,00, sedangkan
reglisasi  anggaran  9065% dan  pagu  anggaran  efektil sebesar
Rp163.160.982 000,00

Fagu anggaran Sekretarial BPH Migas Tahun 2025 sebesar Rp204.381.723.000,00
dengan realizsasi anggaran sebesar Rp143.426 910.522 .00 atau 70,13 % dan tolal
pagu anggaran. Pagu efektif Sekretariat BPH Migas hasil dari efisiensi anggaran
sebesar Rp143.824 228 000,00 sehingga realisasi anggarannya 99, 73%.
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Meskipun penyerapan anggaran BPH Migas sudah 99.73% tetapi masih ter dapat
beberapa kendala yang ditemui dalam upaya optimalisasi penyerapan anggaran,
antara lain:

1)

2)
3

4)

Deviasi Halaman Il DIPA masih menunjukkan adanya ketidakpastian dan
perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan hingga pembayarannya sehingga
terjadi selisih antara rencana dan realisasi penyerapannya, ditunjukkan
dengan rata-rala deviasi secara akumulasi sebesar 11,04%

Penyerapan anggaran masih  menunjukkan keterdambatan dalam
pelaksanaan pengadasn  barang dan  ja@sa  yang mengakibatkan
pembayarannya bergeser dari waktu yang telah ditetapkan

Mamun demikian, BPH Migas juga melakukan upaya-upaya uniuk mengatasi
kendala tersebut, diantaranya:

Melakukan rapat moniforing dan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala BPH
Migas danfatau Komite secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran
dengan merumuskan rencana findak lanjut, serla upaya memparbaiki
kebijakan dan regulkasi yang berpengaruh;

KMemperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dan pagu
DIPA,

Memperbaiki perencansan dan eksekusi kegialan secara relevan dan
terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun; dan
Selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu
tetap)

Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan realisasi anggaran di fahun
mendatang, beberapa strategi telah disusun oleh BPH Migas, yadu:

1)

2}

3)

4)

Melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin aleh Kepala BPH
Migas dan/atau Komite secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran
dengan merumuskan rencana tindak lanjut, serta upaya memperbaiki kebijakan
dan regulasi yang berpengaruh;

Pelaksanaan revisi buka blokir untuk peningkatan penyerapan pelaksanaan
anggaran,

Mengevaluasi penyesuai@n rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan
mengajukan revisi administraldl penyesuaian Halaman Il DIPA ke Kanwil DUFb
pada triwulan berjalan; dan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal yang terlambat dalam
pelaksanaan lelang.

1.3, Analisis Efektivitas Anggaran

A. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pagu Anggaran BPH Migas Tahun 2025 sebesar Rp268.929.832.000,00 (Dua
Fatus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratues Dua Puluh Sembidan Juta
Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu rupigh) dar semula sebesar
Rp254.296 202 000,00, adapun penambahan pagu atas revisi anggaran antara |an
disebabkan karena:

1) Top Up | sebesar Rp3.352.200.00000 yang terdiri dari kegiatan audit

kepatuhan Pembayaran luran BPKP, Pelaksanaan PKS dengan Pemda,
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seminar umum kebijakan Hikir Migas terkait Revisi Parpres 191 Tahun 2014
tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak;

2) Top Up Il sebesar RP.7.217.538.000,00 yang terdin dar Pengawasan atas
Penyediaan dan Pendistribusian JBU, Pengawasan atas Penyediaan dan
Pendistribusian JBT, Layanan Data dan Informasi Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa, Panetapan Hak Khusus Pengangkutan danfatau Niaga Gas
Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi danfatau Wilayah Jaringan
Distribusi;

3) Top Up Wl sabesar Rp.4. 063 892.00000 yang terdiri dari penyediaan obat-
obatan, Pengadaan Pakaian Kera dikarenakan adanya penyasuaian logo
baru vang berlaku di Kementerian ESDM, Rapat Koordinasi untuk kegatan
Posko Matal dan Tahun Baru, Posko Hari Besar Nasional.

Tabel 38. Tabel Perubahan Anggaran pada BPH Migas

Mo Pagu Semula Pagu Menjadi Perubahan +/- \

1 254 296.202.000,00 268.929.832.000 14.633.630.000.00 |

Realisasi BPH Migas Tahun 2025 mencapai Rp162.592 778.571,00 atau
B60.46% dan tolal pagu anggaran dimana masih memperhitungkan sisa blokir
anggaran baik atas kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 maupun
blokir lainnya pada unit BPH Migas sebesar Rp105.768.850.000,00. Namun
demikian untuk kondisi TA 2025 realisasi diuar blokir efisiensi anggaran BPH
Migas sebesar 959,65% dari pagu efektif sebasar Rp163. 160 .582.000.00,

Tabel 40. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran BFH Migas Tahun 2025

Unit Kerja Anggaran i REaIia-aai"_
Pagu Blokir
Bruto Efisiensi Pagu % Pagu %, Pagu
iRp dan Mon Nett Rp Bruto Natio
Miliar) | Efisiensi o
(Rp Miliar)
Sekretariat
BPH Migas 204,38 60,56 143,32 143,43 _ 70,18 88,73
Pivaliorat 42,58 20,25 13,34 | 1318 | 3085 | 98,85
BEM
Direktorat
Gas Bumi 21,86 15,96 6,0 5,58 27,24 88,67
Total 268,93 105,77 183,16 | 162.58 60,46 89,66
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B. Nilai Kinerja Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Terkail pendekalan efekiifitas dan efisiensi dapat merujuk pada penilaian
aplikasi Sistemn Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) atau yang saat
ini sudah di ubah melalui hiips:{fmonev kemenkeu go id/. Proses penila@nnya pun
mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan MNomor 27/MK/AGRZ0Z5 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466
tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan
Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Penilaian efeklifitas dan efisiensi dikenal sebagal Kinerja Ferencanaan
Anggaran Kementerian/Lembaga, dimana penilatian tersebut dihitung secara
berjenjang dan bertahap dengan dilakukan terhadap

1. Kinerja anggaran tingkat Satker;
2. Kingrja anggaran fingkat Unit Eselon |, dan
3. Kinerja anggaran lingkal Kemenlerian/Lembaga.

Adapun cara mengukur variabel efektifitas dan efisiensi ditakukan dengan cara:

1} Efektivitas penggunaan anggaran Efektivilas penggunaan anggaran diukur
berdasarkan capaian keluaranfoulput dan hasilfoulcome yang dilaparsan abeh
Menferi/pimpinan lembaga, pimpinan Unit Esalon | dan pimpinan Satker
sesuai lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan medalui sistem
infoarmasi mahputi:
al capaian RO yang ditaporkan Satker dikaitkan dengan sasaran program
dan sasaran sirategis,;

b} capaian indikator kinerja program yang dilaporkan Unit Eselon [

¢l capaian indikalor kinerja sasaran slrategis  yang  dilaporkan
Kementerian/Lembaga.

21 Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga Efisiens| penggunaan
anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan
dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuanitas, kualtas dan wakiu
Pengukuran efisiensi pada EKA FPerancanaan Anggaran
Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada
ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi
a) penggunaan SBK; danfatau
bl efisiensi SBK

Tabel Bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran

O

oo, | Elektivitas (75) Efisiensi (25)
Wi Ninve ja I
Parpiianaiin :
Hhnggaran ; + .M'FHTH
KL ; 25

Efishens! (25)

Milal Kirsrja
Perencaraan

Anggeran

Uit Exslon |

Dakuwmean i telsh dismodatan vk manggunakan sarfiikal afekironi p




Pengukuran Kinerja perencanaan anggaran tingkat Unit Eselon | Sekretariat
Jenderal dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a) Variabel Efektivitas
< Milai Efektivitas Eselon |
Capaian Indikator Kinerja Program

Pangukuran Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dilakukan demgan
menggunakan formula sebagal berikut:

CIKP (Z RmP‘)x ) x 100%
B w1 TIKP/  n

Keterangan;

CIKP ; Capaian Indikalor Kinena Program lingkat unit eselon |
RIKPi ; Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIEP : Target Indikator Kinerja Program |

n : Jumlah Indikator Kinerna Program

Sampai dengan 12 Februari 2026, capaian Efektifitas BPH Migas telah
mencapai 100%.

Milal Efekiivilas Satker

Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menghiiung rata-
rata aritmalik capaian per RO seluruh Satker di lingkup kewenangan LUni
Eselon | lerkait. Pengukuran nilai efeklivitas Satker dilakukan dengan
menggunakan formula sebagai berikut:

NEf Satker = ([ZH RUREF)I i)x 100%

jmy T VREY, n
Kelerangan:
MEf Satker . Nilai Efektivitas Satker
RO : Realisasi Volume Rincian Outpul i
TVROI : Target Volume Rincian Cutput i
n s Jumiah Rincian Cuiput seluruh Satker

Sampai dengan pericde pengumpulan data 12 Februari 2026, capaian
Efekiifitas Unit Eselon | BPH Migas telah mencapai 100.
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Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

100 100
100
e
50
25
0
W KP (Efektivitas LET 30%] B CROD (Efektivitas Satker 45%)
@ Penggunaan SBE (106%) @ Efisipnsi SBE (155%)

b} Wariabel Efisiensi

Variabel efiziensi divkur dengan menghitung secara agregat wvarabel
penggunaan 3BK dengan bobol 40% (empat puluh persen) dan vanabel
efisensi SBK dengan bobot 60% (empat puluh persen) pada seluruh Salker
di lingkup Linit Ezelon | terkait. Pengukuran Milai Efisiensi Satker dilakukan
dengan formula sebagai benkut;

NEsoper = (40% x Penggunaan SBK) + (60%% x Efisiensi SBK)

< Penggunaan SBK

o Indeks Realisasi RO SBK <= indek PME SBK
« Sudah terdapat realisasi volume RO

< Efisiensi SBK
Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara
indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO
SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula
sebagal bernkut

_— (Z Indeks SBK, — Indeks Rd.ﬂ'ﬂﬁi’.} 1 x 100%
K = o Indeks SBK, ; b

Keterangan;
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ESBK : Efisiensi SBK tingkat Saluan Kerja

Indeks SBK, | Indeks SBK RO | sesuai dengan PMK SBK Indeks RA
SBK, : Indeks Realisasi RO | SBK

n sJumlah RO

Sampai dengan tanggal 12 Februar 2026. capaian Efisiensi Unit Eselon
I BPH Migas telah tercapai 95,8 dimana nilai penggunaan SBK sebasar
33,33 (40% x 83,33) dan efisiensi sbk sebesar 57,48 (60% x 95,8).

. 4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah {AKIP) Pada Badan Pengatur Hilir Migas Tahun
2024

Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2025 di BPH Migas dilaksanakan oleh
Inspekioral Jenderal Kementernan ESDM berdasarkan Surat Penintah Inspekiur
Jenderal Kemanterian ESOM Momar 84 Pr/PW 03NMIN. 1W2025 tanggal 10 Apnil 2025
lentang Evaluasi Akuriabiliias Kinerja Instansi Pemeriniah pada Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan evaluasi tersebut, terbit Laporan Hasil Evaluasi
Nomor 92, LapPW.0ME 2025 tanggal 5 Mei 2025 atas implementaszi SAKIP BPH
Migas tahun 2025 dengan nilal SAKIP sebesar 87 45 atau masuk dalam kategor &
(Memuaskan) dengan rincian sebagai berikut;

Komponen Bobot Nilai Evaluasi
Ferencanaan Kinerja 30 27,80
Pengukuran Kinerja 30 27,00
Felaporan Kinerja 15 I 12,60
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 2025

Nilai Akuntabilitas Kinerja 100 _ BT45

Atas hasil evaluasi AKIP tarsebul, Inspekioral Jenderal KESDM merekomendasikan
kKepala BPH Migas beserta seluruh [@jarannya agar dapal memperahankan sera
meningkatkan pencapaian tahun berikut yvang letah ditindaklanjuti aleh BPH Migas
dengan poin-poin benkut:

1) Melaksanakan penyempurnaan atas indikator Kinerja Wama agar memenuhi
krilgria SMART, cascading secara logis dan memperhatikan kinerja bidang kain
[crosscuding)

Tindak lanjuf

Telah disusun Perjanjian Kinera Kepala BFH Migas dengan Menten ESDM,
Perjanjian Kinerja Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan BFH Migas, dokumean
manual indikator kinerja program, Rencana Strategis BPH Migas fahun 2025-
2029, serla revisi dokuman perencanaan,

2)Melakukan optimalisasi penggunaan Aphkasi GOALS dalam pengukuran
capa@n kinerja dan pengumpulan dala kinerja;
Tindak fanjut :
+ Telah dunpul target pada Sasaran Stralegis dan Indikator Kinera
Organisasi pada aplikasi GDALS,
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Telah dinput SKP Individu melalui aplikasi GOALS;

Capaian Kinerja Organisasi telah dikumpulkan dan diinpul secara berkala

pada Aplikasi GOALS berdasarkan inpul kertas kerja money berkala

+ Capaian Kinerja Individu telah dikumpulkan dan diinput secara berkala
pada Aplikasl GOALS

+ Telah disusun Mofa Dinas Kepala BPH Migas kepada para Pejabat Tingai
Pratama Momor 14/FPR, 06/BPH2025 tanggal 2 Mei 2025 Hal Permmiaan
Tindak Lanjut Hasil Monev Penanjian Kinerja{PK) Kepala BPH Migas dan
Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BPH Migas periode Januar- Maret
Tahun 2025

+ Telah disusun Nota Dinas Kepala BPH Migas kepada para Pejabat Tingal
Pratama Momor 17/PR.06BPHZ025 tanggal 31 Juli 2025 Hal
Permintaan Tindak Lanjul Hasd Monev Perjanjian KinerjaiPK) Kepala
BPH Migas dan Pejabal Tinggi Pratama dilingkungan BPH Migas periode
Januari = Juni Tahun 2025.

+ Telah disusun Nota Dinas Kepala BPH Migas kepada para Pejabat Tinggi

Pralama Momor Z27/PR.OBEPHRZ02S tanggal 3 November 2025 Hal

FPemintaan Tindak Lanjul Hasil Monev Peranjian KinerjalPK) Repala

EPH Migas dan Pejabal Tinggi Pratama di lingkungan BPH Migas perode

Januari- September Tahun 2025,

-

3)Memanfaatkan informasi dalam laporan  kinerja unluk melaksanakan
perubahan pada budaya kinerja organisasi;
Tindak lanut :
4+ Telah dilaksanakan Rapal Kerja pada Awal Tahun 2025 yang membahas
Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Indikator Kinerja Tahun 2025
+ Telahdilaksanakan Seminar Energy Manajemen System pada tanggal 15
Agustus 2025
+ Telah disusun Kensep Keputusan Sekretaris BPH Migas tentang Tim
aisiem Manajemen Energi BFH Migas Tahun Anggaran 2025
+ Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris EPH Migas Momor
1TWPTSISES/KPA-KPB/BPH MIGASI2025 tentang Tim  Sistem
Manajemen Energi BPH Migas Tahun Anggaran 2025 pada fanggal 14
Okiober 2025,
=« Telah diedarkan surat edaran nomor 6.E/RT.03/SBPH/Z025 tentang
Kebijakan Manajemen Energi di liongkungan BFH Migas tanggal 2
Okiober 2025,
+ Telah dilakukan evaluasi Kinerja Konsumsi Energi Triwulan | Tahun 2025
+ Telah dilakukan evaluasi Kinerja Kensumsi Energi Semester | Tahun
2025,

4) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi AKIP dari ljen
KESDM dan KemenPAN-RB
Tindak lanjut-
Telah disiapkan Drive bersi Data dukung Tindak Lanjul Rekomendasi
Evaluasi AKIP BPH Migas Tahun 2024 melalui Tautan
https:/is idTL SAKIP2024.
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Berdasarkan lampiran Berita Acara Tindak Lanjut Pengawasan Inspektoratl Jenderal
pada BPH Migas Nomor 162/BAFPTLHPKIXI2025, Laporan Hasil valuasi
Akuntabilifas Kinerja Instansi pemermiah (AKIP) pada BPH Migas malalual pipa TA
2024 telah diterima tindak lanjutnya dengan saldo nihil sebagaimana pada Lampiran
X,
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BAE IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas merupakan wujud penanggungjawaban dan
akuntabilitas sebagaimana diatur datam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
SAKIP dan Peraturan Mentert PANREB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Ferjanjan Kinarja, Pelaporan Kinerja dan Tatla Cara Reviu atas Laporan Rinerja Instansi
Pemerintah.

Eerdasarkan uraian akuniabilitas kinerja, dapat dsimpulkan babwa kinerja BPFH Migas
tahun 2025 sudah sangat efektif. Hal tersebut terlihal dari tercapainya target kinera 13
indikator Kinerja Pragram.

FRealisasi anggaran BPH Migas fahun 2025 sebesar Rp162.592.778.571,00 atau 60 46%
dari tolal pagu anggaran sebesar Rp268.929.832.00.000,00, sedangkan realisasi anggaran
99 65% dari pagu anggaran efektif sebesar Rp163.160982.000.00. BPH Migas
memperoleh nilai Capaian Hasil (efektivitas) sebesar 100% dengan klasifikasi Efektif dan
Nilai Efisiensi BFH Migas mencapai 95 8% atau masuk dalam klasifikasi efsian.

Calam rangka memperiahankan serla meningkalkan kinerja di tahun mendatang. BFH

Migas perlu melakukan beberapa upaya antara fain:

1) Reviu Renstra secara berkata untuk memastikan bahwa penyusunan informasi kinerja
BPH Migas telah memenuhi kaidah SMART (Spesific, Measurable, Achieavable, dan
Relavanf) dalam melaksanakan tusi BPH Migas.

2} Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan
secara berkala dengan melibatkan semua unit terkait,

d) Melakukan monitoring secara berkala atas kendala-kendala yang dihadapi dalam
mencapai indkator kinerja Program;

4} Koordnasiyang lebih intensif dengan instansi dan unit terkait pencapaian target kinena
seliap IKF BFH Migas,

5) Menyusun rencana mitigasi dan pengelolaan resiko IKP, khususnya pada indikator
yang memiliki resika tinggi.

Success Story BPH Migas

FPada hidang Bahan Bakar Minyak (BEBM), pemenuhan kebulunan Jenis Bahan Bakar
Minyak Terentu (JBT) dan Jeniz BEM Khusus Penugasan (JBKP) bagl konsumen
pengguna vang berhak sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Momor 197 tahun
2014 merupakan tantangan yang lerus dihadapl oleh BPH Migas. Tantamgan tersebut
diantaranya adalah bagaimana mendistribusikan JBT dan JBKP di seluruh wilayah NERI
secara tepat volume dan tepat sasaran. Permasalahan yang sering muncul yaitu
terdapatnya kelerbatasan akses layanan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, (3T)
dan terpencil, seria termasuk pengendalian pendistribusian JBT dan JBKFP agar fepat
sasaran lidak melebihi kucta nasional yang telah ditetapkan datam APBN. Menjawab
tantangan tersebut, BPFH Migas berhasil mencatatkan sejumlah capaian sirategis
sepanjang tahun 2025, terkaid dengan penyediaan dan pendistribusian JBTUJBEP
sampai ke seluruh wilayah NERI termasuk di daerah 3T dan lerpencil, sarta peningkatan
akses layanan yang transparan dan akuntabel.
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Perama, Penurunan aju perfumbuhan konsumsi JBT Minyak Solar berkat efektivitas
penggunaan QR Code pada pembelian JBT Minyak Solar untuk kendaraan bermoior,
dengan adanya pembatasan maksimum pembefian harian berdasarkan pengaturan.
FPenumunan laju perdumbuban konsumsi JBKP Bensin RON 90 berkat pelaksanaan
registrasi pada konsumen kendaraan JBKP menggunakan QR Code. Hal tersebut
berdampak terhadap ketercukupan kuota nasional dan penyaluran JBT dan JBKP yang
lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna sebagaimana ketentuan yang ada.

Kedua, dalam rangka meningkatkan kualilas pelayanan pemberian rekomendasi JBT
dan JBKP untuk sektor non transportasi darat, BPH Migas telah mengembangkan dan
mengimplementasikan aplikasi XSTAR sebagai sistem penerbitan sural rekomendasi
pembelian BEM JBT danm JBKP secara digital. Hingga tahun 2025, aplikasi ini telah
dimplementasikan secara 100% di 52 kabupalen'kota, sehingga proses pelayanan
menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel sera mempermudah  konsumen
pengguna yang berhak dalam melakukan pembelian BEM JBT dan JBKP

Ketiga, untuk memperiuas akses layanan BBM di wilayah 3T dan terpencil, BFH Migas
telah membarikan persetujuan calon sub penyalur BBM sebanyak 19, yang tersebar di
Kabupaten Flores Timur (14 sub penyalur), Kabupaten Sikka {2 sub penyalur), dan
Kabupaten Bintan (3 sub penyalur). Langkah inl menjadi solusi nyata keterbatasan
sarana penyaluran BBM di daerah yang sultl dijangkau, sekaligus mendukung
keberlanjutan akiivitas ekonomi masyarakat setempat.

Keempal, dalam mendukung kebijakan BEM Satu Harga, BPH Migas secara akiif
melakukan supervisi pembangunan terhadap 16 penyalur BEM 1 Harga. Kegiatan ini
memastikan pembangunan sarana dan prasarana penyaluran berjalan  sesuai
kelentuan, tepal wakiu, dan siap melayani masyarakat di wilayah 3T dengan harga BEM
yang sama dengan wilayah lainnya

Kehma, dari sisi pengendalian dan pengawasan distribusi BEM, BFH Migas berhasil
melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran volume JBT dan JBKP
sacara nasional berdasarkan penetapan kuota di seluruh kabupaten/kola dan provinsi.
Realisasi pendistribusian JBT Minyak Solar sebesar 97 49%, dan untuk JBT Minyak
Tanah sebesar 96,75%, sera untuk JBKP Perlalite sebesar 89.86% dari kuota nasional
yang lelah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengendalian distribusi BBM
secara nasional, sekaligus memastikan ketersediaan energi tetap terjaga fanpa
melampaui batas kuota yang ditetapkan

Keenam, dan aspek penyediaan BEM dalam rangka penanganan bencana di wilayah Aceh,
Sumatera Utara, dan Sumatera Baral. BPH Migas telah mengeluarkan kebjakan
Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) danfatau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKF)
dalam rangka Fenanganan Bencana melalui Pemberan BEM Subsidi bagi Kendaraan
Operasional Pemerintah Daerah dan Alat Berat yang menangani Bencana, Panyaluran
BBM menggunakan Jerrycan dan Drum, sera Penyaluran BEM Sementara Tanpa OR
Code. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan BEM untuk operasicnal genset di
witayah lerdampak bencana. BPH Migas bersama dengan Badan Usaha Penugasan
terus berupaya meningkatkan operasional penyalur, dimana 100% penyalur di Sumatera
Utara dan Sumatera Barat lelah beroperasi menyalurkan BEM. Secara kesaluruhan, tahun
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2025 menjadi momenium balk bagl BPH Migas, melalui digitalisasi layanan, perluasan
jaringan penyakur, supernvisi pembangunan infrastrukiur didaerah 37, upaya pengendalian
kucta BBM. sera akiif dalam pemberian dukungan bencana alam, BPFH berhasi
menjalankan tata kelola distribusi BBM yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjuian

Pada bidang Gas Bumi, Direklorat Gas Bumi berupaya mewujudkan perluasan akses
pengusahaan Gas Bumi dan peningkatan kebermanfaatan penyaluran Gas Bumi kepada
masyarakal melalul pembangunan infrastruktur pipa yang lenntegrasi guna memberikan
jangkauan lebih luas kepada masyarakat'konsumen melalui penyediaan energi barsih.
Upaya ini berujuan memastikan penyediaan Gas Bumi dapat tersalurkan dan
termanfaatkan dengan didukung infrasiruktur dan tata kelola pengusahaan kegiatan usaha
hilir Gas Bumi cleh Badan Lisaha efisien, adif dan terjangkau untuk pemenuhan kebutuhan
domestik, ferufama uniuk industn, ketenagalisirikan, dan remah tangga

FPada tahun 2025, Direkiorat Gas Bumi mewujudkan penguatan tata kekola yang berdampak
langsung pada peningkalan akses dan kepastian usahafinvestasi infrastrukiur oleh Badan
Usaha sekaligus optimalisasi pemanfaatan Gas Bumi dalam mendukung pengembangan
wilayah/regional. Pelaksanaan Lelang Wilayah Janngan Dsstribusi yang telah terdapat
infrastruktur pipa Gas Bumi di Kota Batam dan penetapan PT Perusahaan Gas Negara Thk
sebagal pamenang mendorong oplimalisasi jaringan yang telah terbangun dan menjamin
kesinambungan favanan Gas Bumi terutama uniuk kebutuhan industr, komersial dan
kefistrikan di wilayah Kota Batam. Penetapan harga jual Gas Bumi Jaringan Gas {Jargas)
Non-AFBN bagi rumah tangga dan pelanggan kecil di 4 kabupaten/kota vailu Kabupaten
Banyuasin (288 SR), Kabupaten Musi Banyuasin (1.705 SR), Kabupaten Serang (543 5R),
dan Kota Probolinggo (180 SR), selain memberikan harga yang terjangkau (affordability)
dengan pendekatan keekonomian wajar atas pengelolaan Jargas oleh Badan Usaha
diharapkan dapal menyediakan kompelitd energi bersih (availabiiy) terhadap LPG
bersubsidi,

Dampak kebijakan tersebut diperkuat melalui penelapan 4 Hak Khusus Pengangkutan Gas
Bumi melalui Pipa, 16 Hak Khusus Miaga Gas Bumi yvang memiliki fasiltas jaringan
distribusi dan 1 Hak Khusus Witayah Jaringan Distribusi; penetapan 2 persetujuan access
arrangement dan penetapan & persetujuan besaran Reserved Capacity Transporter baik
uniuk Tahun 2025 maupun Tahun 2026, sera penetapan 18 tarif pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa. Capaian penguatan tata kelola pengusahaan gas bumi ini mendorong
peningkatan pengembangan infrastrukiur (accessibility) dan keseimbangan kepentingan
antara produsen, Badan Usaha, dan konsumen (acceptability). Kinerja Direktorat Gas Bumi
berkontribusi  langsung terhadap peningkatan petayanan energi dan  persasan
pemanfaatan Gas Bumi yang berkelanjutan bagi masyarakat/ konsumen,
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LAMPIRAN
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Gambar 32, Struktur Organisasi Direktorat BEM
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Gambar 33. Strukiur Organisasi Direkiorat Gas Bumi
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Lampiran 2. Rekapitulasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatithan

Tabel 41, Daftar Judul Pandidikan dan Pelatihan/Kursus!Seminar Kompetensi yang Chlkuti
Pegawai BPH Migas Tahun 2025

Mo Judul Pendidikan dan Pelatihan
1 | Analis Kebijakan Publik |
2 | Analigis Insirumen Penilaian Kompetensi
3 | Analisis Kebijakan Publik
4 | Analisis Perizinan Keglalan Lsaha Hmr_l'ﬁi
5 Anar].rhcaf Thmkmg And Critical Problem Snfv.[ng
B | Aplikasi Perkanioran
7 | Business Siralegy Management
& | Cost and Banefit Analysis Bidang Migas

9 | Cost Benefit Analysis

10 | Cross Cultural Communicalion

11 | Dasar Manajemen Risiko

12 | Dasar-Dasar K3LL Migas
|13 | Dasar-dasar Pengelolaan APBN
| 14 | Data \isualization
15 | Diseminasi Kebijakan
16 | Effective Interpersonal Skills in Business Commurnicaltion
17 | Ekonomi Makra Micro
18 | English Preseniation Skill for Energy and Mineral Resources
19 | Etika Bisnis dan Etika Hukum
20 | Excellent Service
21 | Fagiltator Bootcamp
22 | Feasibility Study I-:eguatan Usaha Hulu
23 | Financial Managamsnt
24 | High Performance Leadership
25 | Hukum Acara Tata Usaha Megara Lanjulan dan Pengujian UL di MK
| 26 | Hukum Perizinan Berusaha Sektor ESDM
2? Hurna.n Capilal H-Henai I:Ian Enganggemﬂm

29 IELTS Preparation

30 | Intensif Hukum Minyak dan Gas Bumi

31 | Iniroduction to the IELTSTOEFL Preparation Course
32 | Jambare Inlegritas Kementerian ESDM
33 | K3 Gedung Perkantoran

34 | Karya Tulis limiah Skala Nasional

33 | Kubernetes Administration

36 | Leader As A Coach

114 |
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Judul Pendidikan dan Pelatinan

| Perundang-undangan

Leygisiative Drafling Sekior ESDM untuk Non Fungsional Perancang Peraturan

Lagrslarn-'e Drafting untuk Non Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan

39 I Legitimasi Kebijakan

40 | Managing People

Manajemen Energi dan Efmlenau Energi Gedung Kementerian ESBM
‘Manajeman Keuangan Dasar —

Manajemen Kinerja

- | Manajemen Perkantoran

Manajemean F'elayanan-Fuhlih

Manaman Provek

Manajemen Raniai Pasok/Supply Chain Management {SCM)

| Pelatihan Aplikasi Mendeley

Pelalihan Al Tools for Productivity

50

Pelatihan Basis Data

51 | Pelatihan Evaluasi Kinerja (IKPA)

82 | Pelatihan Financial Mastery: Kiat Sederhana Cerdas Kelola Kewangan
53 || T&hm Jurus Jitu MEngu!;lah Fola Pikir Melalui Neurg Linguistic Programming
| 54 Lﬁlatzlnan KPBLUIFPP
55 | Pelatihan Monitoring dan Evaluasi
56 | Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis & Filing System
57 | Pelatihan Pengelolaan Informasi Publik
58 | Pelatihan Pengelotaan Opini Publik 1
59 | Pelatihan Penyusunan Buku = 0
60 | Pelatihan Perpajakan
61 | Pelatihan Tala Kelola Data
B2 | Pelatihan Teknik Falngraﬁ dan Video Editing
B3 | Pelatihan Teknis Pamasangan PLTS On Grid
B4 | Pelatihan Teknis Pengenalan Energi Baru Terbarukan -
65 | Pelatihan Teknis Pengenalan Pembangkit Panas Bumi Berbasis Binary
BE | Pelatihan Teknis Sistem Ketenagalisirikan
| 67 | Pelatthan The Art of Time Management for Befter Work-Life Balance
68 | Pelatihan Visualisas: Data Sederhana dengan Canva dan Aplikasi lainnya
| 69 | Pelatihan & Uji Sertifikasi CRPP .ﬂmgkatan
| 70 | Pengawas K3 Migas - a
71 | Pelatihan Pengelolaan Kinerja pada GOALS
| 72 | Penenalan Perizinan Sektor ESDM h ]
" 73 | Penentuan Toll Fee Gas Pipa

' 74 | Penganalan Contract Drafting
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Judul Pendidikan dan Pelatihan

| T3 | Pengantar Carbon Capture, Ulilizalion & Slorage

TG F‘engﬂntar Ekonomi Migas

77 || F'enganlar !'-'Ietnu’ulu-gd Formula Harga Mlnyah Meniah lndunesaﬂ
78 | Pengantar Proyek Penunjang Migas o

78 | Pengawasan Pengelolaan/Operasional Gedung

80 | Pengelolaan APBHN Tingkal Lanjut

81 | Pengelolaan BMN Dasar

| 82 | Pengelolaan Risiko Hukum Sekior ESDOM

83 | Pengenalan Coniract Drafting

84 | Pengenalan Enterpreneur

85 | Pengenalan Hukum Informasi Publik dan Keamanan

86 | Pengenalan Hukum Informasi Publik dan Keamanan Nasional
87 | Pengenalan Inspeks: Minyak dan Gas Bumi

88 | Pengenalan Organisasi

89 | Pengenalan Perizinan Sekior ESDM

90 | F'errgenalan Sarana dan Fasilitas Pewlmpanaﬂ Migas

91 | | ‘Pengenalan Statistika Akt 1

92 | Pengetahuan Harga Dasar dan Subsidi BEM dan LPG

83 | Pengetahuan Harga Gas Rumah Tangga
_E-I'TPerngeiahuan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

95 | Pengetahuan Toll Fee Gas Fipa

95 | ' Pengalahan Data Science 4'

a7 F"E:nyelenggaman Sistem Pengendalian Intern Pamerintah {SPIF"; Integratif {
08 | Penyiapan Menial - |
ﬁ-"'ﬁényusunan Learning Journey dan Human Capital Development Plan {HCDP;
100 | | | Penyusunan Policy Brief

101 | Penyusunan Renslra A |
102 | Perencanaan dan Penganggaran

103 | Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
104 | Perencanaan Penalaan Bangunan Dan Limgkungan
105 | Petroleum Risk & Decision Analysis

106 | Presentation Skil
107 | Proses Bisnis Kegiatan Usaha Hilir Migas
108 | Public Speaking

108 | Regulasi BEM dan BBG Bersubsidi

110 | Regulasi Hilir Migas

111 | Regulasi K3LL Bidang A I'u'lngas

112 | Regulasi Kegiatan Hulu Mgas

113 | Regulasi Perizinan Kaglatan Hilir Mrgal;
114 | Risk Management

116 |
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Judul Fendidikan dan Pelatihan

115 I Sistem Manajeman Lingkungan Mlgas
116 I Silrateglc Thinking and Decision Ma.i:rng
117 | Studi Kasus dan Analisis Kebijakan Publik Sektoral
118 [ supply Chain Management Bldang MI_QEE __ - -
| 119 | System Administralor
120 | Teknis Pelaksana Tahun 2024
a1 Tehm:r'ru-gi Carbon Caprure, Uitiization and SFD.I"BQEI'
122 | Teknologi Kegiatan Hilir Migas
123 | TKDN Bidang Migas
| 124 | TOEFLAELTS
| 125 | Tools Analisa kebijakan
| 126 | Training Need Analysis
| 127 | WP & B dan AFE

117 |
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Lampiran 3. Perjanjian Kinera BPH Migas Tahun 2025 fanggal 31 Desember 2024

FERIANIIAN KINEKRJA
BADAN PENGATUR HILIE MINYAK DAN GAS BUMD (BIFH MIGAS)
KEMENTERIAN ENERCGI DAN SUMBER DAY A MINERAL

FERIANITAN KINERIA TAHLN H2S
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

TARGET
KNe Sassran Program ladikalssr Kinerja 'rogram b
1. Jumilal Esmulstil Penyalur BIEM 1 Harga &
wing, bernperas {Penyabur)
Tenahanya BEM & Selursh Wilaysh NKEL &
] o
Terunpkaiem Permanfasian Ciag Husrs Dalam Negon  Laymas Duclmigan Pere
Tembangunan Kuas Fips Tranamisi des 12.550
heansibusi Chas Wumi kumulaifl {kmb
1. Persentase penyaluran fenis BEM Tememu 160
LINTY %
1. Porsemtase penyaleran lrai BRM K -
Teslhsananys Pergawanan Proyodizan din Penugas LIBKF) (%)
2 | Peadisiritrrann Bahan Balar Minyak dan 4 Tumlsh rekomendans Besil ponpawasss stas
Peaganghutsn Cus Burni Melabus Pips penyedinen dan pesdaanbasizs HHM 4
i Reknamendusi )
4. Vobune pesguaghulan daa niaga pas s
B 1 AW IEL.000
malabui pipa (MSCF)
ﬂ‘IlmllrI..l.l]: Kaomribesi BPI Migas yang 1. Pernertase Healaasi PNEP EPH Migas (%) L]
1 | Berbslanjuian dan Penpelolaan Sisiem Angraan
Warg Opaimal 2 Milai IKPA BPH Mugas iMidai) s
I Irdeka Keprasunn Peleymias 001 Migas 24
4 | Layunas BIH Migas Dipliwal
“ R Korpada Stakeealder Tndskyi
Temedi Pen dan Peaet Terhulap
e S e 1. Jumish Kebijshun Peninghanan Taia Keloka
% | Penyedisan dsn Pendisiribeian [EEM dan g &3
Hiber Mlijpas | Produk Hulosing
Penganghoian Gas Bami Melalui Mipa
. Milmi SAKEP TPHE Mg (Pl L
Pergawman, Pengendaloan, Monitoring de Dealuasi
ll 2. Tesgkink Marswitas SFIF BFH
BEH Migas Tgk aritay Mlifpas oy

[EN T AN

Chrganmasi yeng Fit des S0 BPE Mige vang
Ungpal

1. Drafieks Profesionalices ASN BFH Migas
{Indeka)

R
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M Rasmran 'rogram ldikalor Kinedjs Progiem i
dgarisasi yarg Fit dan SO AT Miges yomg T Mikai vahian Kelombsagass BFH Migad i
7 5
Linggul Pl
Freraujudoys butokean HEH Migas yoap efehid dm | | bk Reformed Himdnas 1071 Migis o
b
il T hieichnd
Testal
Bp 2% 2 2ol o
AREEEEn
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1. Propres Duibnsgin Masspemens
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I P s dan Keirnagalinios
tkata, 31 Besember 2024
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6
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Lampiran 4. Peganjian Kinerna BPH Migas Tahun 2025 langgal 22 Desember 2025

FERIANIIAN KINERIA
BADAN FESGATUR HILIR MINYAK AN GAS BUMI{BFH MIGAS)
KENMENTERIAN FNERGT DAN SUNMTER DAY S MINERAL

FERAANIIAN KINERRA TAHUN I015
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PERJAMNIIAN KINERIA TANUN 2825
BADAN PEMGATUR HILIE MINYAK DAN GAS BLUMI (BPH MIGAS)

Mo Eanaras Propram lsadikwinr Kinerjs Program L H:';'T

I Jyeakady Kurmloiid Pervalo BISk | it
Harga Iscroeran {Frayratur |

Tenodsys UM & Sohaub Wiksyvah Lz

| |MKKI dan Prningkaten Fomandasten Ggy |+ Layanen Db ungas Pedcoptan

Flusewi Do Mg Pembmsgunan Russ Fips Trssamisi 11 g4
s Dbt bt Cans DBmini {kumadalif)
{lam
1 Persentsse peryalinias Jenis AAM o
Teneniu (AT %)
2. Feverriaar penvalurea, Jenis I 100

Teilabissmiys Pesgawinan Penyediiss dan K bmus Pemgmum (TERF (%)
2 | Pendistribasian fshan Dakar Minyak dan |7 Jumish sekomacadun hasi

Pemganghuisn Gas fomi Mclalii Pibt | nengamwasan st penyediasn dan .
pendistrtssian B | Hoborosdas)

4. Vahnne penjpargutan dam nligs gas
il iret Ll pigen { MISCFY 1AM Nz 000

Parvent e Rusions) 1
Dptisiakans K catribes BT Migat yisg '”. sl Wit PP Y o
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M s Pempamghosn (ies e Meisles | Kelola Hilir Migas (Prodak Hukan

T
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I Indcka Peafexinnaliim ASN BEIN
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Lamperan 5. Nola Dinas Usulan Revisi Target Kinerja BPH Migas Tahun 2025

¥
-y BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
' Copiicamp BT MH A plan Kapien T Perrdaan Wcrmar M0 Jabaia 1700 - indeneyid
BPH GA LLCE ] R r'.::-"::: -l:-::;I;-I.:.lé:_:;;.-l..ill."l- LFEf, SEEALE
Nomar T-B80/PR.03/SBPH2025 12 Dossmber 2028
Sifat Segera
Lampiran - Sabu Berkas
Hal Panyampalan Revis! Peranjian Kinedqa Tahun 2025 antara Kepala
BPH Migas dan Mented ESDA
Yang Terhormal,
Kepala Bing Perensanaan
Sekretariat Jendarsl Kemendedan Enegi dan Sumber Daya Mineral
di
Tempal

Calam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemarintah, barsama inl kami sampaikan
konsep ravisl Perjangan Kineda Tahun 20235 antars Kepata BPH Migas dan Meanlar
ESDM. Adapun dasar revisi Parjanfian Kineda Tahun 2025 dimaksud anara lan:

1. Perubahan nama pefabat Esolon | BPH Migas;

2. Perubahan pagu anggaran Esslon | BPH Migas:

3. Perubahan target IKU Jumiah Kumulalif Penyalur BEM 1 Harga yang beroperasi
dari samula 71 Penyalur menjadi 18 Penyalur Sesuai Kepulusan Dingcdur
Jendaral Mirmyak dan Gas Bumi nomar 45 BHE 02/DUMZ025 tanggal 16 Med
2025 dan ural Kepala BPH Migas nomod T-189MG0S/BPHIZ02S tanggal 26
Juli 2028 {emang Perubahan Roadrmap Penugasan Pembangunan Peryalur
JBT dan JBKP pada Lokasi Tereniu (Penyalur Program BEM Sahu Harga)
Paricde Tahun 2025-2028

Revizd Peranjian Kinera inl disusun sebages pedoman datam pelaksanaan

tegas dan fungsl BPH Migas, memasiikan pencapaian larget kinerja yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan serfa sebagal dasar dalam mealakukan
avaluasi kineta TA 2025,

Demik=an kami sampakan. Alas perhatian Saudara, kami ucapkan terima
kasih,

Tembisan:
Kepala BPH Migas

123 | Lakin BPH M

Dokurman i fplah ditandalangan’ secara elarromk mengumakan saidikal mlesironk yang dierdsitkan oloh B5rE



07 soBuy Hag uno | $#Z1

SUEE e e Sl NGy e LGS deyeunbiunil Wit BAEDES IUBREEPUEID YEIS) L) LS LLTTY 00

N Tt e v i [ vl |wwaarciesiie | 01 | ad | Lo
Haur Frar enamep vy sy wvrp mevg = e iy
- ¥ B Lt N20¢ ampsira] §Y i)
1 i e i P |oeos o i WP S RS LA STV RN R W w ar ke | | PR g D i | B
i DRy k) sty R e | i aEmda 1 )
] 0 poen ol i P N | i e ir | i | apeliny sy prrpay v wisey ey ) sk B w16 Al | &
T ooy w=ar | iy P gy iy iy il By

Fiiy B ALY A o S LY LR

TR PTTR kg AR Py T L ety wiEd s [ ey
g ey LB IR LT T P R | BT WD Mt gl | B
ThA! ol By g | i
[ELTRRCT S TIPS ] e glen: g S0 v p L iRy
wih S v gnaya g Pyt U9 6 ey b | i wine bk i
et Wiy wmayy | vy wpryayy reany
wn dieay g iy W S
By sviriasy srpery o L T Ly | R
" w AT gy Py Py R LS P | P o e ..E..t!nl..]..ﬂ_. r
B e vl ™ Lt DT T
i i R Bl el ] AR N0 Sl
e = ™

AT YT W LRSI BT WL YT WO E YOV
TEARINE DVHOL NN WY T VAT T DR ORONLL WY YL R

sefiy H49 eped jeiapuar jeiopadsu) uesemebua psen nfue] yepul| BJedy elUag g LB due]



RINCIAN TAGGING ANGGARAN BPHMIGAS KE IKU KESDM
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